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Pembaca yang Terhormat,

kemitraan strategis.

Membangun kepercayaan, keyakinan, dan kerja sama di antara
organisasi militer dan keamanan serta pemerintah sekutu, mitra, dan
negara-negara yang berpikiran sama adalah sama pentingnya untuk
meningkatkan keamanan regional seperti halnya membangun kapabilitas
dan interoperabilitas multilateral. Invasi Rusia ke Ukraina dan perang
yang terjadi menggambarkan peran yang dimainkan kemitraan strategis
tidak hanya dalam mempertahankan tanah air tetapi juga untuk menjaga
perdamaian regional.

Edisi ini menunjukkan mengapa menciptakan jaringan mitra andal yang
bijak sangat penting untuk memajukan nilai, aturan, dan norma bersama
di seluruh kawasan ini serta penting untuk mencapai penangkalan terpadu
dalam lingkungan persaingan strategis yang berkembang ini.

Di era ini, sekutu dan mitra harus melihat kembali kecukupan
pengaturan keamanan yang ada untuk memupuk kapabilitas demi
keamanan dan pertahanan bersama dan untuk mengurangi ancaman yang
ditimbulkan oleh aktor jahat yang mengembangkan teknologi canggih,
seperti yang dijelaskan oleh Dr. Alfred Oehlers, seorang profesor di
Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, dalam artikel
pembukaannya.

Arsitektur keamanan yang diwarisi Indo-Pasifik, yang dibangun
berlandaskan aliansi bersejarah Amerika Serikat dengan Australia, Jepang,
Filipina, Korea Selatan, dan Thailand, akan sangat bermanfaat dalam
mengatasi ancaman tersebut. Nobukatsu Kanehara dari Universitas
Doshisha juga memberikan perspektif Jepang dalam masalah ini terkait
cara meningkatkan strategi Indo-Pasifik yang akan menjaga perdamaian
di kawasan ini, termasuk secara efektif mencegah agar Republik Rakyat
Tiongkok tidak menginvasi Taiwan.

Konsepsi kemitraan yang lebih baru mungkin akan diperlukan yang
disesuaikan dengan bidang teknologi tertentu dan persyaratan operasi
semua ranah. Dalam artikel lain, Mayor Jenderal Purnawirawan Angkatan
Darat India S B Asthana merekomendasikan tanggapan multinasional,
multiranah yang dibangun berlandaskan arsitektur aliansi yang meningkat
seperti Dialog Keamanan Kuadrilateral yang mencakup Australia, India,
Jepang, dan A.S.

Jangkauan keamanan telah diperluas selama bertahun-tahun untuk
mencakup organisasi dan mekanisme multilateral utama. Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Pertemuan Menteri
Pertahanan ASEAN-Plus menonjol sebagai contoh, seperti halnya
keterlibatan dengan Forum Kepulauan Pasifik dan sejumlah pengaturan
keamanan politik Indo-Pasifik lainnya.

Program kebebasan navigasi A.S. akan tetap menjadi alat terpenting
untuk melawan pelanggaran terhadap tatanan internasional yang telah
ditetapkan, demikian yang dijelaskan oleh Kolonel Purnawirawan Angkatan
Laut A.S. Raul Pedrozo, profesor Howard S. Levie di bidang Hukum
Konflik Bersenjata di Stockton Center for International Law di U.S. Naval
War College dalam sebuah artikel lainnya. Program ini menunjukkan
komitmen A.S. untuk melestarikan sistem hukum yang stabil untuk lautan
dunia bagi semua negara, demikian tulisnya.

Kami berharap artikel-artikel ini akan mendorong pembicaraan
regional tentang masalah yang mendesak ini. Kami menyambut baik
komentar Anda. Silakan hubungi stat FORUM di ipdf@ipdefenseforum.
com untuk menyampaikan pendapat Anda.
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DR. ALFRED OEHLERS bergabung dengan Daniel K. Inouye Asia-
Pacific Center for Security Studies (DKI-APCSS) pada Maret 2007.
Dia memiliki spesialisasi di bidang ekonomi politik pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Dia telah banyak
mengajar dan menulis tentang berbagai masalah, banyak yang terkait

dengan perkembangan pesat di Asia Timur dan Tenggara serta kawasan kepulauan

Pasifik. Ditampilkan pada Halaman 10

PURNAWIRAWAN ANGKATAN DARAT INDIA MAYOR JENDERAL
S B ASTHANA adalah kepala instruktur United Service Institution

of India, wadah pemikir tertua di negara itu. Saat ini dia bekerja
sebagai analis strategi dan keamanan. Dulunya dia merupakan jenderal
infanteri dengan pengalaman 40 tahun dalam penugasan nasional dan
internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia telah menulis lebih
dari 400 artikel tentang strategi dan militer. Ditampilkan pada Halaman 14

NOBUKATSU KANEHARA adalah seorang profesor di Universitas
Doshisha di Kyoto, Jepang. Ia adalah asisten kepala sekretaris kabinet
untuk Perdana Menteri Jepang saat itu Shinzo Abe dari tahun 2012-
19. Pada tahun 2013, dia menjadi wakil sekretaris jenderal perdana

Sekretariat Keamanan Nasional dan juga menjabat sebagai wakil
dlrektur Kantor Intelijen dan Riset Kabinet. Kariernya mencakup jabatan di
Kementerian Luar Negeri sebagai direktur jenderal Biro Hukum Internasional
dan wakil direktur jenderal Biro Kebijakan Luar Negeri. Ditampilkan pada Halaman 20

KOLONEL PURNAWIRAWAN ANGKATAN LAUT AMERIKA
SERIKAT RAUL PEDROZO adalah profesor Howard S. Levie

di bidang Hukum Konflik Bersenjata di Stockton Center for
International Law di U.S. Naval War College. Dia menjabat berbagai
posisi yang memberikan nasihat kepada pejabat pertahanan militer dan
sipil senior, termasuk sebagai asisten khusus untuk wakil menteri pertahanan
A.S. bidang kebijakan dan penasihat hukum senior untuk komandan Komando
Indo-Pasifik A.S. Dia telah berceramah di berbagai institusi akademis dan
banyak menulis tentang masalah keamanan maritim dan Laut Cina Selatan dan
merupakan penulis bersama beberapa buku, termasuk “International Maritime
Security Law.” Ditampilkan pada Halaman 42

00—

LAKSAMANA MUDA PURNAWIRAWAN ANGKATAN LAUT A.S.
MICHAEL BAKER memiliki pengalaman dalam strategi, perencanaan
kontingensi, operasi pengerahan luar negeri, dan latihan multinasional.

1 Dia telah mengajar perawatan terhadap korban pertempuran, perawatan
trauma dan triase, serta tanggapan terhadap bencana kompleks dan
keadaan darurat kemanusiaan. Dia telah menerbitkan lebih dari 70 artikel yang
ditinjau sejawat dan telah berceramah di berbagai konferensi internasional.

JACOB BAKER memperoleh gelar Master of Professional Studies
dalam Program Intelijen Terapan di Georgetown University School of
Continuing Studies. Dia telah bersama-sama menulis artikel tentang
persimpangan intelijen, kesehatan global, surveilans pandemi, dan
keamanan nasional.

DR. DEON CANYON, seorang profesor di DKI-APCSS,
berspesialisasi dalam manajemen krisis, ketahanan hayati, kawasan
kepulauan Pasifik, dan permainan zona abu-abu. Penelitiannya
berfokus pada pemahaman, pengelolaan, pengendalian, dan
pencegahan ancaman keamanan yang kompleks dan dinamis dengan

pendekatan inovatif. Ia telah menulis ratusan artikel semasa bertugas selama
29 tahun di DKI-APCSS dan institusi Australia

DR. SEBASTIAN KEVANY, seorang profesor di DKI-APCSS, adalah
spesialis di bidang keamanan kesehatan, diplomasi kesehatan, kesehatan
sebagai kebijakan luar negeri, hubungan internasional, epidemi,
pandemi, dan kesehatan masyarakat global. Dia juga telah melakukan
banyak kerja lapangan sebagai bagian dari lebih dari 100 misi ke Afrika,
Tlmur Tengah, dan kawasan pulau Pasifik. Ditampilkan pada Halaman 46
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TAHUNAN KE-11

“Mengimplementasikan
Penangkalan Terintegrasi”

17-21 Oktober 2022

Honolulu, HI |Camp H.M. Smith, HI

Simposium Operasi Informasi (10) &

Perang Elektromagnetik (EW) Pasifik 2022,
yang bertema “Mengimplementasikan
Penangkalan Terintegrasi,” akan berfokus
pada bagaimana 10 dan operasi spektrum
elektromagnetik (EMSO) berkontribusi pada
penangkalan yang efektif terhadap tindakan
zona abu-abu, pemaksaan, dan perang.

Sesi pleno simposium yang bersifat terbuka
(unclassified) akan dimulai di Hotel Hale
Koa, Pusat Rekreasi Angkatan Bersenjata di
Fort DeRussy, Honolulu, 18 Oktober, dengan
penyelenggaraan acara malam sosial. Pleno
terbuka akan bersidang kembali pada 19
Oktober. Simposium kemudian beralih ke
Camp H.M. Smith selama 1,5 hari diskusi
tertutup (classified) pada 20-21 Oktober.

Simposium 10/EW Pasifik adalah satu-
satunya acara pengembangan profesional,
keterlibatan internasional, dan pemecahan
masalah operasional USINDOPACOM, yang
secara khusus berfokus pada kapabilitas,
konsep, dan kegiatan terkait informasi yang
dikombinasikan untuk menghasilkan 10
bersama yang efektif.

https://www.fbcinc.com/e/AOCPacific/

IPD FORUM



SELURUH KAWASAN =

Kemitraan Pelabuban

Pendanaan Australia akan membantu
Papua Nugini Ports Corp. meningkatkan

pesisir yang berusia hingga 70 tahun.
(Foto: Sebuah kapal kontainer berlabuh

ustralia mengumumkan
pada Januari 2022 bahwa
ihaknya akan menyediakan

dana sebesar 6,3 triliun rupiah

(420 juta dolar A.S.) kepada negara
tetangga Pasifik, Papua Nugini, untuk
memutakhirkan pelabuhan utama, di
tengah kekhawatiran di Washington dan
Canberra bahwa investasi infrastruktur
Beijing di kepulauan Pasifik memiliki
ambisi militer.

kapasitas untuk mengakomodasi kapal
yang lebih besar, termasuk kapal
kontainer di rute perdagangan utama,
yang akan meningkatkan konektivitas
perdagangan, demikian ungkap Menteri
Luar Negeri Australia saat itu Marise
Payne dalam sebuah pernyataan.
Pendanaan ini juga akan ditujukan
untuk perbaikan mendesak di dermaga

di kota pelabuhan di Papua Nugini.)

Sebuah dermaga yang didanai oleh
Tiongkok dan dibangun di pulau Pasifik
lain, Vanuatu, memicu laporan media
Australia pada tahun 2018 — yang
disangkal oleh Vanuatu dan Beijing —
bahwa Partai Komunis Tiongkok ingin
menggunakan fasilitas tersebut untuk
kapal militer. Reuters

oJol {1 ].31E SIBER
Australia dan Britania Raya akan “melawan
balik” serangan siber dari Iran, Republik Rakyat
Tiongkok, dan Rusia, demikian ungkap Menteri
Pertahanan Australia saat itu Peter Dutton.

Australia dan Britania Raya akan
mengoordinasikan sanksi siber untuk
meningkatkan penangkalan, menaikkan biaya
bagi aktivitas negara yang tak bersahabat dalam
ruang siber, demikian ungkap Menteri Luar
Negeri Australia saat itu Marise Payne setelah
menandatangani perjanjian dengan Menteri Luar
Negeri Britania Raya Liz Truss pada Januari 2022.

“Australia berkomitmen untuk bekerja
sama dengan mitra seperti Britania Raya guna
menantang aktor jahat yang menggunakan
teknologi untuk merongrong kebebasan dan
demokrasi,” demikian ungkap Payne dalam
sebuah pernyataan.

Diskusi bilateral juga mengidentifikasi area di
mana Australia dan Britania Raya dapat bekerja
sama di kawasan Indo-Pasifik dan dalam program
kapal selam bertenaga nuklir Australia. Reuters

X
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Filipina berencana mengakuisisi sistem rudal
antikapal berbasis pantai dari India senilai
hampir 5,65 triliun rupiah (375 juta dolar
A.S.) untuk memperkuat Angkatan Lautnya,
demikian ungkap menteri pertahanan negara
Asia Tenggara itu.

Filipina berada dalam tahap akhir dari
proyek lima tahun senilai 88,09 triliun rupiah
(5,85 miliar dolar A.S.) untuk memodernisasi
perangkat keras militernya, yang mencakup
kapal perang dan helikopter era Perang Dunia
II yang digunakan oleh Amerika Serikat pada
tahun 1960-an. Berdasarkan kesepakatan
dengan India, Brahmos Aerospace Private Ltd.
akan mengirimkan peralatan, melatih operator
dan tenaga pemeliharaan, serta memberikan
dukungan logistik, demikian ungkap Menteri
Pertahanan Nasional Filipina saat itu Delfin
Lorenzana, ditampilkan dalam foto, dalam

sebuah postingan Facebook pada Januari 2022.

Sistem rudal antikapal yang baru itu
bertujuan untuk mencegah kapal asing
menyusup ke zona ekonomi eksklusif 200
mil laut negara itu. Pada tahun 2018, Filipina
membeli rudal jarak jauh Spike buatan Israel,
sistem rudal bawaan kapal pertamanya untuk
penangkalan maritim.

Filipina dan sekutunya pada tahun 2021
mengecam serbuan oleh ratusan kapal
Tiongkok, yang digambarkan sebagai milisi
maritim, ke wilayah kedaulatannya di Laut
F ilipina Barat. Reuters

LEBIH KUAT
BERSAMA-SAMA

rancis dan Jepang menghadapi tantangan keamanan bersama

di Indo-Pasifik yang “makin sulit,” demikian ungkap menteri
pertahanan Jepang saat itu menjelang pembicaraan di antara
menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara pada awal
tahun 2022.

Pembicaraan antara Tokyo dan Paris berlangsung ketika
Jepang mendorong untuk meningkatkan kerja sama keamanan
dengan sekutu Barat karena menghadapi makin meningkatnya
keangkuhan Republik Rakyat Tiongkok dan pengembangan rudal
Korea Utara.

Prancis memiliki wilayah luar negeri di Indo-Pasifik
dan menempatkan Angkatan Bersenjatanya di kawasan ini.
Meningkatnya ketegangan yang berkaitan dengan Taiwan
demokratis, di mana Partai Komunis Tiongkok menegaskan
kedaulatan, telah menempatkan fokus yang tajam pada peran
keamanan Jepang. Rentetan cepat uji coba senjata Korea Utara
pada Januari 2022 menimbulkan kekhawatiran tambahan.

“Upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekuatan
terus berlanjut di kawasan Indo-Pasifik, dan lingkungan
keamanan di sekitar Jepang dan Prancis menjadi makin sulit dan
tidak stabil,” demikian ungkap Menteri Pertahanan Jepang saat
itu Nobuo Kishi. Nobuo Kishi dan Menteri Luar Negeri Jepang
Yoshimasa Hayashi bertemu dengan rekan Prancis mereka,
Menteri Luar Negeri Prancis saat itu Jean-Yves Le Drian dan
Menteri Angkatan Bersenjata Prancis saat itu Florence Parly,
melalui konferensi video, ditampilkan dalam foto.

Dalam sebuah pernyataan, kedua negara mengatakan sepakat
untuk memperkuat kerja sama keamanan dan meningkatkan kerja
sama bilateral di Indo-Pasifik. “Keempat menteri menyampaikan
keprihatinan serius tentang situasi Laut Cina Selatan dan Timur
dan sepakat untuk menolak keras upaya sepihak untuk mengubah
status quo dengan kekuatan,” demikian ungkap pernyataan itu.
“Mereka juga menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas
di Selat Taiwan dan sepakat untuk mendesak pihak terkait untuk
menyelesaikan masalah lintas selat secara damai.”

Jepang dan Prancis telah mencapai beberapa kesepakatan
keamanan utama, termasuk perjanjian tentang transfer teknologi
dan peralatan pertahanan, dan juga telah meningkatkan latihan
militer bersama dalam beberapa tahun terakhir. Reuters

\
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Ancaman teroris di negara Asia
"Tenggara dan Asia Selatan menurun
pada tahun 2021, demikian
ungkap sebuah wadah pemikir
Singapura dalam penilaian ancaman
tahunannya yang diterbitkan pada
Januari 2022, yang mencatat bahwa
pembatasan pergerakan COVID-19
telah “meratakan kurva terorisme.”
Ada lebih sedikit insiden terkait
teror di Bangladesh, Indonesia,
Malaysia, dan Filipina saat
pemerintah memerangi pandemi,
demikian menurut laporan “Iren
dan Analisis Kontraterorisme” yang
diterbitkan oleh S. Rajaratnam
School of International Studies.
Sementara itu, di Thailand pada
tahun 2021, insiden kekerasan yang
terkait dengan pemberontakan di
selatan jauh serupa dengan yang

IPD FORUM

ANCAMAN TEROR

INDO-PASIFIK

Wadah Pemikir Singapura
Mengungkapkan Penurunan
pada Tahun 2021

BENARNEWS
FOTO DARI AFP/GETTY IMAGES

terjadi pada tahun 2020, demikian
temuan para peneliti.

“Pada akhirnya, survei 2021
menggarisbawahi keharusan
berkelanjutan bagi negara untuk
mengatasi keluhan jangka panjang
yang mendasarinya yang memicu
ekstremisme kekerasan,” demikian
ungkap analisis tersebut.

Di Indonesia, negara terbesar
di Asia Tenggara, jumlah serangan
dan plot oleh kelompok militan
Islam ekstremis menurun selama
dua tahun yang mencakup tahun
2020 dan 2021 dibandingkan
sebelum wabah COVID-19,
demikian menurut laporan itu.
Aktivitas Jamaah Ansharut Daulah
(JAD) relatif stagnan pada tahun
2020-21 dan penurunan aktivitas
teror Mujahidin Indonesia Timur

Komando Angkatan Laut Indonesia
melakukan latihan antiteror di
Bandar Lampung.

(MIT) pada tahun 2021 “sebagian
dapat dikaitkan dengan pembatasan
pergerakan dan biaya lebih tinggi
yang terkait dengan perjalanan
domestik akibat pandemi,” demikian
ungkap laporan itu.

Pada tahun 2021, JAD terlibat
dalam setidaknya sembilan insiden,
termasuk lima yang menggunakan
bahan peledak. Insiden tersebut
termasuk dua serangan bom bunuh
diri dan sebuah plot bom bunuh diri,
dibandingkan dengan 11 insiden
tahun sebelumnya.

Polisi merupakan target teroris
yang paling umum di Indonesia,
demikian temuan analisis tersebut.
Pihak lain yang dijadikan target
oleh ekstremis Indonesia pada tahun
2021 adalah “warga sipil, termasuk
umat Kristen, serta warga Indonesia
dan Tiongkok daratan,” demikian
ungkap laporan itu.

Pada awal Januari 2022, pasukan
keamanan Indonesia mengumumkan
bahwa mereka telah membunuh
Ahmad Gazali, seorang terduga
anggota MI'T] di pegunungan
provinsi Sulawesi Tengah, sehingga
mengurangi keanggotaan MI'T
menjadi hanya tiga orang.

Malaysia, Filipina

Analisis ini secara khusus
menghubungkan pandemi

dan penurunan aktivitas teror
di Malaysia pada tahun 2021.
“Pembatasan pergerakan

yang didorong pandemi yang
menghambat pergerakan antar-
negara bagian dan internasional
juga ‘meratakan kurva terorisme’ di
Malaysia.”

Pihak berwenang tidak
melakukan penangkapan terkait
teror di Semenanjung Malaysia
pada tahun 2021, tetapi mereka
melakukan sekitar 15 penangkapan
di negara bagian Sabah Malaysia
di pulau Borneo antara Mei dan
September 2021. Terdapat tujuh
penangkapan pada tahun 2020,



Marinir Filipina melakukan pelatihan

kontraterorisme sebagai bagian dari kemitraan

dengan Pasukan Pertahanan Australia.

Komando Angkatan Laut Indonesia
berpartisipasi dalam pelatihan antiteror
di Bandar Lampung, Indonesia, pada
September 2021.

72 pada tahun 2019, 85 pada tahun
2018, 106 pada tahun 2017, dan 119
pada tahun 2016, demikian temuan
analisis tersebut.

Namun, analisis itu menyatakan
keprihatinan bahwa ancaman teror
telah beralih online.

“Karantina wilayah yang
diberlakukan pemerintah telah
memaksa orang untuk menghabiskan
lebih banyak waktu online, sehingga
meningkatkan kemungkinan
seseorang yang rentan terpapar
ideologi radikal di ranah siber. Di
seluruh wilayah, kelompok seperti IS
[Negara Islam] telah meningkatkan
upaya perekrutan dan radikalisasi
melalui media sosial selama
pandemi,” demikian ungkapnya.

Di tempat lain, Angkatan
Bersenjata Filipina menuai pujian
karena menangkap basis teror di
wilayah selatan Mindanao. Di seluruh
negeri, jumlah insiden teroris yang
sukses turun dari 134 pada tahun
2019 menjadi 59 pada tahun 2020 dan
17 pada tahun 2021, demikian ungkap
para analis, yang mendefinisikan
insiden sukses sebagai serangan yang
melukai atau menewaskan orang lain.

Analisis tersebut mencatat bahwa
karantina wilayah COVID-19 yang
diberlakukan pemerintah berdampak
pada operasi teror. “Mengingat
karantina wilayah secara signifikan
membatasi pergerakan masyarakat
umum, serta pergerakan teroris, hal
ini telah membuat logistik teroris

rentan terdeteksi dengan lebih
mudah,” demikian ungkapnya.

Bangladesh, Thailand
Di Bangladesh pada tahun 2021,
“ada dua serangan yang gagal
dibandingkan dengan empat
serangan yang sukses pada tahun
2020,” demikian ungkap laporan itu,
yang menambahkan bahwa pihak
berwenang menangkap sekitar 130
tersangka teroris secara nasional.

Neo-JMB, faksi pecahan pro-
IS dari Jamaat-ul-Mujahideen
Bangladesh, “tampaknya menargetkan
lembaga penegak hukum, gereja,
tokoh Hindu dan Buddha terkemuka,
serta pekerja lembaga swadaya
masyarakat,” demikian ungkap
analisis itu.

Analisis tersebut juga mengatakan
bahwa Neo-JMB berupaya
melatih anggotanya tentang cara
memproduksi perangkat peledak
improvisasi, serta “bom kloroform
untuk menargetkan bus, ruang kelas,
dan tempat umum dalam upayanya
untuk membunuh secara diam-diam.’

Di wilayah perbatasan
selatan Thailand yang dilanda
pemberontakan, tercatat 423 insiden
kekerasan, dengan 104 orang tewas
dan 169 terluka, hingga November
2021, demikian menurut laporan itu.
Skala ini serupa dengan tahun 2020
ketika 335 insiden kekerasan terjadi,
menewaskan 116 orang dan melukai
161 orang.

)

Di wilayah yang dikenal sebagai
Deep South yang berpenduduk
mayoritas Muslim, lebih dari 7.000
orang telah tewas sejak kelompok
separatis melanjutkan pemberontakan
terhadap mayoritas umat Buddha 18
tahun lalu.

Barisan Revolusi Nasional (BRN),
kelompok separatis terbesar di
Deep South, mengurangi operasi
militannya atas dasar kemanusiaan
pada April 2020 karena pandemi.
Analisis itu mengatakan bahwa hal ini
menyebabkan “penurunan kekerasan
yang signifikan.”

“Pada tahun 2021, BRN
mempertahankan operasi tingkat
rendah, agar tidak memperparah
situasi yang sudah sangat berbahaya
bagi penduduk selatan,” demikian
ungkapnya.

Setelah menghindari pembicaraan
damai dengan pejabat pemerintah,
pada awal tahun 2020, BRN
bergabung kembali dengan upaya
yang diperantarai oleh Malaysia.
Sebuah sumber pemerintah
mengatakan bahwa kedua belah pihak
bertemu secara virtual pada tahun
2021 dan BRN mengajukan proposal
gencatan senjata pada Mei 2021,
demikian menurut analisis tersebut.
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ahun lalu menyaksikan banyak liputan media tentang
kemitraan strategis yang lebih baru di Indo-Pasifik.
Dialog Keamanan Kuadrilateral, atau Quad —
yang anggotanya terdiri dari Australia, India, Jepang,
dan Amerika Serikat — terus tampil menonjol, dengan
September 2021 menyaksikan pematangan lebih lanjut
forum ini dengan K'T'T' Pemimpin Quad pertama di

Wiashington, D.C. Menegaskan keunggulan inovatif dalam

pengaturan keamanan adalah pengumuman kemitraan
keamanan Australia, Britania Raya, dan A.S., yang dikenal
sebagai AUKUS, pada awal bulan yang sama. Para analis
menggambarkan AUKUS, yang akan memperdalam
integrasi sains, teknologi, dan industri pertahanan di
antara para mitra, sebagai pertanda dari banyaknya pakta
trilateral atau minilateral serupa yang akan terbentuk.

Para komentator dengan cepat mengambil kesempatan
ini, dengan menyoroti peningkatan pengaturan keamanan
sebagai awal dari era baru aliansi dan kemitraan di
Indo-Pasifik. Apakah ini akan terjadi masih harus dilihat.
Untuk sekarang, mungkin ada baiknya menggali lebih
dalam untuk memahami apa yang mungkin mendorong
gelombang rekonfigurasi ini dalam hubungan strategis
oleh A.S. dan mitra yang berpikiran sama di kawasan ini.
Sudah ada beraneka ragam aliansi, kemitraan, dan
hubungan di Indo-Pasifik yang dikembangkan oleh
A.S. dan para mitra sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Arsitektur yang sangat penting ini telah memungkinkan
navigasi rentetan tantangan geopolitik dan keamanan
serta terbentuknya tatanan berbasis aturan internasional
yang memberikan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran




selama beberapa dekade bagi sebagian besar Indo-Pasifik.
Aliansi A.S. dengan Australia, Jepang, Filipina, Korea
Selatan, dan Thailand secara luas dipandang sebagai
landasan arsitektur ini. Namun aliansi ini berada dalam
jaringan luas yang padat dari hubungan keamanan
bilateral yang melibatkan hampir setiap negara di Indo-
Pasifik. Dilandasi oleh diplomasi sipil dan militer yang
kuat dan program bantuan keamanan dan kerja sama
yang luas, penjangkauan tersebut telah meluas selama
bertahun-tahun untuk menyertakan organisasi dan
mekanisme multilateral regional utama. Perhimpunan
Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Pertemuan
Menteri Pertahanan
ASEAN-Plus adalah
contoh yang patut
diperhatikan, begitu
pula halnya keterlibatan
dengan Forum
Kepulauan Pasifik dan
berbagai pengaturan
keamanan politik
Indo-Pasifik lainnya,
sering kali dengan fokus
layanan atau fungsional
khusus.

Jika pengaturan
ini telah berfungsi
dengan baik di masa

PERBANDINGAN YANG MENIPU

Konteks saat ini sangat jauh berbeda dari masa lalu ini,
yang disebabkan oleh kemunculan cepat Republik Rakyat
Tiongkok (RRT) sebagai pesaing ketat A.S. dan kekuatan
yang merongrong sistem berbasis aturan internasional dan
kedaulatan para mitra di Indo-Pasifik. Meski di permukaan
tantangan yang ditimbulkan oleh RRT mungkin membuat
orang membandingkannya dengan era Soviet, ini dapat
menipu. RRT mewakili entitas yang berbeda dari Uni
Soviet, sehingga tugas untuk menanganinya menjadi jauh
lebih kompleks. Jauh dari independen, Tiongkok telah
membenamkan diri dalam sistem politik dan ekonomi
internasional dan
menjadikan hal ini
sebagai keuntungannya.
Memanfaatkan semua
elemen kekuatan
nasional dalam

program yang dipimpin
negara seperti skema
infrastruktur Satu
Sabuk, Satu Jalan, RRT
telah menumbangkan,
memperdaya, dan
memaksa negara-negara
yang kurang mampu.
Sementara itu, melalui
berbagai macam taktik

Para pemimpin dari negara Dialog Keamanan Kuadrilateral membahas
cara memajukan kerja sama regional dalam KTT tatap muka pertama
kelompok itu pada September 2021 di Gedung Putih, Washington, D.C.

zona abu-abu riskan
yang nyaris di ambang

lalu, mengapa terdapat
dorongan menuju

konfigurasi ulang?
Cukup sederhana karena
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perang, Tiongkok
telah memperkuat

zaman telah berubah.

Arsitektur keamanan pasca-Perang Dunia II sebagian
besar dikembangkan dalam konteks yang berbeda,
membahas kondisi dan keadaan yang berbeda. Solusi
keamanan yang dirancang untuk difasilitasi arsitektur
tersebut awalnya terkait dengan tantangan Perang
Dingin dan konfrontasi dengan Uni Soviet. Disintegrasi
yang akhirnya terjadi pada Uni Soviet dan berakhirnya
Perang Dingin menyebabkan interval “hanyut” yang
singkat di A.S., yang segera digantikan oleh fokus pada
perang melawan teror serta pengembangan kapasitas
dan kelembagaan keamanan untuk mengatasi tantangan
ekstremis terhadap stabilitas negara. Merefleksikan
lintasan ini, banyak pemikiran seputar keterlibatan dan
pengembangan arsitektur keamanan hingga belakangan
ini telah memanfaatkan bauran tema yang terkait
dengan penanggulangan ekstremisme dan terorisme,
pengembangan kapasitas keamanan atau pertahanan dan
peningkatan kelembagaan, atau pembangunan bangsa
yang lebih ambisius.

Dari kiri: Perdana Menteri Jepang saat itu Yoshihide Suga, Perdana
Menteri India Narendra Modi, Presiden A.S. Joe Biden, dan Perdana
Menteri Australia saat itu Scott Morrison berpartisipasi dalam KTT
Dialog Keamanan Kuadrilateral. reuters

tangannya tanpa
memicu tanggapan keamanan konvensional yang mampu
menimbulkan biaya hukuman. Tantangan ini tidak dapat
dibandingkan dengan konfrontasi Perang Dingin ataupun
diselesaikan dengan cara sama yang digunakan sekutu
untuk melawan terorisme dan membangun kapasitas
keamanan negara mitra. Cara kita mengonfigurasi
aliansi dan kemitraan perlu ditinjau kembali sementara
konfigurasi baru dieksplorasi agar dapat lebih memenuhi
tantangan saat ini.

Pawai teknologi tiada henti membuat konfigurasi
ulang ini lebih penting. Ranah yang didukung teknologi
seperti siber dan ruang angkasa kini sangat penting bagi
keamanan nasional dan persaingan strategis. Ketika
digabungkan dengan kapabilitas canggih dalam kecerdasan
buatan, komputasi kuantum, dan telekomunikasi 5G atau
6G, prospek untuk operasi multiranah yang sangat canggih
menjadi makin layak. Namun, teknologi dan kapabilitas
seperti itu hampir tidak terbayangkan ketika fondasi dari
banyak arsitektur aliansi dan kemitraan Indo-Pasifik
berkembang selama paruh kedua abad ke-20. Sangat
penting untuk menilai kembali kecukupan kemitraan dan
pengaturan keamanan kita untuk tidak hanya memupuk
kapabilitas yang mudah diakses untuk keamanan dan
pertahanan bersama dari mitra yang berpikiran sama
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tetapi juga untuk mencegah ancaman yang ditimbulkan
ketika dikembangkan dan dikerahkan oleh aktor jahat.
Memperbarui warisan arsitektur dapat membuat kita
setengah jalan dalam upaya ini. Mungkin akan diperlukan
konsepsi kemitraan baru yang dikhususkan untuk bidang
teknologi ini dan persyaratan
operasi semua ranah.
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menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
pada September 2021 di sela-sela Sidang Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa di New York. THe ASSOCIATED PRESS

Menteri Luar Negeri A.S. Antony Blinken, kiri, dan Menteri Luar
INegeri Indonesia Retno Marsudi berpartisipasi dalam pertemuan
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ini berisiko lumpuh dalam menghadapi situasi ambigu

di mana tidak ada “bukti” pasti yang dapat diidentifikasi
untuk memicu kewajiban pertahanan atau keamanan
bersama. Berapa banyak penyerbuan oleh milisi maritim
yang merupakan tindakan perang? Berapa banyak pejabat
negara atau perwakilan
politik yang harus

7
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ZONA ABU-ABU

Saat ini, Indo-Pasifik
menghadapi spektrum
ancaman lebih luas yang
menantang relevansi dan
efektivitas aliansi dan
kemitraan kita. Melibatkan
berbagai elemen kekuasaan
negara — dan dengan sektor
swasta dan bahkan kelompok
nonpemerintah dan kriminal
yang ikut diberdayakan —
taktik zona abu-abu RRT
dan ancaman multidimensi

Waktunya tepat untuk
membingkai ulang sifat dan
ruang lingkup kemitraan tersebut
untuk mencerminkan seluk-beluk
persaingan strategis yang sedang
berlangsung, di mana segala
sesuatu seving dimenangkan atan
mengjadi korban kekalaban tanpa
tembakan yang diluncurkan.

korup dan terpengaruh
sebelum ancaman
keamanan nasional diakui,
memunculkan ketentuan
traktat? Untuk melawan
prospek kelumpuhan
tersebut, tepat waktunya
untuk membingkai ulang
sifat dan ruang lingkup
kemitraan tersebut guna
mencerminkan seluk-beluk
persaingan strategis yang
sedang berlangsung, di
mana segala sesuatu sering
dimenangkan atau menjadi

biasanya memanfaatkan
lebih dari sekadar kekuatan
militer untuk mencapai segala konsekuensi. Makin jarang
ada yang murni masalah keamanan atau pertahanan,
terutama ketika pertimbangan politik, diplomatik, hukum,
ekonomi, keuangan, teknologi, dan informasi ditambahkan
pada bauran tersebut untuk memperumit dan menambah
kebingungan. Namun, kita tetap terikat pada aliansi dan
kemitraan yang secara historis bertumpu pada gagasan
keamanan atau pertahanan yang murni dan dipahami secara
sempit. Tak peduli betapa indahnya, arsitektur kemitraan
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korban kekalahan tanpa
tembakan yang diluncurkan.
Memperbarui yang lama dan menemukan konfigurasi mitra
baru yang lebih efektif sangatlah penting.

"Terlepas dari isu persaingan strategis, abad ke-21 telah
menunjukkan masa depan yang mungkin akan ditandai
oleh ancaman dengan tingkat keparahan, ukuran, dan
kompleksitas yang melampaui kapasitas mekanisme kerja
sama multilateral yang ada. Pandemi COVID-19 yang
berkelanjutan adalah salah satu contohnya, demikian
pula tantangan perubahan iklim. Masing-masing hal




US-ASEAN

VIRTUAL SUMMIT

Presiden A.S. Joe Biden menghadiri KTT virtual
A.S.-Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dari
Gedung Putih pada Oktober 2021. THE ASSOCIATED PRESS

tersebut telah sangat memperburuk ketidakamanan di
Indo-Pasifik dan akan terus berlanjut selama bertahun-
tahun mendatang. Hal tersebut juga telah menguji keras
mekanisme kerja sama internasional, yang mendorong
upaya mendesak untuk mengembangkan opsi bagi
penanganan prioritas. COVID-19, misalnya, mendorong
pengaturan berbagai skala dan ruang lingkup untuk
mengatasi masalah seperti kekurangan alat pelindung diri,
serta penelitian, pengembangan, dan distribusi vaksin.
"Terkait dengan perubahan iklim, kemitraan inovatif terus
bermunculan untuk melayani prioritas mendesak dalam
bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Kemitraan
mungkin akan diperluas untuk memperkuat ketahanan
dalam mitra dan mengeksplorasi solusi ilmiah, teknologi,
dan organisasi. Di samping aliansi dan kemitraan yang
matang, pengaturan kerja sama yang khusus bagi hal ini
dan krisis lainnya mungkin akan berkembang, terkadang
bersifat ad hoc dengan tujuan dan prioritas spesifik dan
rentang usia yang bervariasi.

KEMITRAAN KINI MAKIN PENTING

Kemitraan selalu penting. Namun, berkat solusi
keamanan yang dibutuhkan sekarang — dan di masa
depan — beberapa aspek pengembangan kemitraan
mungkin akan memiliki persyaratan dan ekspektasi
yang lebih akurat. Seperti yang ditunjukkan contoh
AUKUS, tingkat komitmen dan integrasi yang lebih
mendalam secara kualitatif diperlukan untuk secara tegas
mengatasi tantangan dengan ketangkasan, kecepatan,
dan dampak. Karena kebutuhan, beberapa kemitraan
di masa depan mungkin lebih selektif dan disesuaikan,
menyatukan rentang mitra yang lebih sempit dengan
kepentingan dan komplementaritas yang diselaraskan
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Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kanan, dan
Perdana Menteri Australia saat itu Scott Morrison
menunjukkan Perjanjian Akses Timbal Balik kedua
negara selama KTT virtual pada Januari 2022.
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secara erat. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran.
Pendukung multilateralisme regional dan subregional,
misalnya, mungkin takut akan pencairan komitmen.
Alarm tersebut salah tempat. Akan selalu ada tempat
untuk pengaturan panregional atau subregional yang
inklusif dan representatif, serta komitmen terhadap

hal ini kemungkinan tidak akan berkurang. Kendati
demikian, harus ada juga ruang lingkup yang meningkat
untuk pengaturan yang lebih kecil yang memungkinkan
kelompok negara untuk bergerak dengan cepat dan
tangkas guna memecahkan tantangan atau kebutuhan
yang mendesak. Minilateral semacam itu, yang
menawarkan dimensi tambahan, tidak perlu mengurangi
atau merongong arsitektur aliansi dan kemitraan.
Bahkan, mereka berpotensi memperkuat arsitektur secara
keseluruhan untuk lebih memenuhi aspirasi perdamaian,
keamanan, dan kemakmuran regional.

Dalam komentar tentang AUKUS untuk Defense
News pada Desember 2021, Menteri Industri Pertahanan
Australia saat itu Melissa Price menjelaskan bahwa
lingkungan strategis Australia yang memburuk dengan
cepat sebagai faktor utama di balik pakta tersebut.
Sebagian besar negara Indo-Pasifik mungkin memiliki
penilaian strategis pesimis yang sama. Sekutu, mitra,
dan negara-negara yang berpikiran sama akan lalai jika
tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi konteks
yang meresahkan ini. Penilaian ulang yang mantap
atas kecukupan pengaturan aliansi dan kemitraan harus
menjadi prioritas tinggi. Mengingat persaingan strategis
yang ada, pertanyaannya haruslah: “Apakah yang kita
miliki sekarang dalam aliansi dan kemitraan kita sudah
cukup?” Kemungkinan, jawabannya adalah: “Kita harus
berbuat lebih.” O
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Ancaman Partai Komunis
Tiongkok terhadap kawasan
Indo-Pasifik membutuhkan
tanggapan multinasional
dan multiranah

MAYOR JENDERAL ANGKATAN DARAT INDIA JENDERAL (PURN.) S B ASTHANA

7 alam percakapan dengan Presiden Amerika
Serikat Joe Biden, Sekretaris Jenderal Partai

- Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping berusaha
menciptakan kesan adanya tatanan dunia bipolar. Sikap
agresif Xi selama K'T'T virtual November 2021 itu
kemungkinan disemangati oleh mandatnya yang tak
terlawan dalam sesi pleno keenam Komite Sentral ke-
19 PKT, kendati negara-negara di seluruh dunia terus
menyeimbangkan kembali di antara tatanan global
unipolar, bipolar, dan multipolar, tergantung pada persepsi
mereka yang berbeda-beda.

Kecuali komunitas global menghasilkan respons
realistis di semua ranah — darat, laut, udara, ruang
angkasa, dan dunia maya — Beijing akan menggunakan
semua instrumen kekuasaannya — secara etis dan tidak
etis — termasuk mengeksploitasi pandemi COVID-19
untuk menjadi satu-satunya negara adidaya di panggung
global dan mendirikan kawasan Indo-Pasifik yang
berpusat pada Tiongkok.

Mendefinisikan Ancaman Multidimensi Tiongkok
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menerapkan
strategi untuk secara bertahap menyusupi wilayah
kedaulatan negara lain. Perluasan strategi “pertahanan
aktif” PKT ini, yang dirilis dalam makalah putih tahun
2015 yang menyerukan keberadaan angkatan laut
Tiongkok yang lebih besar lebih jauh dari pantai RRT,
telah menyebabkan pembuatan fitur maritim artifisial yang
dikonversi menjadi pangkalan militer di Indo-Pasifik, yang
membuktikan bahwa kebebasan operasi navigasi dan sikap
angkatan laut sebelumnya oleh negara lain tidak memadai
untuk menangkal PK'T" agar tidak mengganggu tatanan
berbasis aturan. RRT telah secara bertahap memperluas
klaim kedaulatannya berdasarkan interpretasi sepihak atas
sejarah di Laut Cina Selatan dan Timur serta Taiwan, di
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Solusi Multiranah

TERPADU

Seorang aktivis berunjuk rasa di luar konsulat Tiongkok di Makati,
Filipina, setelah kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan
meriam air ke perahu pasokan Filipina di dekat beting yang
disengketakan di Laut Cina Selatan pada November 2021.
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antara wilayah lainnya. Perambahan serupa di wilayah
Ladakh India membuktikan bahwa RRT akan melanggar
segala perjanjian atau traktat yang ditandatangani dengan
negara lain jika PK'T memerlukannya.

Ketika mahkamah internasional menyatakan klaim
sembilan garis putus-putus RRT secara hukum tidak
sah dalam sengketa wilayahnya di Laut Cina Selatan
dengan Filipina, PK'T mengabaikan putusan tersebut.
PKT menunjukkan bahwa segala putusan oleh lembaga
internasional mana pun yang tidak sesuai dengan
kepentingan strategis partai akan diabaikan. Dengan
perluasan apa yang disebut sebagai kekuatan nasionalnya
yang komprehensif, PK'T mulai memperkuat militernya
di semua ranah perang. PK'T telah mengembangkan
angkatan lautnya untuk menjadi yang terbesar di dunia
dalam hal ukuran armada. Pihaknya juga telah mengambil
langkah-langkah, seperti mengesahkan Undang-Undang
Penjaga Pantai yang berpusat pada Tiongkok pada tahun
2018 dan Undang-Undang Keselamatan Lalu Lintas
Maritim yang telah diubah pada tahun 2016, untuk
menantang tatanan internasional dengan mengancam
penggunaan kepentingan bersama global dan zona
ekonomi eksklusif negara-negara dengan klaim yang
tumpang tindih dan akses ke salah satu jalur komunikasi
laut global (Global Sea Lines of Communication - SLOC)
tersibuk di Indo-Pasifik.

Dalam mengembangkan kapabilitas perang
multiranahnya, PK'T telah mencapai kemajuan pesat
dalam perang ruang angkasa dalam hal aset dan teknologi



disruptif. PK'T juga telah meningkatkan kapabilitas
konvensionalnya dan berencana memperluas persenjataan
nuklirnya menjadi sekitar 1.000 hulu ledak per tahun 2030.
Daftar pengganda kekuatan PK'T tampak mengesankan
tetapi sangat berbahaya dengan penerapan kecerdasan
buatan, komputasi kuantum, vektor jarak jauh, sistem
hipersonik, dan kapabilitas siber. Meski kualitas perangkat
keras militer PK'T| yang secara historis telah dicurigai,
sebagian besar dicapai sebagai hasil dari teknologi
pembajakan atau rekayasa balik, itu cukup untuk menangkal
beberapa musuh potensial dan mencapai tujuan jangka
panjang PKT yaitu “menang tanpa bertarung.”

Aspek yang paling mengkhawatirkan dari peningkatan
kapasitas Tiongkok adalah di bidang kapabilitas perang
nonkinetik, yang melibatkan penerapan kapabilitas
militer secara kohesif sekaligus memastikan kontak fisik
kekuatan yang minimum. Serangan ekonomi, teknologi,
dan digital Tiongkok terhadap negara lain telah membuat
negara-negara tersebut makin bergantung pada Tiongkok,
mengikis kemandirian mereka dan membungkam
tanggapan mereka terhadap jangkauan berlebih PK'T
yang tidak etis. Dengan investasi dari Barat, RRT
menjadi produsen dan pemasok global, mendapatkan
ketergantungan rantai pasokan hingga sedemikian rupa
sehingga tanggapan oleh masing-masing negara akan
tetap dibungkam kecuali dibentuk rantai pasokan dan
pusat manufaktur alternatif yang tangguh. Perambahan
ekonomi RRT dibaurkan dengan serangan ekonomi
terhadap negara-negara yang tidak menurut kepada PK'T;
seperti Australia. Serangan digital PK'T bahkan lebih
ditargetkan, dan kapabilitas perang biologisnya telah
mengguncang dunia.

Penggunaan strategi “tiga perang” oleh PK'T — yaitu
opini publik atau media, psikologis, dan hukum —
terbukti dalam pameran kapabilitas tempur yang baru
diperolehnya dalam hal perangkat keras militer, teknologi,
latihan, dan membeli opini. Tiga taktik perangnya tampak
mendapatkan tempat di segmen yang berorientasi pemilu
dalam negara demokrasi yang aktif secara politik.

Kerentanan Tiongkok

Tantangan yang dihadirkan oleh Tiongkok sangat
signifikan tetapi bukan tidak dapat diatasi karena
memiliki kerentanan besar. SLOC panjang miliknya

yang melewati berbagai titik sempit di Indo-Pasifik
merupakan sebuah kerentanan. RRT telah berupaya
mengurangi risikonya melalui proyek konektivitas, seperti
Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, Koridor Ekonomi
Tiongkok-Myanmar, dan strategi keseluruhannya untuk
mengembangkan jaringan fasilitas militer dan komersial
Tiongkok, termasuk pelabuhan dan lapangan udara, yang
membentang dari daratan Tiongkok di Asia Tenggara ke
Tanduk Afrika, dan menjalin hubungan diplomatik dengan
negara-negara tuan rumah untuk memastikan pasokan
energinya. Simpul-simpul kalung menghubungkan
Tiongkok daratan ke Laut Arab dan Teluk Persia melalui
Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Samudra Hindia.

RRT memiliki hampir 30 pos terdepan di kepulauan Paracel

dan Spratly di Laut Cina Selatan, termasuk Fiery Cross Reef,
ditampilkan dalam foto. Sejak tahun 2013, RRT telah membangun
1.200 hektare kepulauan buatan yang memiliki fasilitas militer dan
Iainnya. ASIA MARITIME TRANSPARENCY INITIATIVE

Belakangan ini, RRT tampaknya berusaha memperluas
rantai tersebut ke Afrika dan Asia Tengah. Namun semua
simpul tersebut berpotensi untuk dieksploitasi.

Retakan bermunculan dalam perekonomian Tiongkok
setelah kegagalan banyak proyek investasi infrastruktur
Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt, One Road - OBOR),
pecahnya gelembung ekonomi real estat dan pembersihan
PKT, atau dorongan “kemakmuran bersama,” untuk
mendistribusikan kembali kekayaan yang mengguncang
kapitalis dan investor. Upaya PK'T untuk mengganyang
perbedaan pendapat di wilayah seperti Xinjiang, Tibet,
dan Hong Kong juga mengungkapkan rasa takutnya akan
kehilangan kendali, yang terlihat jelas dalam anggaran
surveilans dalam negeri dan penggunaan teknik seperti
profiling. Untuk menumpas perbedaan pendapat, PK'T
membelanjakan lebih banyak untuk keamanan internal
daripada pertahanan nasional. Ekonomi Tiongkok dan
SLOC-nya merupakan pusat gravitasi dalam mengatasi
tantangan yang ditimbulkan oleh RRT karena rakyat
Tiongkok akan terus menoleransi rezim otokratis Xi
selama rezim itu terus memberikan hasil ekonomi. Akan
tetapi, tanpa keberhasilan ekonomi, Tiongkok hanya
memiliki sedikit teman baik internal maupun eksternal.
Menargetkan pelecehan hak asasi manusia dapat
menyebabkan ketidaknyamanan bagi kepemimpinan PK'T,
tetapi masalah ini gagal mencapai kerentanan strategis
setidaknya untuk saat ini.

Mengapa Negara-Negara Demokrasi Perlu Bersatu?
Tiongkok telah mencoba menjual narasi bahwa sistem
pemerintahannya lebih baik daripada demokrasi
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IPD FORUM 15



~ Rute Perdagangan Marltlm Satu
\ ; Sabuk, Satu Jalan Tlongkok

N
\Jarlngan Pelabuhan yang Dikontrol T|ongkok
\
\ yang Mengelilingi India dan Menghubungkan T
\ n
\ T|ongkok Daratan ke Afrika dan Eropa(
\\\ / y g
) \-\ &k )
A | \\ ® Rencana infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalan (One Belt,
J '\ \ One Road - OBOR) Republik Rakyat Tiongkok melibatkan
_j"»?‘s ) \’ jaringan perdagangan yang menghubungkan daratan
X { Tiongkok melintasi Asia Tenggara dan kawasan Samudra
\ \ Hindia ke Tanduk Afrika. Selain rute maritim, RRT
{ . bermaksud membangun rute darat untuk menopang
. kerentanan di jaringan pelabuhannya melalui skema
Sudan ‘% jalan raya hub-and-spoke.
N =, \
\ - @ \\
"\= 3
Y\ o :
\ \% =
Massawa | = J Kapal induk pesawat terbang
2 ] - lainnya dari anggota Dialog
S \‘ __ " — Australia, India, Jepang, dai mg_r.lka_Serlkat —
h - \ 4 berpartisipasi dalam Igtiha alaba di Laut Arab
NG \| // A
B\ | _L
@) Obock \7 P &
4 - —/’V /
\\ > \
b — \
—— '7_)
{
4
y
|
/
y.
//
P
/ ¢ Skema infrastruktur RRT yang
ﬂ £ luas menghadirkan kerentanan di
R\ /” sepanjang jalur komunikasi lautnya.
h | _ Untuk meningkatkan kontrolnya, RRT
‘::'”7 P berusaha membangun keberadaan
o 4 militer di banyak pelabuhan
. r komersial di rute ini.
>//\ - 4 omersial di rute ini
A
/
» fﬁ A
o Lamu __.
.48 . Samudra
@, ‘ 5
A ‘* Hindia
Bagamoyo
O
@,
Dar es Salaam * OBOR dapat membentuk kembali sifat rute
/\ perdagangan Samudra Hindia, sekarang menjadi
\ = milik bersama global yang saling terhubung, dan
\\ arsitektur keamanannya. OBOR memperburuk
) ketegangan antara RRT dan negara-negara
ll { regional atas niat strategis RRT, peningkatan
\ Y A (-""\ kekuatan militer regional dan sengketa teritorial,
\ { U | % terutama di Laut Cina Selatan.
\ ‘! I\/ \
| < |
b { i 3
A
y 3 0/
// — \(»' \) v
. | |



® OBOR meningkatkan persaingan
atas dukungan pembangunan
dan konektivitas di Indo-Pasifik,
yang mempercepat persaingan
keamanan dan maritim yang lebih
besar di kawasan yang sudah cukup
kompleks, khususnya antara RRT dan
Dialog Keamanan Kuadrilateral.

(%7)-. Anwara
A V.
ALl 7
1 \
. \\ A
— - \ - P ‘s
[ " Kyaukpyu "// /
y A, 4 Kyaukpy { 74
y < <4
£8 \ a
y Teluk - X\
T, ( . A
g Dengoala "\ X
& N
{ :\ \
¥ \ \
| 0 \ \
| 7} N gxRaong |
h f () Q) | Koh Kong , y.
2 ! a /  Preah Slhanouk' -
i L) £
\\ y * OBOR akan terus I g8 \\'
\. $ ‘P*\ meningkatkan > \ N | /
A (/" ," RI NKA ketegangan geostrategis re TH/ AND U
N— ( - LANKA dan postur militer oleh S V] B o
Kolombo aktor regional. Misalnya, ‘7@4 A BRUNEI
O RRT mungkin akan - %, N \ Muara —>
\ e makin ikut campur ~ 2 ] =
gananiowa tangan dalam urusan A Y o \{VI AL S
keamanan Samudra Y ‘\ [~ 2 //‘
: Hindia, seperti yang \\ ORebika [ & L 4
Feydhoo Finolhu telah dilakukan di ~ ) \\ Kuantan //
L ; N -
A DEWA Myanmar. R =N L '
MAILADEWA < 7\ \Sw\\’;w\/ //'_\—\\‘
\"" \\ \\‘.: ’;
Y >l \
= \ p o |
Kepemilikan pelabuhan laut Tiongkok di Laut Cina Selatan A ‘\ 0 ‘IES\D
dan kawasan Samudra Hindia sejak Oktober 2013 oY S\
1 \\\ ¥ K l(“\ |( ——
Tahun Kawasan Negara tuan rumah Pelabuhan Periode sewa Y | P L0
Y )
2015 Samudra Hindia Pakistan Gwadar 40 tahun \\\ ,'
C A\ |
2015 Samudra Hindia Myanmar Kyaukpyu 50 tahun SN\ s
Al
2015 Laut Cina Selatan Malaysia Kuantan 60 tahun ot =
2016 Samudra Hindia Jibuti Obock 10 tahun Kontrol Tlongk0k menurut Jenis -
@ Kepenmilikan pelabuhan
2016 Laut Cina Selatan Malaysia Melaka 99 tahun . :
O Investasi dan konstruksi pelabuhan
2017 Samudra Hindia Sri Lanka Hambantota 99 tahun ; ‘- Kawasan ekonomi khusus/kawasan
industri sisi pelabuhan
2017 Laut Cina Selatan Brunei Muara 60 tahun
Sumber: Laporan “The 21st Century Maritime Silk Road”
2017 Samudra Hindia Maladewa Feydhoo Finolhu 50 tahun 2018, Stockholm International Peace Research Institute

Catatan: Masalah transparansi membuat data tentang tahun perjanjian dan periode sewa mungkin tidak akurat.
Sumber: Data disusun oleh Richard Ghiasy, Fei Su, dan Lora Saalman untuk Stockholm International Peace Research Institute.

ILUSTRASI FORUM

IPD FORUM 17



European Compmiggion

OMmission €uropéenne

Sambungan dari balaman 15

berdasarkan klaimnya bahwa sistem tersebut telah
berkembang lebih baik selama pandemi COVID-19
dalam hal hasil kesehatan masyarakat dan pemulihan
ekonomi. Skema OBOR RRT; sembari meningkatkan
jejak strategis Tiongkok secara global, telah mendorong
banyak negara miskin ke dalam struktur utang yang tidak
berkelanjutan dan membatasi pilihan kedaulatan mereka
dengan tidak adanya alternatif pembiayaan yang lebih
baik, terlepas dari banyaknya masalah dengan proyek
OBOR. Untuk memaksakan konsep PK'T" tentang “perang
tak terbatas,” RRT merebut real estat, mengeksploitasi
sumber daya mineral penting negara tuan rumah seperti
mineral tanah jarang, mendirikan pangkalan penggunaan
ganda di seluruh dunia untuk tujuan militer potensial,
dan memanipulasi sistem keuangan global. PKT juga
makin yakin bahwa negara-negara demokrasi tidak akan

United Kingdom 2021

Para pemimpin negara yang berpikiran sama menghadiri
pertemuan menteri luar negeri Kelompok Tujuh di Liverpool,
Britania Raya, pada Desember 2021. reuters

Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen, kiri, dan
Komisioner Eropa untuk Kemitraan Internasional Jutta Urpilainen
membahas program investasi infrastruktur Global Gateway senilai
5.098,76 triliun rupiah (340 miliar dolar A.S.) di Brussels pada
Desember 2021. Rreuters

dapat bersatu dalam banyak masalah karena mereka
sering memiliki pandangan dan kelompok berbeda yang
mudah dieksploitasi. Tantangan Tiongkok telah menjadi
cukup besar untuk tanggapan kolektif oleh negara-negara
demokrasi yang berpikiran sama.

Tanggapan Multinasional dan Multidimensi
Indo-Pasifik adalah pusat ekonomi, perdagangan, dan
populasi masa depan, dengan pasar terbesar, beberapa
SLOC tersibuk, dan potensi sumber daya alam yang
sangat besar. Semua kekuatan dunia tampaknya bergerak
menuju kawasan ini, yang juga memiliki beberapa pusat
ketegangan paling berbahaya, seperti Semenanjung
Korea, Laut Cina Selatan dan Timur, serta Taiwan. Ini
juga merupakan tempat pengaruh Tiongkok mendekati
maksimum. Untuk menghadapi tantangan Tiongkok,
mitra regional bersama dengan negara-negara demokrasi
yang berpikiran sama perlu menyinergikan tindakan
mereka, karena Xi mencoba memaksa sembilan garis
putus-putus pada anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara (ASEAN) dan PK'T menjadi makin berani
untuk mengubah keseimbangan global. Tidak banyak
yang dapat dilakukan P.B.B. untuk mencegah RRT,
mengingat kekuatan vetonya sebagai anggota tetap
Dewan Keamanan P.B.B. dan pengaruhnya yang makin
besar di organisasi P.B.B. lainnya. Organisasi multilateral
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berbasis isu lainnya perlu menangani segmen ancaman
multidimensi PK'T, termasuk elemen perang kinetik dan
nonkinetik.

Memperluas Kemitraan Keamanan

"Terlepas dari ancaman Tiongkok, konfrontasi militer
langsung merupakan larangan bagi semua pihak akibat
biaya, mengingat potensi destruktif yang dimiliki oleh
kekuatan besar dunia. Alhasil, pengelompokan bilateral
dan multilateral memiliki signifikansi yang lebih besar
lagi, di antaranya: Dialog Keamanan Kuadrilateral, atau
Quad, yang mencakup Australia, India, Jepang, dan A.S;
aliansi keamanan baru Australia, Britania Raya, dan A.S.,
yang dikenal sebagai AUKUS; aliansi badan intelijen dari
Australia, Kanada, Selandia Baru, Britania Raya, dan A.S.
Five Eyes (FVEY); dan NATO.

Menanggulangi ancaman maritim Tiongkok
memerlukan tindakan kolektif oleh negara-negara
demokrasi yang berpikiran sama, mitra strategis, dan
sekutu untuk menciptakan pendekatan multifront yang
dapat mengancam SLOC RRT di berbagai titik sempit
dan menarik Angkatan Laut Tentara Pembebasan
Rakyat (People's Liberation Army Navy - PLAN) sejauh
mungkin dari pesisir timur Tiongkok. Hal itu akan
membuat PLAN kewalahan karena berusaha melindungi
SLOC, sehingga menciptakan kerentanan di sepanjang
jaringan fasilitas militer dan komersial Tiongkok di
seluruh Asia Tenggara, yang dapat diblokade.

Perdana Menteri India Narendra Modi berpartisipasi dalam
KTT Pemimpin Dialog Keamanan Kuadrilateral dengan
Australia, Jepang, dan Amerika Serikat di Gedung Putih di
Washington, D.C., pada September 2021. reuters

Pernyataan Quad pada Maret 2021 yang menyerukan
Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif, dan sehat
“dilandast oleh cita-cita demokrasi dan tidak dibatasi oleh
paksaan” memberikan tantangan fundamental bagi PK'T
terhadap impiannya akan kawasan yang berpusat pada
Tiongkok. Disorotnya kebebasan navigasi dan penerbangan
lintas oleh Quad bukan tidak disadari — PK'T" sepenuhnya
menyadari bahwa pihaknya disebut sebagai ancaman
terhadap Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka.

Meski merupakan pengelompokan nonmiliter, Quad
memiliki tantangan keamanan bersama untuk ditangani,
termasuk di bidang siber, ruang angkasa, teknologi
kritis, kontraterorisme, infrastruktur, dan keamanan
kesehatan. Anggota Quad, misalnya, berkolaborasi untuk
menyediakan 1 miliar vaksin COVID-19 di seluruh dunia.

Lokasi India membuatnya sangat penting bagi
tanggapan global terhadap tantangan RRT; di darat
dan di ranah maritim. India berada dalam kebuntuan
yang telah berlangsung lama dengan Tiongkok atas
perbatasan bersama dan juga mendominasi segmen yang
paling rentan dari SLOC Tiongkok di Samudra Hindia.
Pembangunan kapasitas militer India sangat penting bagi
tanggapan yang kuat terhadap Tiongkok di semua ranah;
oleh karena itu, mitra strategis perlu berkolaborasi dalam
mengembangkan kapasitas militer India.

Melalui AUKUS, Australia pada akhirnya akan
mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir, yang akan
membantu menumpulkan ekspansionisme Tiongkok di
Indo-Pasifik. Demikian pula, upaya oleh A.S. dan anggota
Quad Plus lainnya untuk berkolaborasi dengan pemangku
kepentingan global, termasuk anggota ASEAN yang
menghadapi pemaksaan Tiongkok, merupakan sebuah
langkah positif. Beijing tidak mungkin melewatkan
pesannya: Interoperabilitas militer di antara negara-
negara yang berpikiran sama akan terbukti sebagai
penangkalan yang kuat seandainya agresi Tiongkok
melewati ambang batas toleransi global.

Ada juga kebutuhan untuk membangun rantai pasokan
alternatif dan ekosistem perdagangan dan teknologi
yang independen dari Tiongkok, seperti inisiatif yang
diluncurkan oleh Quad. Ini dapat dilengkapi oleh
kemitraan ekonomi seperti Build Back Better World yang
melibatkan Grup Tujuh negara industri dan upaya kerja
sama lainnya untuk melawan skema obor Tiongkok, seperti
Blue Dot Network yang didirikan oleh Australia, Jepang,
dan A.S., serta program Global Gateway Uni Eropa, senilai
5.098,76 triliun rupiah (340 miliar dolar A.S).

Siber, ruang angkasa, kecerdasan buatan, senjata
hipersonik, teknologi kuantum, kapabilitas bawah laut,
ancaman biologis, dan ekspansi nuklir membutuhkan
tanggapan global yang terkoordinasi, dengan
pengembangan dan berbagi teknologi. Quad berpotensi
menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk menolak
petualangan Tiongkok. Sementara itu, memperluas Quad
Plus dengan struktur yang diformalkan akan sangat
penting untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan
oleh Tiongkok yang agresif. O
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Perspektif Jepang terkait cara menerapkan strategi Indo-Pasifik

NOBUKATSU KANEHARA/UNIVERSITAS DOSHISHA
FOTO DARI THE ASSOCIATED PRESS

ini, tatanan internasional liberal di Indo-

Pasifik muncul untuk pertama kalinya dalam

sejarah modern. Sebagian besar orang

di kawasan ini datang melalui jalur yang

berbeda dari yang diikuti oleh sebagian besar
orang Barat dan Jepang. Banyak negara Indo-Pasifik
yang dijajah, dan rakyatnya mendapat diskriminasi
rasial. Setelah Perang Dunia II, negara-negara ini
dengan bangga mendeklarasikan kemerdekaan, tetapi
beberapa negara harus berjuang untuk kebebasan
mereka dan mengalami banyak korban jiwa. Segera
setelah mencapai kemerdekaan, mereka tidak selalu
menghargai gaya demokrasi Barat karena kekuatan
kolonial kebanyakan merupakan negara demokrasi,
dengan pengecualian Rusia, yang berubah menjadi
kediktatoran komunis. Negara dan wilayah yang
merdeka tersebut mengeksplorasi berbagai jenis
kediktatoran, termasuk ragam komunis yang dicoba
di Vietnam; kediktatoran militer yang dicoba oleh
Indonesia, Myanmar, Korea Selatan, dan Taiwan;
dan kediktatoran populis yang dicoba di Filipina.
Meskipun rezimnya menindas, beberapa negara
mencapai pembangunan ekonomi yang spektakuler.
Pada tahun 1980-an, tepat sebelum berakhirnya
Perang Dingin, beberapa negara Indo-Pasifik
ini beralih satu per satu menjadi demokrasi dan
sekarang menjadi anggota klub kebebasan yang
membanggakan.

Kawasan ini mencakup 60% penduduk dunia

dan akan segera menyumbang 60% dari produk
domestik bruto (PDB) global. Ini adalah kebutuhan
yang tak terelakkan dan historis. Revolusi Industri
yang dimulai di Inggris telah mengubah dunia
selamanya. Pertanda perubahan ekonomi ini sekarang
disebut demokrasi industri maju. Kini, gelombang
industrialisasi telah sampai di benua Asia. Tiongkok
dan India, mengingat ukuran dan kekuatan mereka,
memberikan pengaruh pada politik dunia dan
ekonomi dunia. Tiongkok, yang paling diuntungkan
oleh sistem internasional yang terbuka dan liberal,
menjadi ekonomi terbesar kedua di Bumi. Sayangnya,
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sekarang berdiri

sebagai penantang tatanan internasional liberal dan
ingin mengukir kekuasaannya sendiri. Partai Komunis
Tiongkok (PK'T) tampaknya bertekad untuk tetap
berpegang teguh pada kediktatoran dan menguasai
Indo-Pasifik.

Barat menghadapi tantangan PK'T. Kawasan
tersebut mendekati momen penting yang akan
menentukan apakah Barat memperluas tatanan
liberalnya di Indo-Pasifik atau menyerahkan seluruh
Indo-Pasifik kepada dominasi Tiongkok.

Fumio Kishida, perdana menteri Jepang, menghadiri konferensi pers
di Tokyo pada Oktober 2021 sebelum berbicara dengan Presiden
A.S., Joe Biden, tentang penguatan aliansi keamanan negara dan
kerja sama keamanan regional.

Bagaimana RRT Muncul

Setelah Jepang dikalahkan dalam Perang Pasifik pada
1945, Amerika Serikat membatasi kerja samanya
dengan Kuomintang yang saat itu korup, yang

juga dikenal sebagai Partai Nasionalis Tiongkok.
Joseph Stalin, diktator komunis Uni Soviet, dengan
cepat meningkatkan bantuan kepada Mao Zedong,
pemimpin PK'T; untuk menaklukkan Tiongkok.
Momen indah yang singkat antara Uni Soviet dan
Tiongkok dimulai. Mao mendirikan RRT pada tahun
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Dalam Transisi

Sumber: Government Geolnquiries, Esri | Maps.com, Natural Earth, CIA World
Factbook, CIA, Freedom House, National Constitution Center (per 2018)

1949. RRT lahir dari peperangan partai untuk revolusi
komunis. Martabat manusia, hati nurani, kebebasan,
dan agama semuanya ditolak demi revolusi.

Upaya Mao untuk mengubah ekonomi Tiongkok
dari agraris menjadi industri pada tahun 1950-
an melalui rencana Lompatan Jauh ke Depannya
gagal secara dramatis, karena puluhan juta orang
mati kelaparan. Mao dikritik oleh beberapa
pemimpin partai karena ketidakmampuannya dalam
memimpin selama Lompatan Besar ke Depan.
Untuk memperkuat posisinya dan menyingkirkan
saingan, Mao kemudian memulai Revolusi
Kebudayaan. Gerakan ini menghasut anak-anak
muda yang dikenal sebagai Pengawal Merah untuk
menyingkirkan saingan potensial dan gagasan apa
pun yang bertentangan dengan gagasan Mao dalam
mengendalikan PKT. Dari kekacauan tersebut, Mao
mempertahankan kendali dan praktis mengubah
pemerintahannya menjadi kultus pribadi.

Setelah kematian Stalin pada 1953, Nikita
Khrushchev menjadi pemimpin Uni Soviet dan
memulai perbaikan hubungan dengan Barat. Mao
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yang didorong oleh kekuasaan mulai menjauh dari
Rusia. Pada tahun 1969, Mao memulai bentrokan
militer di Pulau Damansky di Sungai Ussuri di
perbatasan Rusia-Tiongkok di Siberia, yang pada
akhirnya membuat Tiongkok mengendalikan wilayah
tersebut. Akan tetapi, tentara Soviet mengusir

upaya Mao untuk masuk lebih jauh ke Rusia.

Mao yang melemah mencoba memulai hubungan
dengan Jepang dan A.S., dan bagi A.S. merupakan
keuntungan strategis bersih untuk memisahkan RRT
dari Soviet.

Setelah Mao meninggal pada 1976, penerusnya
Deng Xiaoping berusaha untuk menyeimbangkan
penjaga komunis lama dengan reformis. Deng
membuka Tiongkok bagi investasi dan teknologi
asing serta menerapkan reformasi ekonomi. Setelah
menormalisasi hubungan dengan Tiongkok, Jepang
memberikan bantuan pembangunan yang hari ini
nilainya setara dengan beberapa triliun yen.

Berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989
membawa runtuhnya rezim komunis di seluruh Eropa
Timur, Kaukasus, dan Asia Tengah. Kemenangan
kebebasan dirayakan di seluruh dunia, dan suasana
liberal menyebar dengan cepat. Perkembangan
tersebut membuat pimpinan PK'T ketakutan.
Menanggapi hal tersebut, Deng meninggalkan
demokrasi, meninggalkan reformis Hu Yaobang, yang
telah menjadi tangan kanannya. Peristiwa tersebut
membantu memicu unjuk rasa Lapangan Tiananmen
1989 yang dilakukan oleh mahasiswa yang
menyerukan kebebasan dan pembantaian warga sipil



yang terjadi setelahnya oleh PLA di Beijing. Akan
tetapi, Deng terus menerima uang dan teknologi
asing, dan Jepang terus memberikan dukungan
setelah pembantaian tersebut, percaya bahwa Deng
adalah satu-satunya harapan untuk reformasi dan
bahwa Barat tidak boleh mendorong Tiongkok
kembali ke isolasionisme ekstrem era Mao. Pada
akhirnya, Tiongkok terus condong ke arah Barat.
RRT memanfaatkan sistem terbuka Barat dan
telah muncul sebagai ekonomi yang sukses pada abad
ke-21. Banyak yang percaya bahwa Tiongkok akan
menjadi seperti Barat suatu hari nanti. Harapan itu
dikhianati dengan pahit. Kepemimpinan PKT takut
kehilangan kekuasaan melalui infiltrasi liberalisme
Barat. Ketakutan PK'T hanya semakin menguat ketika
ideologi komunis mulai memudar sebagai hasil dari
reformasi Deng dan pembangunan ekonomi negara.
Kepemimpinan membutuhkan legitimasi baru.

Mobil yang membawa Yoshihide Suga, perdana menteri
Jepang saat itu, tiba di Gedung Putih di Washington, D.C.,
pada April 2021 untuk pertemuan Suga dengan Presiden A.S.
Joe Biden dan Wakil Presiden A.S. Kamala Harris.

Legitimasi yang Korup dan Dipaksakan
Untuk menciptakan legitimasi yang diharapkan, PK'T
membuat legenda kejayaan partai yang membangun
Tiongkok saat ini. Partai ini menggunakan sejarah
yang selektif untuk menekankan narasi tersebut.
Partai ini mengutip peristiwa-peristiwa seperti
Perang Opium, Insiden Panah, Perang Sino-

Prancis atas Indochina, Perang Sino-Jepang atas
Korea, Pemberontakan Boxer dan pemberontakan
berikutnya di Beijing, Rusia merebut sebagian

besar Siberia, Insiden Mukden oleh Jepang, Perang
Sino-Jepang Kedua dan perang saudara dengan
nasionalis Tiongkok, Chiang Kai-shek. PK'T" berusaha
membangkitkan emosi rakyat Tiongkok dengan
memutar narasi historisnya sebagai kisah penghinaan
oleh kekuatan asing. Hal ini juga memicu rasa
revanchisme di kalangan rakyat.

Legenda tersebut juga digunakan untuk
mengobarkan api nasionalisme. PK'T' membangun
kejayaan 5.000 tahun peradaban Han ke dalam
narasinya. Kisah ini tidak dapat bertahan dari
pengawasan akademis, tetapi merupakan perangkat
kontrol pemikiran politik yang diperlukan untuk
kepemimpinan PK'T. Hal ini juga mengabaikan fakta
bahwa PK'T mewarisi dinasti Qing dan bukannya
dinasti Han. Banyak kelompok etnis utara, seperti
Mongol, Tibet, dan Uyghur, adalah anggota utama
di dinasti Qing. Saat ini, populasi etnis minoritas
Tiongkok melebihi 100 juta, dan mereka tidak berbagi
nasionalisme Han. Untuk melawan kenyataan ini,
PKT telah memulai asimilasi paksa dan kejam mereka.

Kombinasi rasa historis revanchisme dan
nasionalisme yang menggunung mendorong
ekspansionisme PK'T, khususnya, ekspansionisme
maritimnya. PK'T percaya pihaknya harus
mengembangkan daerah maritim yang luas
untuk mempertahankan jantung Tiongkok. PK'T
terus memiliterisasi pulau-pulau dan beting di
Laut Cina Selatan, sebagian besar menggunakan
penjaga pantainya untuk merebut dan menguasai
wilayah. Sejak 2012, Tiongkok juga telah berupaya
menggertak Jepang, sekutu utama A.S. di kawasan
tersebut, atas Kepulauan Senkaku yang dikuasai
Jepang di Laut Cina Timur.

Sekretaris Jenderal PKT, Xi Jinping,
menambahkan agresi baru pada ekspansionisme
Tiongkok. Xi termasuk dalam generasi Pengawal
Merah Maois yang ekstrem dan tidak memiliki
nilai-nilai Barat. Bahkan, di bawah Xi, orang-orang
Tiongkok dilarang membahas nilai-nilai universal,
seperti kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia,
yang diperjuangkan di masyarakat Barat. Dengan
memperpanjang masa jabatannya melebihi tahun
2022, Xi berusaha menjadi despot seperti Mao. Dan
kemenangannya dalam mengalahkan Mao bisa berupa
invasi ke Taiwan.

Menyatukan Barat dan Negara-Negara
yang Berpemikiran Sama

Tidak ada negara selain A.S. yang mampu
menghadapi Tiongkok sendirian. Tiongkok
kemungkinan akan menjadi ekonomi terbesar di
dunia pada sekitar tahun 2030. Namun, Tiongkok
tidak akan lebih besar daripada Barat jika negara-
negara tersebut bersatu dan, utamanya, jika mereka
bergabung dengan Australia, India, Selandia Baru,
dan negara-negara Asia Tenggara dalam sebuah klub
kebebasan dan demokrasi. Jumlah penduduk RRT
telah stagnan dan menurun, yang berarti bahwa Barat
yang bersatu yang bersekutu dengan negara-negara
yang berpikiran sama masih dapat melibatkan RRT
dari posisi yang kuat. Cara menyelaraskan kembali
Barat adalah isu strategis utama pertama yang harus
ditangani.
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Perdana Menteri Jepang saat itu, Shinzo Abe,
pertama kali meluncurkan strategi Indo-Pasifik yang
Bebas dan Terbuka pada tahun 2016. Strategi tersebut
mengusulkan agar negara-negara Indo-Pasifik,
yang banyak di antaranya adalah negara demokrasi
industri atau setidaknya pendukung pasar bebas,
harus diselaraskan kembali sehingga kawasan yang
berkembang tersebut menjadi bagian utama dari
tatanan internasional liberal. Aliansi kunci dalam
menerapkan strategi ini adalah di antara Australia,
Jepang, Korea Selatan, dan A.S.

Akan tetapi, India adalah elemen terpenting untuk
mengamankan strategi Indo-Pasifik yang sukses. India
akan segera melampaui Tiongkok sebagai negara
terpadat di dunia, dengan usia rata-rata 10 tahun lebih
muda daripada Tiongkok. Sementara itu, ekonomi
India akan melampaui Jepang dalam 15 hingga 20
tahun. India tidak melupakan invasi RRT ke Tibet
pada 1950 dan tetap kecewa dengan hubungan dekat
RRT dengan Pakistan. Sekarang setelah Tiongkok
berdiri melawan Barat, India, meskipun setia pada
diplomasi non-blok, secara bertahap menggeser
posisinya ke arah Barat dan negara-negara seperti
Jepang dan A.S., yang memiliki nilai-nilai sama
dengannya. Kerangka strategis Barat di masa depan
dengan India tidak hanya didasarkan pada kepentingan
strategis tetapi juga pada nilai-nilai universal.

Perdana Menteri India Narendra Modi, tengah, berbicara
selama KTT Asia Timur Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara virtual pada Oktober 2021.
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Ketika ancaman yang ditimbulkan oleh RRT
terhadap tatanan internasional liberal menjadi lebih
jelas, pengelompokan baru dan yang diperluas dari
negara-negara yang berpikiran sama mulai terbentuk.
Misalnya, Dialog Keamanan Kuadrilateral, atau
Quad, harus tumbuh melampaui anggotanya saat
ini, yakni Australia, India, Jepang, dan A.S. Upaya
tersebut harus dimulai dengan Eropa, yang memiliki
nilai-nilai yang sama dan menggunakan kekuatan
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militer dan ekonomi yang signifikan. Pakta keamanan
trilateral baru antara Australia, Britania Raya, dan
A.S., yang dikenal sebagai AUKUS, akan menjadi
kontribusi berharga bagi pertahanan regional.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
(ASEAN) yang memiliki 10 anggota mewakili
kekuatan regional yang cukup besar dan berkembang
yang harus mendapatkan perhatian lebih dari Barat.
Dengan populasi sekitar setengah dari Tiongkok,
negara-negara anggota ASEAN mencari kemitraan
perdagangan bebas, meskipun kepentingan strategis
mereka bervariasi, seperti halnya persepsi ancaman
mereka. Negara-negara tersebut tidak ingin terlibat
dalam konflik yang melibatkan kekuatan yang
lebih besar. Pada saat yang sama, mereka mulai
mewaspadai ambisi Tiongkok untuk menjadikan
mereka sebagai negara pembayar upeti. Seperti
Jepang, Indonesia dan Filipina tidak pernah menjadi
negara pembayar upeti Tiongkok. Vietnam, yang
melepaskan diri dari kendali Tiongkok pada abad
ke-10, memiliki kewaspadaan yang kuat pada negara
tetangganya yang besar. Singapura dan Thailand
memiliki kedekatan sejarah dengan Tiongkok, tetapi
mereka merupakan sekutu atau mitra Barat. ASEAN
telah mengembangkan diplomasi multilateral yang
luar biasa dengan negara-negara Barat selama
bertahun-tahun, dan banyak dari anggotanya kini
bangga dengan demokrasi. Untuk alasan ini, Barat
harus terlibat dengan negara-negara ASEAN.

Mencegah Kontingensi Taiwan

Tantangan terbesar Indo-Pasifik pada abad ke-21
adalah potensi invasi Tiongkok ke Taiwan. Xi dapat
berusaha untuk melampaui warisan Mao dengan
mewujudkan mimpi Mao yang belum tercapai untuk
menganeksasi Taiwan. Pulau berpemerintahan
mandiri dengan penduduk 23 juta jiwa ini bangga
akan pencapaian ekonomi dan demokrasinya. Industri
semikonduktornya, misalnya, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari rantai pasokan global. Taiwan
terlalu berharga untuk kalah dari diktator komunis
yang tidak peduli dengan kebebasan rakyat Taiwan
atau identitas khas pulau ini.

Status Barat sebagai pemimpin global
dipertaruhkan: Jika Taiwan kalah, dunia mungkin
memandang Barat telah menyerahkan seluruh Indo-
Pasifik kepada kediktatoran Tiongkok.

"Taiwan bukanlah pulau yang mudah untuk
diserbu. Taiwan merupakan kelanjutan dari
kepulauan vulkanik Jepang di sebelah Kepulauan
Okinawa. Pegunungan setinggi 4.000 meter
menjulang di sisi timur Taiwan. Ini adalah pulau
berbatu dengan tempat terbatas untuk serangan
amfibi. PK'T tidak akan segera meluncurkan
serangan militer skala penuh. Pertama, PKT akan
terlibat dalam aktivitas zona abu-abu. Beijing
juga akan menyatakan bahwa intervensi asing apa



pun akan melanggar kepentingan inti PKT dan Tindakan yang Harus Diambil

mencampuri urusan dalam negeri RRT. PKT juga di Masa Depan
akan mengecam penggunaan kekuatan terhadapnya Masih banyak penelitian dan upaya berat yang harus
dan menyatakan bahwa keselamatan warga negara dilakukan untuk secara efektif mencegah Tiongkok
dari negara musuh di Tiongkok tidak dapat dijamin menginvasi Taiwan. Terdapat banyak kekhawatiran
karena kemarahan rakyat Tiongkok. untuk diatasi. Kekhawatiran berikut adalah yang
Invasi ke Taiwan tidak mungkin terjadi dalam paling mendasar.
beberapa tahun mendatang. Namun pada tahun 2027, Pertama, Aliansi A.S.-Jepang untuk pertama
ketika masa jabatan ketiga Xi berakhir, kemampuan kalinya menghadapi ancaman besar Tiongkok atas
militer Tiongkok diproyeksikan sedemikian rupa Taiwan. Tiongkok jauh lebih kuat dari sebelumnya,
sehingga PK'T" dapat lebih berhasil mencegah intervensi  mencapai ukuran ekonomi A.S. dan membangun
oleh A.S. atau pasukan lain yang datang untuk kekuatan militer besar-besaran. Anggaran pertahanan
membantu pulau tersebut. Banyak ahli sepakat bahwa Jepang harus ditingkatkan secara drastis di atas 2%

pada saat itu, invasi akan menjadi masalah kapan itu akan ~ dari PDB.
terjadi, bukan apakah hal itu akan terjadi.

Jepang akan segera terlibat dalam krisis tersebut
karena beberapa alasan. Pertama, Tiongkok mengeklaim
Kepulauan Senkaku sebagai bagian dari Taiwan.

Kedua, Pulau Yonaguni Jepang dan sebagian wilayah
Kepulauan Sakishima berjarak 110 kilometer dari
"Taiwan dan kemungkinan berada dalam zona perang.
Selain itu, PK'T dapat berupaya untuk menghapuskan
pangkalan Pasukan Bela Diri Jepang di daerah tersebut.
Ketiga, PK'T juga dapat berupaya untuk menghapuskan
pangkalan A.S. di Jepang yang akan digunakan untuk
operasi untuk membantu Taiwan.

Kepemimpinan Jepang telah berulang kali
mengatakan bahwa perdamaian dan stabilitas sangat
penting bagi keamanan Jepang. Dalam deklarasi
bersama tahun 2021 antara Perdana Menteri Jepang,
Yoshihide Suga dan Presiden A.S., Joe Biden,
muncul pernyataan yang sama. Ini persis seperti apa

3 Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kiri, dan Presiden A.S. Joe
yang telah dikatakan Jepang dengan A.S. sebelum Biden menyapa dengan kepalan tangan di markas besar NATO di
normalisasi Jepang-Tiongkok dan A.S.-Tiongkok. Belgia pada Maret 2022.

Perjanjian Aliansi A.S.-Jepang tidak hanya berisi Pasal
5 yang menetapkan kewajiban pertahanan bersama
Jepang tetapi juga Pasal 6 yang menetapkan bahwa Kedua, garis komando Aliansi A.S.-Jepang tidak
pasukan A.S. dapat menggunakan pangkalan di Jepang  terpadu, seperti di Korea Selatan atau NATO.

untuk perdamaian dan stabilitas wilayah yang disebut ~ Sebuah rencana operasional berbasis skenario terkait

Timur Jauh. kontingensi Taiwan diperlukan, dan peran serta misi
Timur Jauh dalam konteks ini berarti Semenanjung  baru dari kedua pasukan harus ditentukan.
Korea, Filipina, dan Taiwan, yang dibiarkan dalam Ketiga, dialog strategis diperlukan antara Australia,

kekosongan kekuasaan ketika Jepang dikalahkan dalam  Jepang, Taiwan, dan A.S. Britania Raya, sebagai
Perang Pasifik. A.S. ingin melindungi mereka dengan anggota AUKUS, akan menjadi mitra yang baik.
menggunakan pangkalan di Jepang, dan Jepang berpikir ~ Prancis juga akan menjadi mitra yang baik, mengingat

bahwa daerah sekitar Jepang tidak boleh dibiarkan Prancis adalah negara Pasifik. Korea Selatan harus
tanpa perlindungan dalam menghadapi pasukan merah  dilibatkan jika kemauan politik dapat dihimpun.
besar-besaran Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia yang Keempat, kemampuan operasi terpadu Jepang
besar. Ini adalah pengaturan keamanan regional yang harus diperkuat. Komando terpadu Pasukan Bela Diri
dimasukkan dalam pengaturan keamanan Jepang-A.S baru didirikan pada tahun 2006, dan jabatan kepala
sejak awal. staf Pasukan Bela Diri Darat dibuat baru-baru ini
Segera setelah Perdana Menteri Jepang, Fumio pada tahun 2018. Mereka harus dibuat lebih kuat
Kishida, menjabat pada awal Oktober 2021 setelah sebagai lembaga.
Suga mundur pada 3 September, ia juga bertemu Kelima, Jepang baru-baru ini membentuk brigade
dengan Presiden Biden guna menegaskan komitmen mirip Korps Marinir dalam Pasukan Bela Diri Darat.
Jepang untuk memperkuat aliansi keamanan kedua Brigade ini harus segera dimasukkan dalam rencana
negara dan bekerja sama dalam keamanan regional. terpadu. O
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Tersangka yang
Tidak Biasa

ANCAMAN NONTRADISIONAL MENANTANG KEAMANAN INDO-PASIFIK
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andemi yang memasuki tahun ketiga ini telah
menggeser pandangan para praktisi pertahanan Indo-
Pasifik. Ancaman keamanan tidak selalu berbentuk
pasukan musuh, bom atau rudal. Mereka terkadang tidak
terlihat, sering terjadi secara alami, dan dapat menjadi
hasil dari aktor jahat yang mengambil keuntungan dari
lanskap yang kacau.

Para ahli sepakat bahwa baik ancaman datang dari
peretas yang memanfaatkan populasi yang bergantung
pada internet atau organisasi ekstremis kekerasan yang
merekrut orang yang tidak puas dengan pandemi,
ancaman nontradisional bersifat nasional dan regional dan
harus dilawan dengan kecanggihan dan tekad.

Penulis laporan Maret 2021 oleh CNA, sebuah
organisasi penelitian nirlaba, mengatakan konsekuensi
keamanan yang disebabkan oleh pandemi sangat luas dan
“hampir tidak ada bagian kehidupan yang tidak tersentuh
oleh virus.”

“Perspektif historis yang diperoleh dari waktu ke
waktu akan menilai kemanjuran respons global terhadap
virus mematikan ini,” ungkap mereka. “Namun, yang
sudah jelas adalah bahwa pandemi COVID-19 telah
menyoroti kompleksitas menjaga keamanan nasional kita
saat menanggapi krisis kesehatan global.”

ANCAMAN SIBER MELIMPAH

Seperti bagian dunia lainnya, warga Indo-Pasifik
mengalihkan kehidupan, pembelajaran, dan pekerjaan
mereka ke dunia maya selama pandemi, memperumit
lanskap dunia maya yang sudah berisiko. Peningkatan
aktivitas pribadi dan bisnis secara online memperparah
banyak tantangan keamanan siber di kawasan tersebut,
demikian menurut laporan intelijen risiko April 2021 oleh
majalah berita online, The Diplomat.

“Email phishing terus menjadi vektor populer bagi
penjahat siber untuk mencuri informasi dari bisnis,
lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil
besar dan kecil,” demikian yang dilaporkan The Diplomat
pada Agustus 2021. “Bisnis semakin mendigitalkan proses
mereka — sekali lagi, tren pra-pandemi — mulai dari
berbagi dokumen hingga mengakses data pengguna,
karena semakin banyak individu yang terhubung ke
internet global dari tahun ke tahun. Risiko pengawasan
dan privasi terhadap individu baik dari pemerintah
maupun perusahaan juga meningkat sebelum pandemi
COVID-19.”

Kejahatan siber era pandemi menunjukkan bahwa
aktivitas peretas melonjak.

® Kru peretas Korea Utara bernama Lazarus Group
dituduh melakukan pencurian mata uang kripto
terbesar tahun 2020 ketika kelompok ini mencuri
uang virtual senilai 275 juta dolar A.S. dari bursa
KuCoin, demikian yang dilaporkan majalah Forbes
pada Februari 2021.

® Pada Juli 2021, Amerika Serikat dan sekutunya
menuduh Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
melakukan peretasan besar-besaran terhadap
sistem email Microsoft dan serangan ransomware
lainnya. Gedung Putih dan pemerintah di Eropa
dan Indo-Pasifik mengeluarkan pernyataan yang
menuduh Kementerian Keamanan Negara Tiongkok
menggunakan “peretas kontrak kriminal” untuk
melakukan aktivitas yang mengganggu stabilitas di
seluruh dunia.

® Penyebaran COVID-19 membawa gelombang
kejahatan siber ke Singapura dengan pelanggaran data
di badan ketenagakerjaan dan serangan ransomware
besar-besaran di klinik medis khusus, demikian yang
dilaporkan oleh Techwire Asia pada Oktober 2021.
Informasi pribadi pelanggan Fullerton Health dicuri
dan dijual secara online setelah salah satu vendor
perusahaan layanan kesehatan tersebut melaporkan
adanya pelanggaran data. Pelaku memasang data
untuk dijual di forum peretasan, demikian yang
dilaporkan surat kabar The Straits Times. Para peretas
mengeklaim bahwa mereka mencuri data dari 400.000
orang, termasuk rincian polis asuransi mereka.

* Para pejabat meningkatkan peringatan tentang
serangan siber yang didukung Moskow terhadap
bisnis dan infrastruktur penting di seluruh dunia
setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.
“Besarnya kapasitas siber Rusia cukup penting,”
ungkap Presiden A.S., Joe Biden, pada Maret 2022.

Menanggapi ancaman ini, para pemimpin industri

Indo-Pasifik meningkatkan pertahanan siber mereka. MI'T

"Technology Review Insights menyurvei 600 pengambil
keputusan teknologi di Indo-Pasifik dan melaporkan
pada Desember 2020 bahwa lebih dari tiga perempat
organisasi mereka telah melakukan investasi digital untuk
melindungi cara-cara baru dalam menjalankan bisnis.
Enam dari 10 responden mengatakan mereka memiliki
rencana keberlangsungan bisnis jika terjadi intrusi siber.

LAHAN SUBUR BAGI PARA EKSTREMIS
COVID-19 adalah ancaman nontradisional buku teks —
“musuh yang tidak berbentuk, selalu berkembang, dan
tak terlihat yang menyebar tanpa niat, tawar-menawar,
atau tujuan,” demikian menurut kelompok riset CNA.
Dalam laporannya, “Viral Extremism: COVID-19,
Nontraditional Threats and U.S. Counterterrorism,”
peneliti CNA menemukan bahwa ancaman tradisional,
seperti terorisme, dapat berkembang dalam kekacauan
yang diciptakan oleh pandemi.

“COVID meningkatkan ketidakstabilan global. Ini
sungguh benar, mengingat pengalaman COVID yang
berkepanjangan yang disebabkan oleh gelombang varian,”
ungkap Pamela G. Faber, salah satu penulis laporan
kepada FORUM. “Organisasi ekstremis kekerasan dan
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kelompok teroris mengambil keuntungan dari, dan benar-
benar mencoba memperkuat, lingkungan yang tidak stabil
dan kacau. Pandemi ini adalah jenis lingkungan yang tepat
bagi kelompok-kelompok ini untuk berkembang.”

Faber, seorang pakar keamanan dan pembangunan
di wilayah konflik dan pascakonflik, mengatakan
COVID-19 menciptakan ancaman terhadap keamanan
nasional, regional, dan global dengan memperbesar
risiko radikalisasi populasi rentan. “Faktor risiko ini
termasuk konten online yang semakin beracun dan
ekstremis, meningkatnya perasaan ketidakpastian
ekonomi, meningkatnya kemarahan karena kegagalan
pemerintah yang dirasakan, frustrasi yang lebih besar
karena tanggapan pemerintah yang dianggap menindas,
bertambahnya rasa terasing dari teman dan perasaan
kesepian, dan tingkat stres yang lebih tinggi," ujarnya.

Di wilayah Sahel di Afrika, misalnya, ekstremis
mengeksploitasi pandemi dengan meningkatkan serangan
terhadap penjaga perdamaian nasional dan internasional,
demikian menurut laporan Juni 2020 di majalah Modern
Diplomacy. “Kami melihat upaya teroris dan kelompok
lain di kawasan ini yang memanfaatkan pandemi untuk
merusak otoritas negara dan meruntuhkan stabilitas
pemerintah,” ungkap kepala penjaga perdamaian
Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jean-Pierre Lacroix, kepada
Dewan Keamanan P.B.B. pada Mei 2020.

Di Indo-Pasifik, Faber mencatat bahwa kelompok
Negara Islam awalnya mengeklaim virus corona adalah
hukuman bagi Tiongkok atas penganiayaan terhadap
Muslim Uyghur. Akan tetapi, seiring merebaknya virus,
kelompok teroris mulai menggambarkan COVID-19
sebagai hukuman dari Tuhan kepada Barat. Beberapa
kelompok ekstremis juga “menggunakan pandemi untuk
membenarkan serangan terhadap komunitas etnis yang
secara tidak akurat dilabeli sebagai penyebab penyebaran
penyakit, khususnya komunitas Asia,” ungkapnya.

Dengan beberapa negara dan pasukan pertahanan
mereka terbebani oleh pandemi atau bencana alam,
Indo-Pasifik melihat plot terjalin di tengah perselisihan.
“Mereka yang terlibat dalam aktivitas terlarang
mengambil keuntungan dari lingkungan di mana negara-
negara di seluruh kawasan berfokus pada ancaman
kesehatan langsung daripada keamanan,” tulis
J. “Lumpy” Lumbaca, profesor terorisme Indo-Pasifik
dan perang tidak teratur di Daniel K. Inouye Asia-

Pacific Center for Security Studies, dalam laporan April
2020 dengan judul “Coronavirus, Terrorism, and Illicit
Activity in the Indo-Pacific.” Tren tersebut terus berlanjut
sepanjang tahun 2021.

* Tiga warga sipil Filipina tewas pada Desember 2021
ketika terduga pemberontak komunis menyerang
pasukan pemerintah yang membantu evakuasi di
Carmen, Surigao del Sur, menjelang Topan Rai,
demikian yang dilaporkan msn.com. Gub. Alexander
Pimentel mengimbau kepada pemberontak Tentara
Rakyat Baru untuk tidak menyerang selama
persiapan menghadapi badai, yang menewaskan
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lebih dari 400 orang dan membuat lebih dari
135.000 orang kehilangan tempat tinggal.

* Di Korea Utara, penyeberangan perbatasan ke
Tiongkok ditutup akibat pandemi, membuat
para pedagang yang putus asa di Hamgyong
Utara beralih ke perdagangan metamfetamin
untuk bertahan hidup, demikian tulis Lumbaca.
Meskipun perdagangan metamfetamin di Korea
Utara adalah hal yang biasa, dia mengatakan,
produksi lokal meningkat ketika rumor menyebar
bahwa obat tersebut dapat mencegah atau bahkan
menyembuhkan penyakit.

* Aktor negara juga dapat memanfaatkan pandemi
untuk meredam perbedaan pendapat. Di Tiongkok,
pengembang miliarder Ren Zhigiang, yang dikenal
sebagai “Meriam Besar” karena keterusterangannya,
menyamakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis
China, Xi Jinping, dengan “badut” yang haus
kekuasaan dalam sebuah postingan online tahun
2020. Dia mengatakan bahwa pembatasan terhadap
kebebasan berbicara yang dilakukan oleh partai
itu memperburuk pandemi. The Associated Press
melaporkan bahwa Ren menghilang pada Maret
2020, dan pada September 2020, pemerintah
mengumumkan bahwa ia telah dijatuhi hukuman 18
tahun penjara atas tuduhan korupsi. Ren memiliki
37 juta pengikut di Weibo, sebuah situs jejaring
sosial Tiongkok. Banyak pengamat memandang
penuntutan itu sebagai pembalasan. “Ren Zhiqiang
bukan pembangkang radikal, tetapi anggota Partai
Komunis yang setia selama puluhan tahun yang
mendukung reformasi politik,” ungkap Yagiu Wang,
seorang peneliti Tiongkok di Human Rights Watch,
kepada surat kabar The New York Times. “Partai
Komunis tidak memiliki toleransi terhadap segala
jenis kritik terhadap partai, meskipun kritik tersebut
dibuat dengan maksud untuk memperbaiki tata
kelola partai.”

MELAWAN ANCAMAN BARU SEBAGAI MITRA
Dari memerangi kekurangan mikrocip hingga
mendistribusikan vaksin virus corona, mitra Indo-Pasifik
menangani ancaman nontradisional. Para pemimpin
Australia, India, Jepang, dan A.S. — anggota Dialog
Keamanan Kuadrilateral, atau Quad — pada September
2021 sepakat untuk membangun rantai pasokan
semikonduktor yang aman untuk mengatasi kekurangan
yang muncul selama pandemi.

“Mitra Quad akan meluncurkan inisiatif bersama
untuk memetakan kapasitas, mengidentifikasi kerentanan,
dan meningkatkan keamanan rantai pasokan untuk
semikonduktor dan komponen vitalnya,” ungkap
Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. “Inisiatif ini
akan membantu memastikan mitra Quad mendukung
pasar yang beragam dan kompetitif yang menghasilkan
teknologi penting aman yang penting untuk
perekonomian digital secara global.”
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Satu keluarga mencari perlindungan di tempat naungan sementara di Surigao, Flllpma, setelah Topan Rai
pada Desember 2021. Pemberontak bersenjata menyerang pasukan Filipina yang sedang mengevakuasi

penduduk sebelum datangnya badai yang mematikan. arp/GerTy ivacEs

Mikrocip adalah otak di balik kemudahan
modern — mulai dari kalkulator dan komputer hingga
satelit yang mengaktifkan GPS.

Negara-negara Quad juga memainkan peran penting
dalam mendistribusikan vaksin COVID-19. Pada
September 2021, mereka telah mengirimkan hampir 79
juta dosis vaksin ke kawasan Indo-Pasifik dan 1,2 miliar
vaksin ke seluruh dunia, demikian menurut Gedung Putih.

Serum Institute of India, pembuat vaksin
terbesar di dunia, melanjutkan ekspor vaksin virus
corona pada November 2021 tepat ketika varian
omicron yang ditemukan di Afrika Selatan mulai
menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. India telah
menangguhkan ekspor vaksin pada Maret 2021 setelah
lonjakan kasus domestik. “Ini akan sangat membantu
dalam memulihkan kesetaraan pasokan vaksin di
dunia,” ungkap kepala eksekutif Serum Institute, Adar
Poonawalla, di Twitter.

Melalui program pinjaman senilai 49,4 triliun rupiah
(3,3 miliar dolar A.S.), Jepang terus membantu negara-
negara regional untuk mendapatkan vaksin, dan Australia
memberikan hibah senilai 3,1 triliun rupiah (212 juta
dolar A.S.) untuk membeli vaksin untuk kawasan Asia
Tenggara dan Pasifik, demikian menurut Gedung Putih.

Melindungi arus informasi yang bebas juga merupakan
prioritas bagi mitra Indo-Pasifik dalam menghadapi
ancaman nontradisional. Australia, Jepang, dan A.S.
mengumumkan pada Desember 2021 bahwa mereka
akan bersama-sama mendanai pengembangan jaringan
komunikasi 5G di Pasifik Selatan untuk membuat
perlindungan terhadap RRT yang mendapatkan kendali
atas infrastruktur penting di kawasan itu dan berpotensi
mengekspor nilai-nilai otoriternya, demikian yang
dilaporkan kantor berita Jepang, Kyodo News.

Keputusan itu diumumkan segera setelah ketiga
negara tersebut mengatakan akan membantu membangun
jaringan kabel bawah laut untuk meningkatkan
konektivitas internet negara-negara kepulauan Pasifik
seperti Kiribati, Mikronesia, dan Nauru.

MENJAGA FOKUS PADA KONTRATERORISME
Bahkan ketika para mitra berkoalisi untuk menopang
kerentanan dan pertahanan rantai pasokan terhadap
penyakit yang menyebar dengan cepat, Faber, yang
merupakan peneliti CNA memberi pendapat bahwa

para perencana pertahanan harus tetap fokus untuk
menggagalkan para ekstremis yang berkembang

di tengah-tengah bencana. “Upaya untuk melawan
kelompok ekstremis harus mempertimbangkan peristiwa
dan tren yang mendukung mereka,” ungkapnya. “Selama
COVID, kami telah melihat bahwa dampak dari ancaman
nontradisional, seperti pandemi, sangat bermanfaat bagi
kelompok ini. Pandemi hanyalah salah satu jenis ancaman
nontradisional. Ancaman lainnya seperti bencana alam,
cuaca ekstrem, kegagalan rantai pasokan, dan kelangkaan
sumber daya alam. Yang terpenting, pemahaman terhadap
dampak ancaman nontradisional pada ekstremisme secara
historis belum disertakan dalam upaya kontraterorisme
atau kontraekstremisme.”

Dia menambahkan bahwa memperkuat peran
pencegahan — melawan radikalisasi dan ekstremisme
kekerasan — harus menjadi pusat strategi
kontraterorisme, terutama dalam pandemi. Upaya
kontraterorisme A.S., misalnya, “juga harus mengakui
bahwa beberapa negara mitra, terutama negara-negara
yang sebagian besar tidak dapat memenuhi kebutuhan
populasi yang mengalami krisis, akan sangat rentan
terhadap dampak COVID pada ekstremisme.” O
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ndo-Pasifik yang luas berada di garis depan

tantangan iklim kritis yang berkontribusi pada

konflik, ketidakstabilan, dan migrasi paksa.

Perubahan di laut dan samudra, khususnya,
menimbulkan ancaman keamanan yang meningkat.

“Dampak yang diperburuk akibat perubahan iklim
seperti meningkatnya kerawanan pangan dan air,
migrasi dan perpindahan paksa, tanggap bencana,
dan pemulihan yang tidak sesuai dengan harapan, dan
dampak ekonomi yang lebih luas dapat secara serius
mempersulit kerentanan keamanan yang ada ini —
mengikis kapasitas penanggulangan, meningkatkan
keluhan, serta memperburuk ketegangan dan
kerapuhan,” demikian menurut “Climate and Security
in the Indo-Asia Pacific,” laporan yang diterbitkan
pada Juli 2020 oleh Dewan Militer Internasional
tentang Iklim dan Keamanan (IMCCS). “Dampak
perubahan iklim akan berinteraksi dengan lanskap
keamanan regional yang berkembang dan kemungkinan
akan menimbulkan risiko baru yang berpotensi
menghancurkan, yang dapat muncul dengan cara yang
dapat diperkirakan namun sulit diprediksi.”

Penduduk Indo-Pasifik lima kali lebih mungkin
terkena dampak bencana alam daripada individu yang
tinggal di tempat lain, demikian menurut IMCCS,
kelompok pemimpin militer senior, pakar keamanan,
dan lembaga keamanan yang didedikasikan untuk
mengantisipasi, menganalisis, dan mengatasi risiko
keamanan dari perubahan iklim. IMCCS diluncurkan di
Den Haag, Belanda, pada tahun 2019 sebagai tanggapan
atas meningkatnya permintaan dari para profesional
militer untuk berbagi informasi dan praktik terbaik
untuk mengatasi dimensi keamanan dan militer dari
perubahan iklim.

“Dunia berada pada titik balik untuk tindakan iklim
global ... kita telah menyaksikan pergeseran kesadaran
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dan penerimaan yang semakin meningkat terhadap
dimensi keamanan iklim,” demikian menurut “The World
Climate and Security Report 2021” dari IMCCS. Laporan
tersebut menyatakan: “Sekarang saatnya untuk mengubah
kesadaran itu menjadi tindakan, yang didorong oleh rasa
urgensi di antara negara-negara dan aktor penting lainnya
untuk mengatasi risiko keamanan iklim.”

PALAU 2022 ===

L e
Presiden Palau, Surangel Whipps Jr., menyambut para peserta
di Our Ocean Conference di Palau pada April 2022.

DEPARTEMEN LUAR NEGERI A.S.

Pakar militer menyarankan penguatan komunitas
aktor pertahanan dan keamanan yang meneliti bagaimana
perubahan iklim memengaruhi lingkungan keamanan.
Orang-orang ini harus ditugaskan untuk memajukan
cara-cara untuk mengintegrasikan ancaman terkait iklim
ke dalam kebijakan dan perencanaan pertahanan serta
menumbuhkan cara untuk berbagi praktik terbaik dan
memanfaatkan keahlian tentang ketahanan dan bantuan
kemanusiaan dan bantuan bencana, demikian menurut
para pakar iklim.

“Sebagai masalah keamanan nontradisional yang relatif
baru dan dinamis, kolaborasi antara komunitas keamanan
untuk memahami dan mengatasi ancaman keamanan
iklim dapat meningkatkan kesiapsiagaan untuk lingkungan
keamanan yang berubah,” demikian menurut laporan
IMCCS Indo-Asia Pacific.

TIDAK ADA WAKTU UNTUK MENUNGGU

Kelompok-kelompok regional telah lama
memprioritaskan topik mengenai perubahan iklim
dalam diskusi tentang keamanan nasional dan kerja sama
multinasional. Forum Kepulauan Pasifik, misalnya, telah
bekerja untuk mempertahankan suara yang kuat dan
terkoordinasi untuk 18 negara kepulauan Pasifik yang
membentuk forum ini dalam menegosiasikan sumber daya
untuk memerangi perubahan iklim.

“Para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik mengakui
perubahan iklim sebagai satu ancaman terbesar bagi
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kawasan kami,” ungkap Henry Puna, sekretaris jenderal
forum tersebut, pada Konferensi Perubahan Iklim
Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-26, atau COP26, di
Glasgow, Skotlandia, pada November 2021. “Meskipun
ada kemajuan dalam negosiasi, lebih banyak lagi yang
perlu dicapai.”

COP26 berakhir dengan lebih dari 100 pemimpin
dunia berikrar untuk mengakhiri deforestasi pada 2030
guna memperlambat perubahan iklim. Negara-negara
di Indo-Pasifik yang menandatangani ikrar tersebut
adalah Australia, Bhutan, Brunei, Tiongkok, Fiji,
Indonesia, Jepang, Nepal, Selandia Baru, Papua Nugini,
Filipina, Korea Selatan, Sri Lanka, Amerika Serikat, dan
Vietnam. Dalam sebuah pernyataan, para penanda tangan
menyatakan bahwa ikrar mereka sangat penting untuk
memenuhi tujuan Perjanjian Paris, sebuah perjanjian
internasional yang diadopsi oleh 196 negara penanda
tangan pada 2015 untuk membatasi pemanasan global
hingga di bawah 2 derajat Celsius.

Our Ocean Conference pada April 2022 menghasilkan
enam poin rencana tindakan untuk memerangi dampak
buruk pada badan air dunia dan mengumpulkan lebih dari
400 komitmen senilai 244,9 triliun rupiah (16,35 miliar
dolar A.S) dari negara-negara di seluruh dunia untuk
melindungi kesehatan dan keamanan samudra.

“Negara-negara kepulauan berada di garis depan
tantangan ganda samudra dan iklim,” ungkap Presiden
Palau, Surangel Whipps Jr., yang menjadi tuan rumah
bersama dari konferensi tersebut dengan John Kerry,
utusan khusus Presiden A.S., Joe Biden, untuk masalah
iklim. “Dengan menyelenggarakan pertemuan tersebut,
Palau tidak hanya mampu menunjukkan kepada dunia
betapa rentannya kita terhadap krisis ini, tetapi juga
banyak solusi yang tersedia untuk mengatasi masalah saat
ini jika kita memilih untuk menggunakannya.”

Whipps menyebut ancaman yang dihadapi negara-
negara Pasifik itu nyata, mengatakan diperlukan tindakan
terkoordinasi untuk mengubah situasi itu.

“Samudra dan masyarakat pesisir menanggung beban
perubahan iklim,” ungkap Whipps, menantang warga Palau
dan orang-orang di seluruh dunia untuk menjadi bagian
dari solusi. “Hubungan kami dengan samudra bersifat
sangat pribadi. Ini rumah kami. Penyambung kehidupan
kami. Samudralah yang menentukan siapa diri kami.”

John Kerry menekankan komitmen A.S. untuk
menaklukkan perubahan iklim. Samudra merupakan
“pengatur suhu iklim yang hebat,” ujarnya. “Komitmen
ini mengatasi beberapa ancaman terbesar terhadap
samudra di masa kita,” ungkap John Kerry. “Komitmen
ini mengatasi polusi plastik. Komitmen ini mengatasi
penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak
diregulasi. Komitmen ini mengatasi krisis iklim. Bukan
hanya kata-kata, tapi tindakan.”

Sejak tahun 2014, Our Ocean Conference telah
menghasilkan lebih dari 1.800 komitmen senilai sekitar
1,6 kuadriliun rupiah (108 miliar dolar A.S.).

Prakiraan ilmiah menunjukkan bahwa perubahan



iklim hingga tahun 2040 akan berdampak lebih parah
pada negara-negara termasuk Korea Utara dan beberapa
negara berkembang di Asia Selatan dan Tenggara,
demikian menurut Perkiraan Intelijen Nasional Dewan
Intelijen Nasional A.S. Menurut laporan pada Oktober
2021, kerentanan terhadap perubahan iklim juga dapat
menciptakan konflik internal dan meningkatkan risiko
ketidakstabilan di negara-negara berkembang, termasuk
negara-negara pulau kecil di Samudra Pasifik.

“Secara lebih luas, negara-negara berkembang
besar kemungkinan perlu beradaptasi dengan berbagai
tantangan yang akan diperburuk oleh perubahan iklim.
"Tata kelola air yang tidak efektif di negara-negara
berkembang akan meningkatkan kerentanan mereka
terhadap efek iklim, merongrong mata pencaharian, dan
kesehatan. Beberapa negara akan menghadapi penyakit
baru atau lebih intens dan hasil panen yang lebih
rendah dari bahan pokok pertanian mereka yang ada,”
demikian menurut laporan berjudul “Climate Change
and International Responses Increasing Challenges to
US National Security Through 2040 (Perubahan Iklim
dan Tanggapan Internasional Meningkatkan Tantangan
terhadap Keamanan Nasional A.S. Hingga Tahun
2040).” “Selain itu, pemberontak dan teroris mungkin
mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Kami menilai
bahwa sebagian besar negara tempat Al-Qaeda atau
Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and
Syria - ISIS) memiliki kehadiran sangat rentan terhadap
perubahan iklim.”

Bukti menunjukkan bahwa bencana alam dapat menjadi
pelopor pecahnya terorisme, demikian menurut “Agenda
For Change 2022: Shaping a Different Future For Our
Nation,” sebuah studi yang diterbitkan pada Februari 2022
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oleh Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Laporan
tersebut mencatat lonjakan terorisme di Sri Lanka dan
"Thailand setelah tsunami Samudra Hindia 2004.

“Iklim yang memanas akan menyebabkan gangguan
ekonomi dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya
di kawasan kami, terutama di negara-negara seperti
Indonesia dan Filipina, dengan kerentanan sosial ekonomi
yang signifikan,” ungkap laporan ASPL

Indonesia dan Filipina menyumbang 90% dari orang
yang hidup di bawah garis kemiskinan di Asia Tenggara,
menurut ASPI. Pekerjaan di seluruh kawasan berada di
sektor informal, tanpa jaring pengaman sosial resmi untuk
mendukung populasi besar yang terlantar akibat bencana,
demikian ungkap laporan itu.

“Ketimpangan meningkat, dan ketegangan etnis
dan agama sebelumnya telah menyebabkan pecahnya
kekerasan, gerakan separatis, dan terorisme,” ungkap
laporan ASPI. “Kemungkinan gangguan iklim akan
membalikkan penurunan regional baru-baru ini dalam
insiden dan serangan teroris.”

DAMPAK EKONOMI

Sekretariat Program Lingkungan Regional Pasifik
(SPREP), sebuah inisiatif bersama yang berbasis di

Samoa dan terdiri dari organisasi antarpemerintah untuk
pembangunan berkelanjutan, telah berfokus pada dampak
lingkungan terhadap mata pencaharian dan warisan
Pasifik sejak 1970-an. Dalam “Rencana Strategis 2017-
2026,” SPREP menyatakan bahwa perubahan iklim telah
memengaruhi ekosistem pesisir dan hutan, samudra,
persediaan air tawar, dan keanekaragaman hayati, terutama
di masyarakat di negara-negara kecil dan dengan dataran
rendah di mana kenaikan permukaan air laut dan perubahan
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pola cuaca telah menciptakan gangguan sosial dan ekonomi.

“Negara-negara kepulauan Pasifik berusaha untuk
menyeimbangkan kebutuhan dan aspirasi ekonomi
dari populasi mereka yang terus bertambah di satu
sisi, dengan pemeliharaan lingkungan dan sistem alam
yang sehat di sisi yang lain,” demikian menurut rencana
SPREP. “Kemampuan kita untuk mengatasi ancaman ini
bersama-sama, untuk menciptakan solusi yang kooperatif
dan berkelanjutan, membangun peluang yang disediakan
oleh layanan ekosistem dan mengamankan komitmen
politik, akan menentukan masa depan masyarakat
kepulauan Pasifik.”

Hingga tahun 2026, area fokus SPREP mencakup
ketahanan terhadap perubahan iklim, perlindungan
ekosistem dan keanekaragaman hayati, pengelolaan
limbah dan pengendalian polusi, serta tata kelola
lingkungan. Meskipun pandemi COVID-19
menghadirkan tantangan untuk kolaborasi dan
implementasi rencana, kepemimpinan SPREP tetap
berkomitmen pada misi tersebut.

“Ketakutan dan ketidakpastian tentang apa yang ada di
depan merupakan hal wajar, terutama karena kita semua
telah menyaksikan bagaimana banyak hal telah berubah
secara dramatis selama dua tahun terakhir sebagai
akibat dari pandemi,” ujar Kosi Latu, direktur jenderal
SPREP, dalam pesan di situs web organisasi tersebut pada
Januari 2022. “Tetap saja, kita di sini. Di masa-masa yang
tidak menentu seperti sekarang ini, kita harus tangguh;
kita tidak boleh menyerah; kita berkewajiban untuk
beradaptasi, menyesuaikan diri, dan bertahan.”

Latu dan yang lainnya mengatakan sudah lewat waktu
pembicaraan beralih ke tindakan — dan banyak lembaga
telah membuat lompatan.

“Pemerintah, lembaga, dan individu mengambil
tindakan untuk mengurangi risiko perubahan iklim.
Kebijakan baru sedang diterapkan, sistem perawatan
kesehatan direformasi dan solusi inovatif untuk mengatasi
dampak negatif dari perubahan iklim telah diciptakan,”
demikian menurut Asia Society Switzerland, jaringan
global yang memajukan dialog dan memperkuat kemitraan
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di Swiss dan Asia. “Namun, masih banyak yang harus
dilakukan — dan tidak ada waktu untuk menunggu.”

HILANG DALAM TUGAS

Sementara sebagian besar militer di seluruh dunia
menyesuaikan diri untuk membatasi jejak karbon mereka,
"Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sebagian besar tetap
diam tentang strategi iklimnya.

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT),
Xi Jinping, telah berjanji untuk mengurangi produksi
karbon Tiongkok mulai 2030 dan mencapai netralitas
karbon pada 2060, “tetapi baru sedikit yang terdengar dari
para pemimpin senior, akademisi, dan ahli strategi PLA,”
ungkap Defense One pada Januari 2022.

“Meskipun perubahan iklim adalah bagian dari konsep
militer dan milisi Tiongkok tentang ancaman keamanan
non-tradisional, mengatasi dampaknya tampaknya belum
menjadi bagian dari strategi keamanannya,” demikian
menurut Defense One.

PLA diam-diam mengakui perubahan iklim sebagai
masalah keamanan dalam buku putih 2010 tentang
pertahanan nasional, setelah beberapa dekade enggan
melakukannya, menurut blog Lawfare.

“Pergeseran Tiongkok dari skeptis menjadi pihak yang
benar-benar percaya pada perubahan iklim dan keamanan,
sebagian besar, bukan karena kepemimpinan tiba-tiba
menjadi yakin bahwa perubahan iklim itu nyata,” tulis
sebuah postingan Lawfare pada 2019. “Tiongkok sudah
terkena dampak banjir yang semakin parah, kekeringan
yang lebih ekstrem, penurunan produktivitas perikanan,
dan perubahan ekologi lainnya. Pemerintah telah
lama memahami bahwa iklim yang menghangat akan
mengancam produksi pertanian negara tersebut, membuat
kota-kota yang penting secara ekonomi rentan terhadap
bencana banjir dan akhirnya membuat banyak sungai di
negara tersebut kering.”

Pusat ekonomi perkotaan utama Tiongkok sebagian
besar berada di sepanjang pantai timurnya dan lembah
sungai yang mengalir ke dalamnya, ungkap Defense One.
Karena pola populasi, studi menunjukkan bahwa kenaikan



air laut akan menggusur setidaknya 30 juta orang di
Tiongkok pada 2050, Defense One melaporkan. Fasilitas
dan pasukan PLA juga berisiko mengalami perpindahan,
termasuk instalasi yang dibangun di atas terumbu karang
buatan di Laut Cina Selatan.

“PLA membentuk komite ahli iklim 13 tahun lalu,
tetapi tampaknya tidak aktif. Perubahan iklim tidak
disebutkan dalam Buku Putih Pertahanan 2019 PLA.
PLA juga tampaknya tidak menganggap serius ancaman
bencana lingkungan yang terus meningkat sebagai
bagian dari pelatihan atau pandangan strategisnya,”
demikian yang dilaporkan Defense One. “Belum ada
diskusi publik tentang latihan atau upaya untuk melawan
dampak perubahan iklim terhadap lingkungan keamanan
Tiongkok. Konstruksi juga tidak tampak melambat
pada instalasi pulau di Laut Cina Selatan, terlepas dari
kenyataan bahwa banyak konstruksi yang akan terendam
di bawah air ketika lapisan es mencair.”

"Terlepas dari kurangnya transparansi oleh PLA dan
PKT tentang tindakan iklim, para analis percaya Xi pasti
khawatir bahwa perubahan iklim akan memengaruhi
skema infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalannya.
“Perusahaan, warga, dan negara Tiongkok sendiri
semakin terpapar pada isu-isu keamanan terkait iklim
seperti banjir dan kekeringan ekstrem, migrasi, dan protes
atas pembangunan infrastruktur yang dibiayai Tiongkok,”
demikian menurut Lawfare. “Tidak berlebihan jika
dikatakan bahwa, dalam beberapa dekade mendatang,
tanggapan Tiongkok terhadap perubahan iklim yang
berkaitan dengan pertanian, air, dan banjir akan
berdampak besar pada miliaran orang.”

Selain itu, para pemerhati lingkungan menyalahkan
bendungan yang dibangun RRT di sepanjang Sungai
Mekong karena berkontribusi terhadap banjir dan
kekeringan bersejarah yang telah merugikan populasi ikan
dan berdampak negatif pada mata pencaharian mereka
yang bergantung pada Sungai Mekong untuk mendapatkan
makanan dan pendapatan. “Ierlepas dari berapa banyak
hujan yang turun selama musim hujan, pembatasan
bendungan di hulu sangat merusak keberhasilan ekologi
Sungai Mekong dan sumber daya alam yang berasal dari
sungai yang menjadi sandaran bagi puluhan juta orang,”
ungkap Brian Eyler, direktur program Asia Tenggara di
Stimson Center, kepada situs berita Jerman, DW.

Beijing menyangkal bendungannya menjadi penyebab
runtuhnya stok perikanan dan masalah hilir lainnya,
demikian menurut NBC News. Pada akhir tahun
2020, RRT membuat platform online untuk berbagi
informasi tentang aliran sungai sepanjang tahun. Kritikus
mengatakan berbagi data tidak mengubah realitas
kehidupan di kawasan tersebut dan konsekuensi negatif
yang terus berlanjut karena bendungan.

“Kami melihat bahwa ada kesepakatan dan janji
dari Tiongkok untuk berbagi informasi, tetapi ini tidak
cukup,” ujar Pianporn Deetes, direktur kampanye untuk
International Rivers, sebuah organisasi konservasi
lingkungan yang berbasis di California, kepada

DW. “Seseorang memberi tahu kami bahwa mereka
menyalakan atau mematikan keran tidaklah membantu.
Sungai Mekong dan masyarakatnya membutuhkan aliran
alami dan ekologis untuk mempertahankan layanan alam.”

ANCAMAN EKSISTENSIAL

Pemerintahan Presiden Biden pada Oktober 2021 merilis
rencana terperinci bagi lembaga pemerintah A.S. untuk
menerapkan rencana adaptasi dan ketahanan perubahan
iklim. Tujuannya: Mengintegrasikan kesiapan iklim di
seluruh misi dan program di semua tingkat pemerintah,
termasuk militer.

“Perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial
bagi keamanan negara kita, dan Departemen Pertahanan
(DOD) harus bertindak cepat dan berani untuk
menghadapi tantangan ini dan bersiap menghadapi
kerusakan yang tidak dapat dihindari,” ujar Menteri
Pertahanan A.S., Lloyd Austin, dalam sebuah pernyataan
tentang rencana adaptasi DOD. “Kita tidak hanya
bermaksud untuk beradaptasi dengan kehancuran
perubahan iklim. Kita akan bekerja sama dengan negara-
negara di seluruh dunia untuk mengatasi ancaman
tersebut.”

Austin menyebut perubahan iklim sebagai kekuatan
destabilisasi yang menuntut misi baru dan lingkungan
operasional yang berubah. Peristiwa cuaca ekstrem
memengaruhi kesiapan pasukan dan menguras sumber
daya, demikian ungkapnya. Ke depannya, DOD akan
memasukkan implikasi keamanan dari perubahan
iklim dalam semua analisis risiko, perencanaan, dan
pengembangan strategi. DOD juga akan memasukkan
risiko iklim ke dalam pemodelan, simulasi, dan wargaming.

“Mengembangkan perkiraan intelijen yang sehat dan
alat pengambilan keputusan tentang masa depan yang
secara inheren tidak pasti di mana beberapa perubahan
iklim tertentu mungkin, namun tidak diketahui secara
khusus, membutuhkan disiplin dan fleksibilitas. Analisis
ancaman, pemodelan dan simulasi, wargaming, dan
eksperimen meningkatkan pemahaman Departemen
tentang lingkungan operasinya saat ini dan di masa
depan,” demikian menurut Rencana Adaptasi Iklim
2021 DOD. “Memanfaatkan kecerdasan buatan untuk
mengembangkan model prediksi dan alat pendukung
keputusan untuk proses pengambilan keputusan
operasional dan bisnis dapat memberikan masukan dalam
perencanaan dan operasi di A.S. dan di luar negeri.”

Rencana DOD menyerukan untuk berkolaborasi dengan
sekutu dan negara lain dalam teknologi baru, membangun
kapasitas negara mitra untuk menanggapi bahaya terkait
perubahan iklim dan bekerja dengan komunitas yang
berdekatan dengan instalasi militer A.S. untuk membangun
ketahanan bersama dan meningkatkan ekosistem bersama.

“Perencanaan untuk masa kini dan masa depan
adalah urusan kami,” kata Austin, “dan kami tidak akan
melakukan pekerjaan kami jika kami tidak memikirkan
bagaimana perubahan iklim akan memengaruhi apa yang
kami lakukan.” O
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KOMANDO RUANG ANGKASA AS.
MEMPERKUAT ALIANSI INDO-PASIFIK  «owno s seasans

Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya telah
membentuk jaringan selama 70 tahun terakhir yang
memberikan keunggulan kompetitif yang unik

atas musuh bersama. Setiap hari, mitra pertahanan
berbagi intelijen, berlatih bersama, dan berkolaborasi
untuk menciptakan kemampuan gabungan yang jauh
melebihi apa yang dapat dicapai oleh masing-masing
negara sendiri.

Ketertarikan dunia akan ruang angkasa
memungkinkan A.S. untuk memperluas dan
memperdalam kemitraan internasionalnya sambil
membuka jalan baru untuk kolaborasi. Akses ke angkasa
luar memberikan kontribusi besar bagi kehidupan di
Bumi. Teknologi berkemampuan untuk ruang angkasa
memberikan dukungan penting, namun sering kali
tidak dikenali, untuk aktivitas sehari-hari. Kemajuan
teknologi dan biaya yang lebih rendah mendorong
masyarakat untuk lebih bergantung pada kemampuan
berbasis ruang angkasa, dan hilangnya akses akan
berdampak luas. Layanan posisi, navigasi, dan
pengaturan waktu, misalnya, memberikan dukungan
penting bagi infrastruktur modern. Tanpa waktu
yang tepat, lembaga keuangan tidak dapat membuat
stempel waktu untuk transaksi, sehingga menghambat
penggunaan ATM dan kartu kredit. Perusahaan utilitas
tidak akan mampu mengelola dan mendistribusikan
sumber daya penting. Lingkungan ruang angkasa
berkembang pesat, menghadirkan tantangan utama
kepada A.S. dan komunitas internasional.

Kekhawatiran bersama atas ancaman keamanan
menciptakan landasan bagi aliansi dan kemitraan
yang kuat. Tantangan utama termasuk puing-
puing orbit dan pengembangan serta penyebaran
kemampuan anti-satelit (ASAT). Republik Rakyat
Tiongkok (RRT) adalah titik fokus perhatian. RRT
secara resmi mendukung penggunaan ruang angkasa
secara damai, tetapi RRT secara diam-diam terus
menguji dan meningkatkan sistem kontra-ruang
angkasa sambil memberlakukan reformasi untuk
lebih mengintegrasikan dunia maya dan peperangan
elektronik di ruang angkasa ke dalam operasi militer
bersama.

Angkatan Antariksa Cape Canaveral di Florida pada Januari
2020. Itu merupakan peluncuran resmi pertama Angkatan

{ Roket Falcon 9 yang membawa satelit diluncurkan dari Stasiun
Ruang Angkasa Amerika Serikat. ancratan RUANG ANGKASA A S.

RRT dengan cepat menyelaraskan kegiatan sipil
dan militer untuk memperluas kehadirannya di ruang
angkasa, dan program ruang angkasanya bertanggung
jawab atas penurunan yang tidak terkendali, pengujian
ASAT yang menghasilkan puing berbahaya, dan
pengerahan kendaraan luncur hipersonik yang
mampu mengorbit jangka panjang dan menyerang
secara jarak jauh. Menteri Pertahanan A.S., Lloyd
Austin, dalam pidato utamanya di Forum Pertahanan
Nasional Reagan pada Desember 2021, mengatakan
RRT “semakin fokus dalam mengintegrasikan operasi
informasi, siber, dan ruang angkasanya.”

Ketertarikan dunia akan ruang
angkasa memungkinkan

A.S. untuk memperluas dan
memperdalam kemitraan
internasionalnya sambil
membuka jalan baru untuk
kolaborasi.

Seperti yang disaksikan dunia setelah pengujian
senjata ASAT RRT pada 2007, pengujian senjata
kontra-ruang angkasa dapat menimbulkan hasil yang
menghancurkan dan bertahan lama. Pengujian tersebut
menciptakan lebih dari 3.000 keping puing-puing orbit,
dan sebagian besar dari awan puing itu diperkirakan
akan tetap berada di orbit selama beberapa dekade,
mengancam Stasiun Ruang Angkasa Internasional dan
pesawat ruang angkasa lainnya. Misi Crew-3 NASA
terpaksa melakukan manuver stasiun ruang angkasa
pada November 2021 untuk menghindari puing-puing
yang dihasilkan oleh pengujian senjata ASAT RRT.

Puing-puing, yang berasal dari sisa
satelit cuaca Tiongkok yang dihancurkan oleh rudal,
berada di jalur untuk memasuki zona
persegi panjang sedalam 4 kilometer dan lebar 48
kilometer di sekitar stasiun ruang angkasa, NASA
melaporkan.

Sebelum 2007, sebagian besar puing-puing ruang
angkasa dikaitkan dengan kendaraan peluncuran
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ruang angkasa. Saat ini, lebih dari sepertiga puing
disebabkan oleh peristiwa seperti penghancuran satelit
yang mengorbit yang dilakukan oleh RRT pada 2007.
Sementara Beijing terus mengejar tujuannya untuk
mendominasi ruang angkasa, masa depan ranah ruang
angkasa yang damai dan sejahtera bergantung pada
koalisi global negara-negara bebas yang didedikasikan
untuk prinsip perilaku ruang angkasa yang
bertanggung jawab.

Jaringan sekutu dan mitra yang kuat memainkan
peran penting dalam menjaga stabilitas, mencegah
agresi, dan menghadapi ancaman keamanan di
kawasan Indo-Pasifik, yang merupakan rumah bagi
60% populasi dunia. A.S. terus membangun dan
memelihara hubungan penting dengan negara-
negara yang berpikiran sama di seluruh kawasan ini.
Komando Ruang Angkasa A.S. (USSPACECOM)
memelihara hubungan ini terutama melalui perjanjian,
latihan, dan berbagi infrastruktur Kesadaran Ranah
Ruang Angkasa (SDA).

—

USSPACECOM mengelola lebih dari 25 perjanjian
SDA dengan mitra di seluruh dunia, termasuk Australia,
Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Thailand.
"Terdapat puluhan ribu objek di orbit yang berpotensi
menjadi ancaman bagi satelit dan peluncuran.

SDA mengacu pada pelacakan objek tersebut dan
memprediksi posisi mereka pada waktu tertentu. Negara
Indo-Pasifik, termasuk Australia, Jepang, dan Korea
Selatan, berpartisipasi dalam latihan seperti Global
Sentinel yang menyoroti interoperabilitas tanpa batas di
antara negara-negara peserta.

USSPACECOM terus mencari peluang untuk
bermitra dengan negara-negara Indo-Pasifik lainnya
guna mendorong perilaku bertanggung jawab di
ruang angkasa. Sekutu dan mitra sangat penting,
dan USSPACECOM terus memperkuat jaringannya
di era persaingan strategis. Pada Oktober 2021,
Mayor Jenderal DeAnna Burt, komandan Komando
Komponen Ruang Angkasa Gabungan, mengunjungi
Korea Selatan untuk lebih memperkuat aliansi
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Personel di Woomera Range Complex, Angkatan Udara Australia

bersiap untuk kedatangan sampel asteroid yang dikumpulkan oleh
penyelidikan Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang. arp/GeTTY IMAGES
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Jaringan sekutu dan mitra yang kuat
memainkan peran penting dalam
menjaga stabilitas, mencegah agresi,
dan menghadapi ancaman keamanan di
kawasan Indo-Pasifik, yang merupakan
rumah bagi 60% populasi dunia.

Personel Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang dan
perwakilan media mengunjungi Woomera Range Complex,
Angkatan Udara Australia. arp/GerTy iMacES




Hal ini tidak dapat dicapai tanpa
dukungan dan komitmen yang teguh
dari sekutu dan mitra di Indo-Pasifik

dan di seluruh dunia.

Korea Selatan meluncurkan roket satu tahap dari Pusat Ruang Angkasa Naro.
Korea Selatan dan Amerika Serikat memiliki perjanjian Kesadaran Ranah
Ruang Angkasa untuk melacak objek di orbit. arp/cerTy iMacES




Yuichi Tsuda, kedua dari kanan, membahas proyek Jepang untuk
mengumpulkan sampel asteroid. Tsuda adalah manajer proyek
Hayabusa-2 untuk Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang. arp/GerTy IMAGES

A.S.- Korea Selatan. Korea Selatan telah mencapai
tonggak sejarah dalam kemajuan ruang angkasanya,
termasuk mendirikan skuadron operasi ruang angkasa
pertamanya dan meluncurkan satelit militer khusus
pertamanya. “Tanpa kerja sama dan kemitraan
internasional yang dijalin oleh para pemimpin di
dalam upaya ini, ruang angkasa tidak mungkin terjadi,”
kata Burt, menurut rilis berita Angkatan Udara

AS ke-7. “Kemitraan sangat penting untuk meraih
kesuksesan.”

USSPACECOM juga menjamu Letnan Jenderal
Angkatan Darat Australia, Gregory Bilton, kepala
operasi gabungan Australia, untuk menegaskan
kembali pentingnya kerja sama ruang angkasa antara
kedua negara.

Winston Churchill, perdana menteri Britania
Raya selama Perang Dunia II, terkenal menyatakan:
“Hanya ada satu hal yang lebih buruk daripada
bertarung dengan sekutu, dan itu bertarung tanpa
mereka.” Kutipan ini terus terasa kebenarannya saat ini

seperti saat tahun 1945. Sistem aliansi dan kemitraan
keamanan bersama telah memberikan keuntungan
strategis yang sangat besar bagi AS dan negara-negara
Indo-Pasifik lainnya. Persaingan strategis yang muncul
telah menambah ruang lingkup dan skala tantangan
yang dihadapi A.S. dan sekutu serta mitranya. Untuk
mencegah agresi, harus ada postur keamanan ruang
angkasa yang tangguh, dan para mitra harus memiliki
kemampuan untuk mendeteksi dan mengaitkan
tindakan permusuhan di ruang angkasa.

Hal ini tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan
komitmen yang teguh dari sekutu dan mitra di Indo-
Pasifik dan di seluruh dunia. Pencegahan di ruang
angkasa membutuhkan kredibilitas dan legitimasi
tanggapan lintas-ranah terhadap agresi — sebuah
pendekatan yang sangat ditingkatkan oleh aliansi.
Dengan aliansi yang tak tergoyahkan ini, mitra Indo-
Pasifik akan meluncurkan masa depan yang damai
dan sejahtera yang berkembang jauh melampaui batas
geografi. O
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PROGRAM KEBEBASAN NAVIGASI A.S. MEMPROMOSIKAN
KEAMANAN DAN STABILITAS REGIONAL

emua negara mendapat manfaat dari kawasan
Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka yang
diatur oleh tatanan maritim berbasis aturan
yang menetapkan kerangka hukum yang dapat
diterima untuk semua penggunaan lautan di
dunia. Terlepas dari peran vital yang dimainkan
tatanan ini dalam mempromosikan perdamaian
dan keamanan serta memajukan kemakmuran
ekonomi di kawasan tersebut, tatanan internasional
mengalami serangan serius. Negara-negara seperti
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Rusia
berusaha untuk memberlakukan tatanan baru —
yang didasarkan pada “yang kuat adalah yang benar’
— memajukan klaim maritim yang tidak sesuai
dengan hukum internasional. Program kebebasan
navigasi (FON) Amerika Serikat adalah salah satu
alat yang tersedia untuk melawan serangan terhadap
tatanan internasional yang telah diterapkan ini, dan
program ini menggarisbawahi komitmen A.S. untuk
melestarikan sistem hukum yang stabil untuk lautan
dunia bagi semua negara.

)

Program FON dimulai pada 1979 setelah
pemerintahan Presiden A.S. saat itu, Jimmy Carter,
menetapkan bahwa protes diplomatik tertulis tidak
efektif dalam membalikkan klaim maritim yang
berlebihan dan bahwa demonstrasi yang lebih nyata
dari tekad A.S. diperlukan untuk memengaruhi
negara-negara untuk menghindari pernyataan
baru yang melanggar hukum atau meninggalkan
pernyataan yang sudah ada. Adopsi Konvensi Hukum
Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS)
pada 1982 disebut-sebut sebagai kerangka kerja
internasional yang komprehensif dan diterima secara
luas yang mengatur penggunaan lautan yang dengan
hati-hati menyeimbangkan kepentingan negara-
negara pesisir dan maritim.

Meskipun A.S. berperan penting dalam menyusun
sebagian besar konvensi tersebut, Presiden A.S. saat
itu, Ronald Reagan, menolak menandatanganinya
karena kekurangan yang tidak dapat dipertahankan
dalam Bagian XI tentang penambangan dasar
laut dalam. Meskipun demikian, Presiden Reagan
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Kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut A.S., U
S. McCain, transit di Teluk Peter Agung di Laut Jepang
melakukan operasi rutin. Sersan DUA, MARKUS CASTANEDA/ANGKATAN
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mengindikasikan dalam Pernyataan Kebijakan Samudra
1983 bahwa A.S. akan mengakui hak-hak negara lain di
perairan lepas pantai mereka, sebagaimana tercermin
dalam UNCLOS, selama negara-negara pantai tersebut
mengakui hak dan kebebasan A.S. dan negara-negara lain
di bawah hukum internasional.

Akan tetapi, Presiden Reagan juga mengeluarkan
peringatan kepada negara-negara yang, meskipun menjadi
pihak UNCLOS, terus menegaskan klaim maritim yang
tidak sesuai dengan konvensi tersebut. Mengulangi
pentingnya program FON, Pernyataan Kebijakan
Samudra menunjukkan bahwa A.S. tidak akan menyetujui
tindakan ilegal oleh negara-negara yang dirancang
untuk membatasi hak dan kebebasan navigasi komunitas
internasional, dan bahwa A.S. akan “melaksanakan dan
menegaskan hak, kebebasan, dan penggunaan laut di
seluruh dunia” yang konsisten dengan keseimbangan
kepentingan yang tercermin dalam UNCLOS.

MEMPERTAHANKAN AKSES UNTUK SEMUA
Program FON beroperasi di tiga jalur: komunikasi
diplomatik oleh Departemen Luar Negeri A.S., konsultasi
bilateral dengan pemerintah lain, dan penegasan
operasional oleh kapal angkatan laut dan pesawat

militer A.S. Sejak dimulainya program ini, Angkatan

Laut A.S. dan Angkatan Udara A.S. telah melakukan

ratusan penegasan operasional secara global untuk
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menunjukkan ketidaksetujuan A.S. dalam klaim maritim
yang berlebihan yang dirancang untuk membatasi hak dan
kebebasan navigasi dan penggunaan laut yang sah secara
internasional lainnya.

Bertentangan dengan tuduhan bahwa program FON
bersifat provokatif dan dapat mengakibatkan konsekuensi
yang tidak diinginkan, operasi kebebasan navigasi
(FONOPS), pada dasarnya, adalah pelaksanaan hak,
kebebasan, dan penggunaan sah atas laut dan wilayah
udara yang tidak provokatif yang dijamin bagi semua
negara berdasarkan hukum internasional, termasuk
UNCLOS. FONOPS direncanakan dengan saksama,
ditinjau secara hukum, disetujui dengan benar oleh
otoritas yang lebih tinggi, dan dilakukan dengan aman dan
profesional secara non-eskalasi. Program ini diterapkan
secara global dan tidak didasarkan pada peristiwa politik
atau identitas bangsa yang mengajukan klaim ilegal. Pada
tahun 2020, misalnya, A.S. menentang klaim berlebihan

Sebuah jet tempur F-35B Pasukan Marinir A.S. bersiap untuk
diluncurkan dari kapal induk terbaru Britania Raya, HMS Queen
Elizabeth, selama pengisian ulang dengan kapal-kapal dari Angkatan
Laut Britania Raya dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Laut
Cina Selatan pada Juli 2021. Kapal-kapal itu merupakan bagian dari
misi kelompok kapal induk pemukul internasional yang dipimpin
Britania Raya untuk menegakkan kebebasan navigasi di kawasan
Indo-Pasifik di bawah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-
Bangsa. SERSAN, JAY ALLEN/ANGKATAN LAUT BRITANIA RAYA




dari 19 negara, termasuk musuh (misalnya, Iran dan
RRT), sekutu, dan teman. Penerapan program ini secara
rutin kepada semua negara mempertahankan legitimasi
dan niat nonprovokatifnya dan menunjukkan tekad A.S.
untuk mempertahankan akses ke lautan dunia bagi kapal
dan pesawat dari semua negara.

RRT dan Rusia juga secara rutin berpendapat
bahwa mereka telah “mengusir” kapal perang A.S.
yang melakukan FONOPS dari perairan teritorial
yang mereka klaim. Pernyataan tidak jujur seperti itu
merupakan propaganda murahan yang dirancang untuk
mengobarkan sentimen nasionalis di dalam negeri dan
salah menggambarkan operasi maritim A.S. yang sah.
Dalam 40 tahun lebih program FON, tidak ada kapal
perang A.S. yang diusir dari perairan negara pantai. Jika
ditantang oleh otoritas negara pantai, kapal perang A.S.
menjawab bahwa mereka hanya melakukan operasi yang
sah sesuai dengan hukum internasional dan kemudian
melanjutkan perjalanan yang ditentukan sampai misi
selesai. Pada tahun 1988, dua kapal perang Soviet
sengaja menabrak USS Caron dan USS Yorktown saat
mereka melakukan FONOP di Semenanjung Krimea.
Meskipun mengalami tabrakan dan mendapatkan
ancaman berulang dari banyak kapal Soviet, kapal perang
A.S. melanjutkan perjalanan mereka sampai mereka
keluar dari laut teritorial yang diklaim Soviet setelah
menyelesaikan transit selama 75 menit.

Insiden Laut Hitam 1988 adalah contoh nyata
bagaimana program FON dapat digunakan untuk
mengawal hak dan kebebasan navigasi. Hal ini
menghidupkan kembali diskusi bilateral antara kedua
negara adidaya mengenai aspek hukum perlintasan
damai yang telah berlangsung sejak 1986. Diskusi
tersebut mengarah pada penandatanganan Uniform
Interpretation of Rules of International Law Governing
Innocent Passage 1989, yang dikenal sebagai Perjanjian
Jackson Hole, di mana Soviet setuju dengan posisi A.S.
bahwa “semua kapal, termasuk kapal perang, terlepas dari
kargo, persenjataan, atau sarana penggerak, menikmati
hak perlintasan damai melalui laut teritorial sesuai
dengan hukum internasional, yang tidak memerlukan
pemberitahuan atau otorisasi sebelumnya.”

MELAWAN KLAIM BERLEBIHAN DARI RRT
Pedoman Strategis baru Sekretaris Angkatan Laut A.S.,
yang dikeluarkan pada Oktober 2021, menegaskan
kembali bahwa A.S. akan memperluas “postur globalnya
untuk memastikan kehadiran pasukan angkatan laut
dengan campuran platform, kemampuan, dan kapasitas
yang tepat untuk mempertahankan kebebasan laut,
mendukung hukum dan norma internasional, mendukung
sekutu kita, dan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di
mana pun hukum internasional mengizinkan.” Program
FON yang kuat adalah salah satu pilar dari postur global
yang diperluas, yang bertujuan untuk melawan proliferasi
klaim maritim yang berlebihan yang membatasi akses

ke samudra dunia. Jika dibiarkan dan tidak dilawan,

Sebuah F-35B Pasukan Marinir A.S. dari Skuadron Serbu Pesawat
Tempur Marinir 211 bersiap untuk mendarat di atas kapal induk
Angkatan Laut Britania Raya, HMS Queen Elizabeth, selama
operasi kebebasan navigasi multilateral di Laut Cina Selatan.

SERSAN, JAY ALLEN/ANGKATAN LAUT BRITANIA RAYA

klaim maritim yang berlebihan ini dapat melanggar hak,
kebebasan, dan penggunaan sah atas laut yang dinikmati
oleh A.S. dan negara-negara lain. Singkatnya, program
FON menggarisbawahi kesediaan A.S. untuk terbang,
berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional
mengizinkan dan menunjukkan komitmennya yang teguh
terhadap sistem hukum berbasis aturan yang stabil untuk
lautan dunia.

Hal ini terutama berlaku di Laut Cina Selatan di
mana RRT secara rutin menghina hukum internasional
dan terlibat dalam tindakan berbahaya dan provokatif
untuk memajukan klaim maritimnya yang melanggar
hukum dan mengintimidasi negara-negara kecil agar
tidak mengeksploitasi sumber daya maritim mereka
secara sah. Pada tahun 2016, mahkamah internasional
memutuskan dengan suara bulat bahwa tidak ada
dasar hukum bagi RRT untuk mengeklaim hak
maritim di Laut Cina Selatan berdasarkan sembilan
garis putus-putusnya yang terkenal. Mahkamah juga
memutuskan bahwa reklamasi tanah skala besar RRT
dan pembangunan pulau buatan di tujuh fitur yang
didudukinya di Kepulauan Spratly menyebabkan
kerusakan parah pada lingkungan laut dan melanggar
kewajiban RRT untuk melestarikan dan melindungi
ekosistem yang rapuh. Keputusan itu mengikat secara
hukum, tetapi Beijing menolak untuk mematuhinya.
Sejak 2016, A.S. telah melakukan lebih dari 30 FONOPS
yang menantang klaim maritim berlebihan RRT di
kepulauan Spratly dan Paracel.

Komunitas internasional memiliki kewajiban dan
tanggung jawab abadi untuk melestarikan kebebasan laut,
yang sangat penting bagi keamanan dan kemakmuran
global. Oleh karena itu, A.S. mendorong negara-negara
untuk melakukan operasi kebebasan navigasi mereka
sendiri dan untuk secara terbuka menentang klaim
maritim berlebihan yang menghambat hak dan kebebasan
navigasi. Mengingat beberapa negara terus mengeklaim
dan menegaskan pembatasan hak navigasi dan
kebebasan yang melebihi apa yang diatur dalam hukum
internasional, A.S. akan terus menunjukkan tekadnya
untuk menegakkan tatanan berbasis aturan yang telah
terbukti penting untuk mengamankan keamanan global,
stabilitas, dan kemakmuran bagi semua bangsa. O
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ertemuan intelijen yang mencakup pembahasan
surveilans penyakit merupakan alat peringatan
dini penting yang memperkuat kemampuan
pengambilan keputusan dan keamanan nasional.
Pasukan militer, aset medis dan badan intelijen
Amerika Serikat — dan sekutunya — begitu
penting untuk melakukan deteksi dini dan memberikan
tanggapan dalam perjuangan melawan wabah penyakit
yang muncul. Faktor-faktor ini menekankan kebutuhan
untuk mendirikan pusat fusi pertahanan hayati.

Badan intelijen A.S., laboratorium, lembaga sipil,
aset sekutu A.S. dan negara-negara mitra, media sosial,
dan penambangan data dapat terjalin dengan teknologi
serta dimanfaatkan untuk pertahanan bersama. Pilar
dasar sistem peringatan sudah ada serta harus didanai
dan dikoordinasikan dengan lebih baik ke depannya.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan dan
koordinasi aliansi, kemitraan, dan interkonektivitas
di antara pemerintah, penambang data media sosial
independen, dan aset lain yang dapat mendukung misi
ini. Upaya ini membutuhkan peningkatan pendanaan
dan kolaborasi intensif untuk menggabungkan informasi
mereka menjadi perisai pertahanan hayati internasional
dengan mitra keamanan A.S.

Penularan zoonosis dari hewan ke manusia, kecelakaan
di laboratorium, atau perang biologi dapat memicu
timbulnya wabah, dan penyakit dapat dengan cepat
menyebar ke seluruh dunia seperti yang terjadi pada
pandemi COVID-19. COVID-19 juga telah menunjukkan
kerentanan keamanan nasional A.S. yang krusial dan
lemahnya kemampuan tanggapan dari A.S. dan sekutu
serta mitranya. Musuh mungkin telah mengintai.

Badan intelijen militer dan sipil mencari informasi
sumber asing yang dikembangkan dari upaya yang
meningkat pesat selama Perang Dunia II. Badan
Intelijen Pusat (Central Intelligence Agency, CIA)

A.S. didirikan pada 1947 dan mulai membuat laporan
intelijen medis yang berfokus pada kemampuan dan
tren blok komunis, sementara Badan Intelijen dan
Informasi Medis Angkatan Darat A.S. menangani
intelijen medis militer terkait. Intelijen medis militer
berkembang menjadi Pusat Intelijen Medis Angkatan
Bersenjata A.S., yang kemudian ditetapkan sebagai

Pusat Nasional untuk Intelijen Medis (National Center
for Medical Intelligence, NCMI) untuk mencerminkan
konstituensi organisasi yang lebih luas, yang kini
mencakup Gedung Putih, departemen Luar Negeri
dan Keamanan Dalam Negeri A.S., lembaga lainnya,
pelanggan domestik, dan mitra internasional.

Kimiawan Yoshito Oshiro mengumpulkan sampel untuk diuji di
Skuadron Kedokteran Penerbangan ke-18 di Pangkalan Udara
Kadena, Jepang. KOPRAL KEPALA JESSICA H. SMITH/ANGKATAN UDARA A.S.

Sebagai badan utama Departemen Pertahanan A.S.
(Department of Defense, DOD) yang menghasilkan
intelijen medis, NCMI bertanggung jawab untuk
mengoordinasikan dan menyiapkan intelijen terpadu dari
seluruh sumber mengenai ancaman kesehatan asing dan
masalah medis lainnya guna melindungi kepentingan A.S.
di seluruh dunia untuk DOD serta organisasi pemerintah
dan organisasi internasional lainnya.

Mengingat bahwa penyakit bersifat lintas batas,
sangatlah penting bagi A.S. untuk dapat mendeteksinya
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Senjata biologis sintetis memungkinkan kemampuan baru — senjata
yang menyulitkan deteksi ancaman, tidak memiliki perisai konvensional

yang setara, dan lebih sulit dilawan.

sebelum penyakit sampai di A.S. Masalahnya adalah
banyak negara tertutup, seperti Tiongkok, Iran, Korea
Utara, dan Rusia, yang tidak bersikap transparan
mengenai masalah medis yang memengaruhi warganya
dan dapat memengaruhi negara lain, seperti wabah
penyakit. Informasi mengenai penularan, data genom,
dan statistik virulensi sangat penting untuk memerangi
wabah penyakit. Sayangnya, informasi ini secara
karakteristik sulit diperoleh.

Nilai berbagai alat bantu ini terlihat jelas pada
November 2019 ketika komunitas intelijen A.S.
dan NCMI mulai memperingatkan adanya epidemi
global, dengan mengatakan bahwa wabah COVID-19
di Tiongkok dapat berkembang menjadi bencana
besar. Para pembuat kebijakan, pengambil keputusan,
dan Dewan Keamanan Nasional A.S. berulang kali
menerima pengarahan seputar persoalan ini. Pada
awal Januari 2020, wabah COVID-19 telah disebutkan
dalam arahan harian presiden A.S. tentang masalah
keamanan nasional. Pada pandemi ini, lembaga
intelijen pemerintah dan pengumpul intelijen medis
militer berada jauh di depan dalam meningkatkan
kewaspadaan.

ANCAMAN PADA MASA MENDATANG

Senjata biologis sintetis (Synthetic bioweapon, SBW)
adalah vektor biologis yang dimodifikasi dan digunakan
sebagai senjata melalui proses biologi sintetis untuk
menciptakan efek, mekanisme, atau proses baru.
Misalnya, CRISPR-Cas9, yang merupakan singkatan
dari clustered regularly interspaced short palindromic
repeats atau ulangan pendek palindromik berkelompok
yang saling terkait secara teratur (CRISPR) dan Protein
Asosiasi CRISPR 9, adalah teknik penyuntingan genetik
yang telah menyembuhkan penyakit pada manusia,
tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan SBW.
Selain itu, SBW juga memungkinkan kemampuan

baru — senjata yang menyulitkan deteksi ancaman,
tidak memiliki perbandingan setara konvensional, dan
lebih sulit dilawan.

Secara doktrinal, Tiongkok telah mengakui peran
penting yang mungkin dimainkan oleh senjata non-
konvensional, dan beberapa pihak medis Tiongkok
telah menolak batasan moral pada SBW. Tiongkok
harus bersiap untuk menyinkronkan semua kemampuan
pemerintah di semua tingkat persaingan, dengan semua
alat yang dianggap sah, menurut buku “Unrestricted
Warfare” pada 1999 silam yang ditulis oleh Qiao Liang
dan Wang Xiangsui, kolonel Angkatan Udara Tentara
Pembebasan Rakyat.
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ASET PERTAHANAN HAYATI BERWAWASAN

KE DEPAN

Militer A.S., bersama sumber daya intelijennya, Pusat
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit A.S. yang
direvitalisasi dan sejumlah institusi global, dapat
menyediakan blok pertahanan untuk sistem peringatan
dini dan tanggapan cepat yang digabungkan menjadi
pusat fusi pertahanan hayati nasional. DOD memiliki
pangkalan, pasukan, laboratorium, rumah sakit, aset
intelijen, dan sumber daya surveilans yang dikerahkan
untuk bergerak maju. Semuanya didukung oleh
lembaga yang telah menunjukkan keberhasilan dalam
tindakan peringatan dini, pengujian, dan tanggapan.
Pada 1998, lima organisasi dalam DOD berkolaborasi
untuk membentuk Lembaga Pengurangan Ancaman
Pertahanan (Defense Threat Reduction Agency, DTRA)
guna lebih menyinkronkan rencana dan tindakan untuk
penangkalan nuklir, senjata pemusnah massal, dan
ancaman hayati. DTRA dengan sigap menyediakan
keahlian dalam permasalahan pokok, fasilitas pengujian

laboratorium portabel, vaksin, dan pengobatan untuk
wabah Ebola di Afrika Barat.

Seorang ahli bioteknologi memproses sampel darah di
laboratorium Singapura. reuters

Laboratorium luar negeri DOD meneliti penyakit
menular yang membahayakan kesehatan masyarakat dan
militer. Sistem surveilans dan tanggapan seputar penyakit
menular yang berkembang secara global dari DOD
mencakup lembaga-lembaga berikut, yang beberapa di
antaranya adalah Pusat Kolaborasi Organisasi Kesehatan
Dunia (World Health Organization, WHO):

* Institut Penelitian Ilmu Pengetahuan Medis
Angkatan Bersenjata, Thailand



Tim medis dari Singapura dan Thailand melakukan simulasi resusitasi kardiopulmoner
selama pelatihan lapangan di Cobra Gold 2020. sersAN SATU OMAR POWELL/ANGKATAN LAUT A.S.

® Unit Penelitian Medis Angkatan Darat A.S.,
Kenya

® Unit Penelitian Medis Angkatan Laut A.S., Italia

® Unit Penelitian Medis Angkatan Laut A.S.,
Kamboja

® Detasemen Pusat Penelitian Medis Angkatan
Laut, Peru

Fasilitas militer luar negeri ini menjadi dasar bagi
upaya surveilans penyakit menular internasional yang
efektif, terutama ketika berkolaborasi dengan lembaga
kesehatan sipil seperti WHO, negara-negara mitra, dan
platform pencarian wabah penyakit nonpemerintah.

ALAT BANTU SUMBER TERBUKA INTERNASIONAL
Program Intelijen Epidemi dari Sumber Terbuka
(Epidemic Intelligence from Open Sources, EIOS)
merupakan kolaborasi antara pemangku kepentingan
kesehatan masyarakat secara global untuk deteksi dini,
verifikasi, penilaian, dan komunikasi ancaman kesehatan
masyarakat yang menggunakan informasi yang tersedia
untuk umum. EIOS didasarkan pada proyek peringatan
dini serta pelaporan Prakarsa Keamanan Kesehatan
Global dan sistem deteksi bahaya dan penilaian

risiko (hazard detection and risk assessment system,

HDRAS), serta bekerja sama dengan prakarsa global
seperti Program untuk Memantau Penyakit yang
Muncul (Program for Monitoring Emerging Diseases,
ProMED), Jaringan Intelijen Kesehatan Masyarakat
Global (Global Public Health Intelligence Network,
GPHIN), HealthMap, dan Europe Media Monitor.
GPHIN adalah program berbasis web yang didirikan
pada akhir 1990-an yang menggunakan jaringan
profesional multinasional dan multibahasa untuk
mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi
ancaman terhadap kesehatan manusia dengan
cepat. Ini adalah bagian penting dari HDRAS yang
dikembangkan WHO, yang menggunakan alat bantu
intelijen epidemi berbasis web dan mengumpulkan
informasi di antaranya dari HealthMap dan ProMED.
HealthMap menggunakan sumber online informal
untuk pemantauan wabah penyakit dan surveilans
waktu nyata atas ancaman kesehatan masyarakat yang
muncul, termasuk aplikasi seluler Outbreaks Near
Me. International Society for Infectious Diseases
meluncurkan ProMED pada 1994 sebagai layanan
internet untuk mengidentifikasi peristiwa kesehatan
yang tidak biasa terkait penyakit menular yang muncul
dan muncul kembali serta racun yang memengaruhi
kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.
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Bahkan di medan operasional yang begitu menantang, penggunaan
prakarsa diplomasi medis melalui keterlibatan kesehatan global militer
telah menjadi alat pemeliharaan perdamaian yang sangat efektif.

Alat bantu intelijen sumber terbuka yang
digunakan untuk surveilans kesehatan secara otomatis
mengumpulkan dan menyusun data, yang menghasilkan
evaluasi informasi dalam jumlah yang jauh lebih besar
dengan algoritme dan menghasilkan laporan terkait.
GPHIN, ProMED, dan HealthMap telah memberikan
peringatan tentang beberapa wabah penyakit paling serius
dalam dua dekade terakhir. Sebagai contoh, terlepas dari
pengalaman sebelumnya dengan sindrom pernapasan
akut berat (severe acute respiratory syndrome, SARS),
Tiongkok tidak melaporkan kasus influenza H5N1
manusia pada November 2003 hingga tahun 2006.
Namun demikian, dengan mengevaluasi konten dari
media Tiongkok dan obrolan online tingkat rendah,
ProMED memberikan peringatan berbahasa Inggris
pertama tentang SARS dan meminta konfirmasi dari
pemerintah Tiongkok. Demikian pula, indikator wabah
Ebola baru-baru ini terdeteksi oleh HealthMap sebelum
ada pengumuman oleh pejabat atau WHO. EIOS pun
mengangkat laporan pertama tentang wabah pneumonia
tipe klaster di Wuhan, Tiongkok, pada 31 Desember
2019 — wabah yang akan menjadi pandemi COVID-19.

LANGKAH SELANJUTNYA

Strategi Keamanan Nasional (National Security
Strategy, NSS) A.S. memberikan kerangka untuk
melindungi negara serta memastikan kebebasan,
keamanan, dan kemakmurannya di dunia yang kompleks
dan berubah dengan cepat. Menerjemahkan cetak biru
NSS ke dalam tindakan secara konsisten dan inovatif
tetap menjadi fungsi inti pemerintah.

Inilah saatnya A.S. memelopori pengembangan pusat
tusi pertahanan hayati. Prakarsa ini sangat diperlukan
untuk memenuhi ancaman penyakit menular lintas batas
yang kian meningkat terhadap keamanan internasional.

Pertahanan hayati nasional tidak boleh hanya bersifat
reaktif. Perlu dilakukan penelitian oleh organisasi, seperti
dinas bioteknologi Lembaga Proyek Penelitian Mutakhir
Pertahanan (Defense Advanced Research Projects
Agency, DARPA) DOD. DARPA akan membutuhkan
sumber daya, lebih banyak dana dan personel, untuk
mendorong pengembangan sensor hayati canggih,
diagnostik, penanggulangan, dan pertahanan lainnya
untuk mengimbangi perubahan pada penyakit. Saat ini
keadaan jauh lebih genting karena senjata perancang
dapat diciptakan. Aset lainnya adalah D'TRA, yang
memiliki misi “memungkinkan DOD dan pemerintah
A.S. untuk bersiap menghadapi dan memerangi senjata
pemusnah massal dan peningkatan ancaman,” termasuk
serangan yang berasal dari aspek biologis.
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Rencana komprehensif melawan pandemi dan
kontra-SBW akan mencari dan menanggapi bahaya
biologis yang jelas dan terjadi saat ini selagi memajukan
pengetahuan negara operasi mengenai potensi penyakit
dan ancaman yang muncul. Pemerintah A.S. harus
mengembangkan rencana tanggapan yang fleksibel,
cepat, dan efektif yang meliputi persediaan sensor
khusus, peralatan pelindung, dan obat-obatan yang
dikelola dengan baik.

MITRA PUSAT FUSI PERTAHANAN HAYATI

A.S. dapat meningkatkan surveilans, pelaporan, dan
tanggapan awal terhadap penyakit bersama pusat fusi
pertahanan hayati dengan memanfaatkan hubungan
keamanan yang telah terjalin dengan sekutu dan
mitra regional dalam pendekatan terkoordinasi untuk
meningkatkan kesadaran dan komunikasi domain.
Pelaporan aset intelijen, informasi kesehatan dan
laboratorium, serta media sosial dan pencarian data
besar dari berbagai sumber harus digabungkan,
divalidasi, dan disebarluaskan dengan cepat demi
menghadirkan pertahanan hayati.

Kapten Angkatan Laut A.S. Keerstin Whitefield, kiri, dan Kapten
Angkatan Darat A.S. Alison Crowe, tengah, berpartisipasi dalam
pertukaran pengetahuan medis dengan perawat di Rumah Sakit
Tuy Hoa, Vietnam, sebagai bagian dari Pacific Partnership.

KOPRAL CHANEL TURNER/ANGKATAN LAUT A.S.

Negara mitra dapat membantu membangun
sistem peringatan dini terhadap penyakit, seperti yang
ditunjukkan oleh negara-negara Indo-Pasifik yang
memiliki posisi besar dalam surveilans dan peringatan
dini penyakit. Sejumlah negara ini secara signifikan
telah disejajarkan dengan A.S. melalui berbagai
organisasi, seperti Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center
for Security Studies.



Surveilans dan keamanan kesehatan dapat saling
terhubung dengan cepat melalui pemanfaatan negara-
negara anggota Dialog Keamanan Kuadrilateral, atau
Quad — Australia, India, Jepang, dan A.S. — dan aliansi
pembagian intelijen Five Eyes yang beranggotakan
Australia, Kanada, Selandia Baru, Britania Raya, dan
A.S. Langkah ini dapat membentuk pilar dasar perisai
pertahanan hayati karena informasi diarahkan ke pusat
fusi pertahanan hayati. Dengan cara yang sama, pusat
fusi maritim nasional dan internasional tengah diusulkan
untuk mengurangi ancaman transnasional di laut.

Mitra potensial dalam pusat fusi pertahanan hayati
regional yang lebih tangguh dan perisai pertahanan
hayati dapat mencakup Jepang, Korea Selatan, Taiwan,
dan Vietnam. Negara-negara lain seperti India, Israel,
dan negara anggota NATO dan Uni Eropa dapat
dilibatkan untuk membentuk upaya surveilans penyakit
global dan komprehensif. Peristiwa yang terjadi saat
ini menunjukkan bahwa aliansi tersebut telah bersikap
proaktif dan berhasil menanggulangi masalah pandemi.

Iterasi strategi A.S. selanjutnya harus berfokus
pada prakarsa kolaboratif utama yang menyusun
dan menggabungkan data dari sumber intelijen, aset
kesehatan, dan crawler atau perayap web media sosial
untuk menemukan ancaman baru atau yang berkembang
terhadap kesehatan dan keamanan. Menghimpun
kekuatan dan keselarasan strategis dari hubungan
yang telah terjalin hanya akan berjalan efektif dengan
pembagian intelijen yang cepat di seluruh platform. Oleh
karena itu, pendekatan yang dilakukan A.S. harus bersifat
inovatif dan harus memastikan instrumen penting dari
kekuatan aliansi segera dimanfaatkan untuk memfasilitasi
tanggapan yang tepat terhadap ancaman kesehatan
dengan ruang lingkup dan fokus yang memadai.

KOMITMEN SUMBER DAYA
Pada abad ke-21, peran intelijen kesehatan global dalam
keamanan nasional semakin penting, yang memperkuat
pertahanan nasional dan memerlukan bagian yang lebih
besar dari sumber daya yang dialokasikan untuk perang
konvensional. Melalui fungsi kekuatan lunak (soft power)
dan keamanan kesehatan, aspek ini juga melindungi
keamanan nasional secara langsung dan tidak langsung.

Bahkan di medan operasional yang begitu
menantang, penggunaan prakarsa diplomasi medis
melalui keterlibatan kesehatan global militer telah
menjadi alat pemeliharaan perdamaian yang sangat
efektif. Dengan demikian, intelijen ancaman medis
dan penyakit amat penting bagi keselamatan dan
keamanan suatu bangsa beserta rakyatnya. Pasukan
militer, departemen kesehatan, laboratorium, dan badan
intelijen sipil membutuhkan pendanaan dan susunan
kepegawaian di luar tingkat yang terlihat selama
pandemi COVID-19.

Penyakit menular berkembang dan mengganggu
stabilitas negara dengan laju yang semakin cepat. Hal
ini diperburuk oleh tekanan demografis, politik, dan

perubahan iklim yang mendorong populasi ke hutan
belantara atau daerah lain yang pernah dianggap tidak
layak huni. Dengan demikian, potensi paparan terhadap
agen baru meningkat seiring dengan pertumbuhan
populasi. Pandemi berikutnya dapat menyerang populasi
manusia yang terpapar karena urbanisasi yang begitu pesat
dan tidak berkelanjutan, perubahan iklim, praktik panen
dan produksi makanan yang merusak, globalisasi, dan
ketergantungan barang-barang penting pada negara lain.

Letnan Satu Angkatan Udara Filipina Racy Dalida menyiapkan
anestesi untuk pasien selama kerja sama kesehatan sebagai
bagian dari Latihan Balikatan. «optu TIMOTHY HERNANDEZ/PASUKAN MARINIR A.S.

Pengembangan sistem global yang efektif untuk
mengelola surveilans penyakit menular dan intelijen
kesehatan menimbulkan tantangan tersendiri, namun
alat bantu dan lembaga unggul telah tersedia dan alat
bantu baru terus bermunculan. Tujuannya adalah
membangun mekanisme surveilans dan pelaporan
global dan kolaboratif, memberikan kucuran dana, serta
menyediakan talenta terbaik untuk pelaksanaan tugas. Ini
bukanlah proyek yang perlu dimulai dari dasar, karena
berbagai aset dan kemitraan yang diperlukan untuk
membangun kolaborasi telah tersedia. A.S. menempati
posisi strategis untuk memegang tongkat estafet,
menyusun ulang pemikiran militer dan keamanan serta
alokasi sumber daya dalam konteks keamanan kesehatan,
dan memimpin langkah selanjutnya dalam peringatan
dini dan pertahanan hayati global. O

Artikel ini awalnya diterbitkan dalam publikasi Security Nexus dari Daniel K. Inouye Asia-
Pacific Center for Security Studies (DKI-APCSS) edisi September 2021. Artikel ini telah
diedit agar sesuai dengan format FORUM. Pandangan yang diungkapkan merupakan
pandangan penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi DKI-APCSS.
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MEMAJUKAN OPERASI KHUSUS

WAWASAN TENTANG MEMIMPIN KOMANDO PRAJURIT BARU DAN PENTINGNYA KEMITRAAN

MAYOR JENDERAL FRANCISCO
ARIEL A FELICIDARIO Ill, Komandan
Komando Operasi Khusus Angkatan
Bersenijata Filipina (AFP SOCOM),
duduk bersama FORUM untuk
wawancara pada 1 April 2022, hari

jadi keempat AFP SOCOM, selama
iterasi Balikatan ke-37, latihan bersama
Filipina dan Amerika Serikat. Perayaan
tersebut menutup pengumuman AFP
bahwa SOCOM telah menjadi komando
prajurit. SOCOM memperoleh kendali
operasional atas Grup Operasi Khusus Marinir,
Komando Operasi Khusus Angkatan Laut, Pasukan
Operasi Khusus Angkatan Udara Filipina, dan
Pasukan Operasi Khusus Angkatan Darat Filipina
pada 2018.

Felicidario menjadi komandan SOCOM pada
Januari 2022 setelah memegang sejumlah posisi
kunci di Angkatan Darat Filipina dan di Markas
Besar Umum AFP, termasuk kepala staf, Komando
Pelatihan dan Doktrin, dan pejabat eksekutif Kantor
Asisten Kepala Staf Operasi dan Kantor Wakil Kepala
Staf Operasi.
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Dia memulai kariernya di
Angkatan Darat Filipina setelah
lulus dari Akademi Militer Filipina
pada 1989 dan menjabat sebagai
Scout Ranger selama lebih dari satu
dekade, kemudian menjabat sebagai
komandan Batalyon Scout Ranger
mulai 2010-2012. la juga memimpin
dua brigade di Mindanao pada 2018
dan diangkat sebagai pelaksana
tugas asisten komandan divisi pada
2019 sebelum ditugaskan kembali ke
Kawasan Ibu Kota Nasional sebagai kepala Kantor
Perdamaian dan Pembangunan AFP. Di antara
berbagai gelar kehormatan dan penghargaannya,
Felicidario memperoleh dua Penghargaan Bintang
Jasa Terhormat, satu Medali Salib Perunggu, dan
satu Medali Prestasi Meritorious.

Mengapa Anda tertarik pada operasi khusus selama
karier Anda?

Menjadi bagian dari operasi khusus
sangatlah menarik. Terutama
selama saya menempati posisi
sebagai letnan bersama Rangers.

Angkatan Laut Filipina

di Manila, Filipina.

Komando Operasi Khusus

SEAL berpartisipasi dalam
demonstrasi kemampuan
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Selain untuk memberikan layanan yang sebenarnya...
Rangers, sebagai perusahaan independen, selalu
dikerahkan setiap kali terjadi peningkatan ketegangan.
Setiap kali terdapat konflik yang meningkat di Sulu,
Anda bisa ditempatkan di sana selama delapan bulan
atau lebih. Dan ketika konflik beralih ke daerah lain,
Anda mendatangi tempat itu, baik di Vesavas maupun di
provinsi lain, jadi hari-hari sebagai letnan saat itu sangat
menarik, dan setelahnya sebagai kapten dan mayor.

Kemudian, kami bekerja untuk operasi
kontraterorisme (CT) dan pengembangan operasi
khusus (SO) untuk Angkatan Darat Filipina.

Saya menjadi yang terdepan dalam menentukan cara
kami akan menghimpun kemampuan untuk operasi
khusus, sehingga saya sangat menghargai betapa
pentingnya bagi AFP untuk dapat mengembangkan
kemampuan pasukan operasi khususnya (SOF) sendiri.

Ketika AFP membangun kemampuan bersama
dan gabungan, bagaimana ini akan memengaruhi
komando Anda?
Sebenarnya ini akan membawa perubahan besar
dalam hal perencanaan, kemajuan kita, dan masa
depan kita. Saya benar-benar berjuang agar komando
diubah namanya menjadi komando prajurit, sebab
ketika pasukan khusus AFP tengah bertugas, entah
bagaimana, kami dikategorikan dalam unit dukungan
layanan seluruh AFP. Saya mengatakan bahwa itu akan
menggagalkan berbagai kemajuan dalam pengembangan
karena unit pendukung layanan benar-benar berbeda
dari unit komando prajurit. Semua proyeksi untuk
kemungkinan pengembangan kemampuan dan lainnya
tidak akan segera tersedia untuk Anda. Kami senang
karena sekarang kami telah berganti nama dan diakui
sebagai komando prajurit, komando operasi khusus.

Pengembangan ini pasti akan berfokus pada tren
baru untuk operasi khusus. Sekarang kami bahkan
berkomunikasi dengan rekan-rekan A.S. kami selama
latihan Balikatan tentang menjelajahi bidang operasi
khusus lainnya selain kontraterorisme.

Kami membahas ancaman yang mungkin
terjadi terhadap keamanan maritim dan bagaimana
pasukan operasi khusus akan mengatasinya, bahkan
menggunakan Ukraina sebagai model cara SOF
mampu menggerakkan seluruh negara untuk melawan.
Jadi, itulah yang kini tengah berusaha didalami oleh
SOCOM, yang pada awalnya, secara konseptual,
mengembangkan operasi khusus yang akan dilakukan
AFP lima atau 10 tahun dari sekarang untuk dapat
mengatasi ancaman pada masa mendatang atau ancaman
yang mungkin terjadi terhadap negara, baik dari dalam
maupun luar.

Dengan Balikatan 2022 yang berfokus pada pelatihan
bersama, bisakah Anda berbicara tentang nilai pelatihan
bilateral dalam mencapai aspirasi kerja bersama sekutu
dan mitra?

Untuk jangka panjang, tidak diragukan lagi latihan

ini membawa manfaat yang begitu besar. Ketika saya
berada di departemen pelatihan untuk Angkatan Darat
Filipina, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas
Balikatan untuk Angkatan Darat Filipina dan sebagian
besar pelatihan individu bilateral serta kursus IMET
[pendidikan dan pelatihan militer internasional]. Saya
adalah salah satu petugas pemrosesan yang mengirim
mereka bersekolah di A.S. untuk mengikuti kursus
bertema IMET sekaligus menjalankan unit serta
pelatihan bilateral. Kami banyak terlibat sebagai bagian
dari G8 Angkatan Darat Filipina.

Sejauh pengembangan berjalan — keterampilan,
kompetensi — kami senang dapat melakukannya,
meskipun kami berada pada tingkat pelatihan dengan
negara lain yang memiliki pengalaman lebih maju
di bidang tersebut dan membandingkan bagaimana
kemampuan Anda terus meningkat.

Dan mereka mengatakan hal tersebut berjalan dua
arah karena pengalaman yang kami miliki saat berjuang
selama beberapa dekade. Ini adalah perpaduan antara
pengalaman pasukan AFP yang terus-menerus berjuang
untuk negara kami dalam melawan pemberontakan dan
kontraterorisme, dan teknologi serta kemampuan dan
keterampilan baru yang dihadirkan oleh mitra bilateral
seperti A.S.

Perpaduan antara kompetensi, keterampilan,
dan pengalaman aktual telah berjalan baik dalam
menghadirkan pengembangan aktual serta menunjukkan
keterampilan dan kompetensi Prajurit kami. Kami hanya
bisa berharap bahwa pengalaman kami benar-benar
bekerja dengan baik dengan cara rekan-rekan mitra
AS kami dapat menganggap pelatihan bilateral juga
bermanfaat bagi mereka.

Jelaskan pentingnya kerja sama AFP SOCOM dengan
operator khusus A.S. dan negara lain untuk meningkatkan
kemampuan SOF di kawasan ini.

Nilainya bagi kami adalah A.S. sangat berpengalaman
dalam operasi khusus. Kami memiliki pengalaman
sehubungan dengan operasi khusus kami sendiri untuk
kontrainsurgensi dan konflik kami sendiri. Namun
A.S. telah mengunjungi banyak tempat dan memiliki
pengalaman SOF yang bervariasi. Doktrin untuk A.S.
dan negara-negara lain telah dikembangkan dengan
baik. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi pasukan
SOF Filipina jika kita mau belajar darinya. Memiliki
keterlibatan bilateral saja merupakan kontribusi besar
bagi kami: agar A.S. berbicara kepada kami.

Dan tentu saja, pengetahuan tentang bagaimana
perbedaan inovasi dalam teknologi dalam medan
perang terintegrasi dengan operasi khusus. Dan setelah
kami melihat peralatan yang dibawa oleh A.S. dan
bagaimana mereka dapat menggunakan peralatan untuk
operasi khusus, program organisasi kami untuk SOF
memiliki fokus tertentu untuk itu. Menggunakannya
bersama rekan A.S. akan membantu kami memperoleh
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Magsaysay, Filipina. ANGKATAN BERSENJATA FILIPINA

THE ASSOCIATED PRESS
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pengalaman tentang hal itu. Kami juga berlatih dengan
SAS [Resimen Pelayanan Udara Khusus] Australia
selama latihan kontraterorisme operasi khusus.

Ceritakan lebih banyak tentang Konsep Operasi
Gabungan Anda serta bagaimana latihan, keterlibatan,
dan pertukaran membantu Anda menerapkan hal ini?
Untuk saat ini, Konsep Operasi Gabungan berada di
tahap awal menurut pandangan Angkatan Bersenjata
karena kami sudah membentuk komando operasi
gabungan di komando area kami. Operasi biasanya
banyak dilakukan oleh pasukan darat, dengan Angkatan
Udara dan Angkatan Laut sebagai peran pendukung.
Jadi kedudukannya tidak sama.

Sekarang semuanya berubah karena Angkatan
Udara dan Angkatan Laut memperoleh platform baru.
Itulah alasan pelatihan bilateral ini juga membantu.
Saat kami memperoleh platform baru, kami
membutuhkan kompetensi untuk dapat menggunakan
platform tersebut, yang untungnya dapat diberikan
oleh militer A.S.

Program modernisasi ini sedang dijalankan
dan sekarang membuahkan hasil, bisa dikatakan
demikian, dengan hadirnya platform baru. Platform
baru tersebut kini dapat sepenuhnya memanfaatkan
pengembangan konsep operasi gabungan kami.

Dan kami dapat lebih memaksimalkan penulisan
doktrin kami sendiri untuk operasi gabungan dengan
mempertimbangkan platform baru, terutama saat
kami sudah menggunakan platform baru tersebut.
Seiring waktu, kami akan melihat evolusi konsep
operasi gabungan AFP secara menyeluruh seiring
kami mengintegrasikan platform baru.
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Pasukan Filipina dan A.S. merayakan hari jadi keempat Komando
Operasi Khusus Angkatan Bersenjata Filipina pada 1 April 2022, di Fort

Navy SEAL Filipina menyerbu pantai selama simulasi penyelamatan
korban penculikan di pusat pelatihan Marinir Filipina di Ternate.

Anggota Grup Operasi Khusus Angkatan Laut Filipina, yang memerangi
militan Muslim yang terkait dengan Negara Islam di Marawi di bagian
selatan Filipina, menunjukkan tanda kemenangan setelah turun dari
kapal amfibi Angkatan Laut Filipina, BRP Tarlac, pada Oktober 2017.

Bicarakan pentingnya menyeimbangkan persyaratan
CT internal dengan kemampuan untuk menanggapi
ancaman eksternal.

Ketika masih menjabat, [Presiden saat itu Rodrigo
Duterte] telah menyatakan kampanye penuh yang
diharapkan dapat mengakhiri pemberontakan, jadi
sebagian besar fokus untuk saat ini sebenarnya adalah
pada kontra terorisme dan kontra pemberontakan.
Semua unit kami sangat sibuk.

Namun ada komponen dari masing-masing layanan
utama yang tetap berfokus pada ancaman eksternal,
seperti perang maritim. Beberapa bagian sudah
didedikasikan dan sudah ada kelompok cendekiawan
pada tingkat konseptual dalam layanan utama serta
GSU [General Staff University] yang mencoba untuk
mengetahui posisi kami nantinya dan bagaimana
kami akan mengatasi ancaman eksternal setelah
kontrainsurgensi dengan kekuatan penuh.

Untuk keseimbangan, ini sangat bergantung pada
kontrainsurgensi dan CT dengan orang-orang yang
berdedikasi yang memahami urusan eksternal dan
ancaman serta bagaimana kami harus mengatasinya,
setidaknya pada tingkat konseptual.

Saat berbicara tentang pembangunan kemampuan,
itu adalah cara kami memperoleh aset yang dapat kami
gunakan untuk pertahanan eksternal, tetapi setelah
aset itu tiba, itu juga dapat langsung digunakan untuk
ancaman internal. Jadi ini adalah keseimbangan antara
pekerjaan kami dengan hal yang kami peroleh untuk
organisasi kami saat ini.

Apa tantangan utama untuk SOCOM AFP?
Untuk saat ini, dalam tahap awal, SOCOM harus




berkapasitas penuh untuk menangani semua tantangan
SOF yang mungkin akan kami hadapi. Tapi berita

baiknya adalah semua unit SOF dari layanan utama

sudah sepenuhnya berkapasitas di bidang CT dan
kontrainsurgensi. Sekarang mereka benar-benar kompeten.

Hal yang perlu dikuatkan adalah komando ini,
sebagian karena komando ini baru menginjak tahun
keempat. Tetapi jika membahas kompetensi Prajurit,
mereka semua sudah kompeten. Kami dapat memenuhi
tantangan tersebut. Tidak masalah.

Meskipun saat ini kami sangat berfokus pada CT dan
kontrainsurgensi, setidaknya kami akan mulai berdiskusi
dan meningkatkan kapasitas kami pada tingkat konseptual
untuk mencoba mempertimbangkan cara kami akan
mengatasi ancaman eksternal sehubungan dengan
operasi SOF. Laut Filipina Barat [juga dikenal sebagai
Laut Cina Selatan] akan menjadi salah satu fokus operasi
khusus pengembangan konseptual. Daerah perbatasan
barat laut kami di Cebu dan Tawi-Tawi. Semua daerah
perbatasan kami. Kemudian persyaratan SOF untuk perang
nonkonvensional. Dengan mengambil krisis Ukraina
sebagai contoh bagaimana SOF dimanfaatkan dalam
memberdayakan orang-orang untuk dapat berperang, ini
sebenarnya merupakan area kompetensi Tentara Filipina
... ketika dalam perang gerilya selama Perang Dunia II,
misalnya. Kita harus bisa menguasai lagi kompetensi
tersebut jika diperlukan. Seperti kebutuhan bagi penduduk
Ukraina untuk memperjuangkan kebebasannya, penduduk
Filipina telah mengalami pertempuran seperti itu
sebelumnya dan kita harus menguasai kompetensi tersebut.

Apa yang saya fokuskan sekarang adalah hal yang
menjadi tantangan selama lima tahun, 10 tahun, 20 tahun
... mengingat tantangan untuk SOF akan mengurangi

pemberontakan. Staf saya berfokus pada persyaratan SOF
untuk mengatasi segala ancaman yang perlu diselesaikan
oleh negara ini di masa mendatang serta bekerja sama
dengan A.S. dan negara-negara lain untuk merencanakan
dan melatih pasukan kami di bidang yang mencakup
terorisme siber, penggunaan UAV [kendaraan udara tak
berawak] untuk operasi khusus. Saya sudah berbicara
dengan bagian artileri kami untuk memulai pelatihan
dengan mereka untuk memastikan mereka mampu
berintegrasi dengan kami. Saya sudah berbicara dengan
divisi persenjataan kami dan menyampaikan bahwa
beberapa bagian persenjataan harus digunakan untuk
beroperasi dengan SOF, sehingga tidak akan ada masalah
jika kami harus mengintegrasikan persenjataan dan SOF
nantinya. Saya juga telah berbicara dengan Resimen
Lintas Udara. Saya sudah mencetuskan ide bahwa
sebagian besar unit non-SOF kami perlu berintegrasi
dengan SOF dan berlatih bersama untuk meningkatkan
interoperabilitas pasukan kami.

Adakah hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada
FORUM?
Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada pemerintah A.S. dan Angkatan Bersenjata A.S.
atas dukungan berkelanjutan mereka kepada Filipina saat
kami beralih ke pembicaraan yang lebih kukuh tentang
cara kami akan memenuhi Perjanjian Peningkatan Kerja
Sama Pertahanan jika hal itu terjadi dan mencoba untuk
mempersiapkan diri selagi kami mempersiapkan operasi
khusus saat ini. Kami sudah mulai berbicara tentang SOF
maritim, ancaman eksternal operasi khusus, dan sejenisnya.
Kami sangat terbantu berkat A.S. yang terus menjadi
teman dan hadir di Filipina bersama kami. O
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Saanya menyamaratakan kondisi persaingan dan menembus Great Frewall

MICHAEL SHOEBRIDGE

ada Juli 2021, lebih dari 30 negara di seluruh

Eropa, Amerika Utara, dan Indo-Pasifik bergabung

dalam mengungkapkan serta mengutuk kerja sama

Kementerian Keamanan Negara Tiongkok dengan
peretas siber dan penjahat siber Tiongkok untuk meretas
perusahaan, pemerintah, dan organisasi lainnya secara
global, mencuri kekayaan intelektual yang berharga, serta
melakukan serangan ransomware.

Kelompok itu mencakup Jepang, Amerika Serikat, dan,
melalui NATO, 28 negara Eropa, serta Australia, Kanada,
dan Selandia Baru.

Jauh dari masalah yang hanya melibatkan Beijing dan
Washington sebagai bagian dari persaingan strategis
antara dua kekuatan besar, tindakan dari negara Tiongkok
ini menunjukkan bahwa Tiongkok menimbulkan
tantangan sistemik bagi semua masyarakat terbuka.

Tidak mengherankan jika kelompok pemerintah yang
besar dan berkembang ini bekerja sama lebih erat untuk
menghadapinya. Ini adalah kelompok yang sama seperti
yang kita lihat bersatu terkait persoalan Tiongkok pada
pertemuan G-7-plus di Cornwall, Inggris, pada Juni 2021.

Tindakan negara Tiongkok dan kerja sama
pemerintahnya dengan “ekosistem” peretas kriminal
Tiongkok sangat merusak dan kentara. Ini bukan lagi hal
baru. Jadi, apa yang harus kita lakukan?

Kita harus mengawali dengan menyadari bahwa
ini bukan sekadar kasus otoritas Tiongkok yang
menoleransi penjahat siber yang beroperasi di luar
Tiongkok. Pemerintah Tiongkok bekerja sama dengan
dan menggunakan komunitas penjahat sibernya untuk
memajukan kepentingannya dan merugikan pihak
lain—baik perusahaan maupun pemerintah. Kerugian
tersebut menimpa setiap negara yang angkat bicara pada
Juli 2021 dan pada perusahaan yang beroperasi dalam
perekonomian mereka.

Ada empat pesan penting untuk pemerintah dan
perusahaan.

Pertama, mengambil implikasi dari perilaku negara
Tiongkok yang sangat jahat dan merusak ini, yang
menyatakan niat damai dan kebencian atas campur tangan
di yurisdiksi lain, dan memikirkan risiko serta kerugian
khusus yang dapat diakibatkan olehnya. Ini adalah
masalah tingkat dewan direksi dan CEO untuk setiap
perusahaan Australia, misalnya.

Kedua adalah agar pemerintah dan perusahaan
memperketat keamanan siber mereka dengan menerapkan

serangkaian langkah penanggulangan terperinci yang
ditetapkan A.S. dan lembaga keamanan siber mitra untuk
mendukung pernyataan bersama pada Juli 2021. Tiga

hal besar yang harus dilakukan adalah: memperbarui
patch perangkat lunak untuk menghapus kerentanan;
meningkatkan pemantauan sistem internal untuk
mengidentifikasi aktivitas berbahaya dan mencurigakan
di dalam jaringan; serta menggunakan perangkat lunak
antivirus bersama dengan layanan reputasi domain (untuk
mengidentifikasi aktivitas yang berasal dari sumber
berbahaya atau mencurigakan sebelum aktivitas tersebut
membahayakan sistem).

Langkah-langkah ini akan mempersulit Kementerian
Keamanan Negara Tiongkok dan sekelompok penjahat
siber yang bekerja sama dengan mereka untuk menembus
serta membobol sistem secara internasional.

Dua pesan terakhir bisa dibilang jauh lebih menantang
dan lebih penting.

Serangan global adalah tentang Tiongkok yang meretas
teknologi digital asing—dalam hal ini, sistem Microsoft
Exchange yang digunakan di banyak negara maju—
dengan para penyerang yang mencari informasi berharga
serta kerentanan dalam cara kerja sistem digital penting
perusahaan dan pemerintah. Itu masalah yang amat buruk.

"Tetapi pertimbangkan kerentanan tambahan yang
sangat besar yang dihadapi pemerintah, operator
infrastruktur kritis, atau lembaga pemerintah dengan
menggunakan teknologi digital yang bersumber dari
Tiongkok. Kementerian Keamanan Negara tidak perlu
jaringan peretas untuk memasuki sistem ini. Seperti
yang ditunjukkan oleh serangkaian laporan Australian
Strategic Policy Institute tentang ekspansi raksasa
teknologi Tiongkok, kementerian dapat langsung masuk
lewat pintu depan, mengakses dan menggunakan data
yang dihasilkan oleh operasi bisnis normal sistem digital
Tiongkok dan, jika perlu, memaksa kerja sama rahasia
vendor dan operator Tiongkok.

Itu memberi perusahaan dan pemerintah faktor risiko
serius ketika membuat keputusan tentang teknologi
digital dan adopsi perangkat lunak, beserta elemen
kasus bisnis pada umumnya yaitu biaya, kinerja, dan
kemudahan penerapan.

Prakarsa 5G dan digitalisasi nasional, beserta
keputusan infrastruktur kritis dan digital tertentu — baik
terkait transportasi, komunikasi, kesehatan masyarakat,
ataupun e-commerce — sekarang tidak hanya harus

Di belakang halaman ini: Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping ditampilkan di layar
melalui kaca yang dihiasi secara digital selama konferensi internet di Wuzhen, Tiongkok. reuters
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Anggota staf Badan Eksplorasi Dirgantara Jepang menjalankan pemeriksaan keselamatan di Institut Ruang Angkasa dan limu
Astronautika di Sagamihara dekat Tokyo. Peretas yang terhubung dengan militer Tiongkok meluncurkan serangan siber pada
tahun 2021 terhadap ratusan perusahaan dan organisasi penelitian Jepang, termasuk badan luar angkasa. THe AssocIATED PRESS

mempertimbangkan risiko peretasan, melainkan juga
risiko pembobolan yang melekat pada pemasok digital dan
organisasi yang beroperasi.

Pesan besar terakhir dari upaya raksasa peretasan
Tiongkok ini adalah bahwa sudah waktunya untuk
berhenti menerima fakta bahwa ekonomi dan masyarakat
terbuka bersifat unik dan rentan serta hal yang dapat kita
lakukan hanyalah menjadikan diri kita target yang lebih
tangguh, menahan serangan Tiongkok ini (dan Rusia —
ingat Solar Wind), dan mengungkapkan kekhawatiran.

Lebih banyak tuduhan tertarget dan pembekuan aset
pejabat Tiongkok — seperti pemimpin dan operator di
Kementerian Keamanan Negara — dan tuntutan terhadap
penjahat siber Tiongkok akan membantu. Undang-
undang korupsi yang lebih kuat di lebih banyak negara,
termasuk Australia, harus menjadi bagian dari jawabannya.
"Tetapi hal itu sendiri tidak akan menjadi penghalang yang
cukup besar.

Mengingat tantangan sistemik yang ditimbulkan oleh
Tiongkok di bawah Sekretaris Jenderal Partai Komunis
Tiongkok (PKT) Xi Jinping, sudah waktunya untuk
memberikan kegiatan dan pekerjaan rumah kepada Beijing.
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Ekosistem digital Tiongkok berantakan, berliku-liku,
dan rentan. Ekosistem ini membutuhkan banyak orang
untuk terus mencari celah dan memperbaiki lubang, serta
untuk beroperasi dan mengawasi. Selain itu, kita tahu
betapa sensitifnya rezim PK'T terhadap semua hal kecuali
informasi yang disensor dan ditelaah dengan cermat untuk
disebarkan kepada 1,3 miliar warga negara Tiongkok yang
bukan merupakan anggota partai.

Mendengarkan pidato seratus tahun PK'T" Xi pada
Juli 2021 mengingatkan siapa pun yang lupa bahwa
pemikiran sentral yang digagas oleh dirinya bersama
para pemimpin PK'T lainnya setiap hari adalah
kebutuhan untuk terus berjuang untuk tetap berkuasa.
Jadi, memastikan hanya “jalur yang benar” yang
disediakan di ruang informasi Tiongkok adalah prioritas
besar yang berkelanjutan bagi Xi.

Mengejutkannya lagi, hal yang sama juga dilakukan
Presiden Vladimir Putin di Rusia, yang baru-baru ini
menerbitkan strategi keamanan nasional yang melihat
“penduduk” sebagai hal yang paling berbahaya dan
kritis baginya untuk dikendalikan agar tetap berkuasa,
mengingat ancaman gagasan dan informasi asing yang



menantang lingkungan politiknya. Meskipun banyak
yang melayangkan komentar tentang penggunaan
kekuatan siber dan disinformasi Rusia terhadap negara
lain, kerentanan di ruang siber dan informasi Rusia lebih
mengkhawatirkan Putin daripada kebanyakan ancaman
lainnya. Xi tampaknya menderita kecemasan yang sama
seperti para pendahulunya.

Pemerintah yang secara rutin menjadi target oleh
Beijing dapat bekerja sama dan secara independen untuk
angkat bicara terhadap kelompok yang berfokus pada
Tiongkok dengan misi seperti Radio Free Europe,
dengan menciptakan dan menggunakan pendekatan era
digital yang mampu untuk secara rutin membobol “Great
Firewall” pemerintah Tiongkok. Ini dapat memberikan
sumber informasi dan komentar eksternal, serta rekaman
preman keamanan Tiongkok yang memukuli warga
Hongkong dan mengoperasikan pusat interogasi dengan
sewenang-wenang, tentang ‘Tentara Pembebasan Rakyat
yang membantai mahasiswa Tiongkok di Lapangan
Tiananmen pada tahun 1989 serta kesaksian saksi
mata tentang pelecehan massal yang dilakukan pejabat
Tiongkok terhadap Muslim Uyghur setiap hari.

Beberapa contoh dari sejarah Tiongkok, termasuk
kematian massal yang disebabkan Mao Zedong kepada
rakyat Tiongkok melalui Lompatan Jauh ke Depan, akan
menentang nasionalisme agresif dan didorong propaganda
yang diyakini oleh Xi dan rekan kepemimpinannya.

Ini akan memberikan penawar parsial untuk gagasan
historis konyol bahwa semua masalah Tiongkok
ditimbulkan oleh orang asing yang jahat, dan bahwa
partai tersebut adalah pelindung dermawan rakyat
Tiongkok. Kontras yang disajikan dengan gambaran
orang Uyghur yang dikendalikan untuk bahagia dan
menari di atas panggung serta keheningan dan penolakan
atas penyalahgunaan PK'T lainnya akan melawan dan
mengejutkan warga Tiongkok serta memperkuat kekuatan
informasi eksternal ini.

Kami memahami informasi seperti ini selalu
diinginkan — dan demikian pula halnya dengan diskusi
di Tiongkok daratan dan dengan orang-orang di lokasi
seperti Taiwan dan di tempat lain — dari contoh
aplikasi Clubhouse yang berumur pendek, tempat
percakapan semacam ini terjadi sebelum sensor Tiongkok
melarangnya pada awal 2021.

Selagi kita memikirkan cara menunjukkan kerentanan
pemerintah Tiongkok sebagai bagian dari penangkalan
yang lebih kuat kepada pemerintah Tiongkok, akan
berguna untuk memastikan bahwa Beijing memahami
bahwa ia memiliki berbagai kerentanan infrastruktur dan
digital kritis.

Dengan Beijing yang memahami realitas praktis ini
dan cemas tentang kerentanan yang tidak diketahui oleh
mereka, tetapi mungkin diketahui oleh pemerintah yang
cakap, ini dapat menjadi jenis kendala nyata yang sangat
dipahami oleh Xi dan rekan-rekannya. Ini adalah masa
depan untuk penangkalan siber.

"Tanggapan terkoordinasi dari negara-negara demokrasi

CAUTION
ZHANG Haoran, TAN Dailin, QIAN Chuan, FU Qiang, and JIANG Lizhi are all part of a Chinese hacking group known as.
BARIUM.

APT 41 and

On August 15, 2019 a Grand Jury in the District of Columbia mmmaﬂ)n indictment against Chinese
'ZHANG Haoran and TAN Dailin on d\args including umutbeﬂzed o Protected

Identity Theft, Money Laundu!np Wire Fraud, These

Departemen Kehakiman A.S. mendakwa lima warga Tiongkok
pada bulan September 2020 dengan peretasan yang
menargetkan lebih dari 100 perusahaan dan institusi di Amerika
Serikat dan di luar negeri, termasuk perusahaan video game,

universitas, dan penyedia telekomunikasi. THe AssociaTeD PResS

ini mudah-mudahan mengakhiri pendekatan saat
pemerintah, termasuk di Canberra, tidak mengungkapkan
kepada publik tentang intrusi siber negara Tiongkok yang
luas sambil berpura-pura bahwa hubungan yang lebih luas
dengan Beijing dapat berjalan seperti biasa.

Tidak mungkin kembali ke hubungan “timbal balik”
saling percaya dengan Beijing ketika pada saat yang sama
kita sedang dimata-matai dan dirampok oleh peretasnya.

Implikasi jahat dari paparan terbaru tentang kerja sama
negara dan kriminal Tiongkok jauh lebih luas daripada
sekadar memberikan lebih banyak pekerjaan untuk para
profesional keamanan siber dan departemen urusan luar
negeri yang peduli. Ini selangkah lebih maju di sepanjang
jalur kerja sama internasional yang semakin meningkat
untuk menghadapi tantangan sistemik Tiongkok. Dan
saatnya menunjukkan bahwa lapangan bermain digital
tidak selalu dalam kendali Beijing. O

Michael Shoebridge adalah direktur program pertahanan, strategi, dan keamanan nasional
Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Artikel ini awalnya diterbitkan pada 20 Juli 2021, di
forum online ASPI, The Strategist. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
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Pasukan katak Taiwan

BERLATIH UNTUK

ngin dingin berembus di Selat Taiwan ketika
sekelompok kecil Marinir Taiwan berdiri menggigil
di dermaga terpencil pada pagi hari, celana
pendek dan jaket tipis mereka basah kuyup setelah
menghabiskan sebagian besar harinya di laut.

“Kalian semua putri tidur? Kalian ingin membolos?"
seorang pelatih berteriak pada sekelompok pria tegap, yang
hampir belum tidur selama berhari-hari, selagi melakukan
sit-up dan latihan lainnya di lantai beton yang kasar.
Beberapa dari mereka hampir pingsan karena kelelahan.
Semburan air dingin dari selang membuat mereka terjaga.

Pendaftaran ke unit Amphibious Reconnaissance and
Patrol (ARP) elite Angkatan Laut Taiwan — yang setara
dengan Navy SEAL Amerika Serikat atau Dinas Perahu
Khusus Britania Raya — bukan untuk orang yang lemah.
Apabila terjadi perang dengan Republik Rakyat Tiongkok,
yang mengeklaim pulau demokratis itu sebagai miliknya serta
telah meningkatkan tekanan militer dan politiknya terhadap
Taiwan, pasukan katak ARP akan ditugaskan di seberang selat
dalam perahu kecil saat malam hari untuk mengintai lokasi
musuh dan melakukan serangan.

Dari 31 Marinir yang memulai kursus 10 minggu,
hanya 15 yang berhasil menyelesaikannya, dengan minggu
penutupan di Pangkalan Angkatan Laut Zuoying yang luas di
Taiwan selatan sebagai tes terakhir.

“Saya tidak takut mati,” ungkap Fu Yu, 30 tahun, setelah
menyelesaikan “jalan ke surga”, rangkaian rintangan akhir
yang terdiri atas bentangan batu sepanjang 100 meter tempat
peserta pelatihan harus berdesakan dan melakukan tugas
seperti push-up sesuai keinginan pelatih mereka.

“Ini adalah tanggung jawab Tentara, hal yang harus kami
lakukan,” tambah Fu, yang sebelumnya gagal menyelesaikan
rintangan ini.

Selama enam hari lima malam, para relawan yang ingin
masuk ke ARP harus bertahan dari segalanya, mulai pawai
panjang hingga menghabiskan berjam-jam di dalam air,
dengan teriakan terus-menerus dari instruktur mereka.

Peserta latihan Pengintaian dan Patroli Amfibi Angkatan Laut Taiwan
bertempur melawan gelombang sambil menyelesaikan latihan dalam
program 10 minggu untuk bergabung dengan unit elite.

KISAH DAN FOTO OLEH REUTERS

Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di laut atau kolam
renang, belajar menahan napas untuk jangka waktu yang
lama, berenang dengan peralatan tempur lengkap, dan
menyusup ke pantai.

Mereka dapat beristirahat satu jam untuk setiap enam
jam. Pada saat itu, mereka harus makan — melahap bawang
putih untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh —
mendapatkan perawatan medis, pergi ke toilet, dan tidur.
Mereka mungkin hanya bisa tidur selama lima menit,
berdempetan di lantai mengenakan selimut hijau muda, lalu
terbangun dengan kerasnya suara peluit. Tujuannya adalah
mendorong para Marinir untuk mengembangkan tekad baja
untuk menyelesaikan misi mereka, seberapa pun sulitnya, dan
mengembangkan kesetiaan yang kuat dengan rekan mereka
dan militer.

Semua kandidat adalah sukarelawan, yang terdorong
untuk bergabung dengan pasukan khusus karena rasa
patriotisme dan keinginan untuk mendorong batas diri
mereka. Wu Yu-wei, 26 tahun, menyebut kursus ini sebagai
tantangan pribadi untuk diselesaikan. “Bagian tersulitnya
adalah waktu, tidak dapat beristirahat, hanya memiliki waktu
15 menit untuk menggunakan toilet, minum air, sebelum
melanjutkan ke bagian berikutnya,” ungkapnya. “Beberapa
hari pertama sangatlah melelahkan, lalu Anda mulai terbiasa.
Anda harus mengandalkan kegigihan dan tekad Anda."

Begitu melintasi jalan ke surga dan diberi selamat oleh
Komandan Korps Marinir Wang Jui-lin, tekanan seminggu
terakhir terasa begitu berat bagi beberapa Marinir, yang kini
menangis tersedu-sedu di pelukan anggota keluarga yang
bangga dan diundang untuk melihat kelulusan mereka.

Para pelatih, yang semuanya lulusan kursus, mengatakan
maksud dari minggu neraka bukanlah kekejaman tetapi untuk
menyimulasikan kesulitan saat perang, seperti kekurangan
tidur yang ekstrem, untuk melihat siapa yang memiliki
stamina dan nyali untuk berhasil mengatasinya.

“Tentu saja, kami sama sekali tidak akan memaksa siapa
pun. Semua orang hadir secara sukarela. Itulah alasan kami
memperlakukan mereka dengan sangat keras dan juga
menyisihkan mereka secara ketat," ucap pelatih Chen Shou-
lih, 26 tahun. "Kami tidak akan membiarkan Anda lewat
begitu saja hanya karena Anda ingin datang."
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KEMENTERIAN PERTAHANAN SINGAPURA

HENG CHEE HOW/KEMENTERIAN PERTAHANAN SINGAPURA

Program untuk Perwira Militer Senior Asia Pasifik (Asia-Pacific
Programme for Senior Military Officers, disingkat APPSMO)
dirintis pada tahun 1999 oleh Presiden S.R. Nathan, Presiden
Singapura pada masa itu. Ia membayangkan "perkemahan
musim panas" untuk mengumpulkan perwira militer dari seluruh
Asia Pasifik dan wilayah lain untuk membahas masalah pertahanan dan
keamanan secara jujur dan terbuka serta untuk menjalin hubungan. Tujuan
penyelenggaraannya dahulu, yang masih berlaku saat ini, adalah bahwa suasana
informal seperti APPSMO akan menjadi peluang yang sangat berharga bagi
para perwira untuk mengenal rekan mereka dan mendapatkan manfaat dari
diskusi santai yang mungkin mustahil dilakukan dalam pertemuan resmi.
Selama dua dekade terakhir, APPSMO telah berkembang menjadi fitur
yang dinantikan di kalender regional. Program ini telah mengumpulkan
para pakar, praktisi, dan peserta dari lebih dari 30 negara di seluruh dunia,
termasuk Eropa dan Timur Tengah. Platform inklusif untuk bertukar
pandangan bagi para perwira militer tersebut menjadi semakin penting karena
kami menghadapi berbagai tantangan keamanan dalam periode pasang surut
geopolitik ini.

TREN DAN TANTANGAN GEOPOLITIK
Tiga tren dalam lingkungan keamanan yang berkembang ini
sangatlah relevan.

"Tren yang pertama adalah persaingan kekuasaan yang besar. Dalam
beberapa tahun terakhir, persaingan Amerika Serikat-Tiongkok semakin
ketat. Antagonisme di antara kedua negara kini mencakup beberapa bidang
di luar pertahanan, yang meliputi perdagangan, teknologi, dan keuangan.
Salah satu ranah khusus tempat A.S. dan Tiongkok saling bersaing untuk
menjadi yang terdepan adalah teknologi. Di kawasan kami, kami juga
menyaksikan kemunculan, atau kemunculan kembali, kemitraan regional,
termasuk Dialog Keamanan Kuadrilateral, atau Quad, dan baru-baru ini, pakta
keamanan trilateral yang melibatkan Australia, Britania Raya, dan A.S. Seiring
perkembangan prakarsa ini, kami berharap bahwa prakarsa tersebut akan
berkontribusi secara konstruktif terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan
serta melengkapi arsitektur keamanan regional.

"Tren kedua adalah tantangan keamanan nontradisional baru yang telah
muncul. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung adalah contoh utama
di samping perubahan iklim. Banyak negara yang tidak siap menangani
tantangan COVID-19 ini, serta konsekuensi dari ketidaksiapan untuk
menghadapi setiap tantangan nontradisional yang belum muncul memang
akan sangat berat.

"Tren ketiga adalah gangguan dan peningkatan risiko keamanan yang
disebabkan oleh teknologi dan perubahan teknologi. Meskipun kemajuan
teknologi telah membangkitkan banyak peluang baru, ini juga membawa serta
risiko yang berkaitan dengan peluang tersebut. Teknologi yang sama ini telah
memungkinkan pelaku ancaman mengeksploitasi kerentanan jauh lebih mudah
dan dengan biaya yang lebih murah.

Ketiga tren ini memiliki satu kesamaan umum, dan itu adalah hubungan
yang kuat antara teknologi dan keamanan. Teknologi adalah medan
pertempuran dalam persaingan kekuasaan yang besar. Namun teknologi juga
menawarkan sarana untuk mengatasi tantangan pandemi dan perubahan iklim.
"Teknologi membawa peluang dan risiko yang sama besarnya.
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PERLUNYA MILITER UNTUK BERADAPTASI
Dengan bencana pandemi ini, laju digitalisasi telah
dipercepat, menjadikan masyarakat dan negara lebih
rentan terhadap ancaman di ranah ini. Kita menjadi
semakin bergantung pada teknologi, dan seiring
meningkatnya ketergantungan kita, berbagai tantangan
baru pun akan muncul. Semua militer harus beradaptasi
untuk menanggapinya secara efektif. Jadi, apa yang
dapat dilakukan militer? Saya mengusulkan tiga upaya.

Pertama, angkatan bersenjata harus memikirkan
kembali konsep tradisional pertahanan. Dalam
peperangan konvensional, terdapat konstanta yang sering
dianggap remeh: musuh yang teridentifikasi dengan jelas,
rantai komando yang dapat dipertanggungjawabkan,
dan tujuan yang tetap, serta banyak lagi lainnya. Untuk
ancaman baru di ranah seperti siber dan informasi,
konstanta ini tidak lagi sama. Contohnya, sewaktu
dihadapkan dengan serangan dari ranah siber atau
informasi, bagaimana cara memastikan pelakunya?
Bagaimana cara membedakan antara serangan kriminal
dan serangan dari pelaku politik yang bermusuhan?
Kemudian, bagaimana cara menanggapinya, dan siapa
yang harus melakukannya? Saya yakin militer harus
meninjau doktrin, struktur, dan kemampuan mereka agar
mampu menanggapi semua ancaman ini secara efektif
dalam lingkungan yang berubah ini.

Di bidang baru lain seperti sistem otonom,
bioteknologi, dan kecerdasan buatan (AI), militer harus
menghadapi pertanyaan seputar etika dan keabsahan.
Misalnya, meskipun Al dapat bertindak sebagai
pengganda kekuatan, ada juga konsekuensi serius
jika Al berperilaku dalam cara yang tidak terduga.
Mempertimbangkan hal ini, Singapura menetapkan
prinsip panduan awal yakni bertanggung jawab, aman,
andal, dan kuat di sektor pertahanan demi mendukung
dan memajukan pengembangan dan penggunaan Al

Menteri Negara
Senior Urusan
Pertahanan Heng
Chee How

melihat simulator
pelatihan
penerbangan di
Komando Kendaraan
Udara Tak Berawak
Angkatan Udara
Republik Singapura.

KEMENTERIAN PERTAHANAN
SINGAPURA

Kedua, perlu ada kerja sama yang lebih besar
antara sektor publik dan swasta guna memungkinkan
tanggapan tingkat nasional yang efektif.
Menjungkirbalikkan konsep tradisional peperangan
kita, konflik masa kini sering melampaui perbatasan
geografis dan berlangsung di luar batasan medan
pertempuran yang jelas. Penyerang mengeksploitasi
target yang lemah, yang pertahanannya kurang siap.
Pelaku ancaman menggunakan media sosial untuk
menyebarkan informasi palsu, memulai kampanye
pengaruh, dan mengadu domba serta memecah belah
masyarakat. Masyarakat multietnis dan multiagama
seperti Singapura sangat rentan akan hal ini.

Inilah alasan Singapura mengambil pendekatan
nasional terhadap strategi keamanan siber. Badan
Keamanan Siber Singapura, dengan dukungan front
dalam negeri dan badan pertahanan, bekerja sama erat
dengan sektor swasta untuk melindungi infrastruktur
jaringan dan informasi penting.

Kemitraan publik-swasta juga dapat membantu
badan pertahanan dan militer memanfaatkan peluang
yang diberikan teknologi agar menjadi lebih cakap dan
efektif. Dengan demikian, ini akan memungkinkan
badan pertahanan menumbuhkan kelompok talenta
mereka, saling berbagi gagasan dan berinovasi, serta
mengoptimalkan sumber daya untuk mengatasi
tantangan ekonomi dan masyarakat bersama.

KERJA SAMA MULTILATERAL

Ketiga, mengingat sifat transnasional dari ancaman baru
ini, kerja sama multilateral yang lebih besar akan menjadi
kunci untuk menanganinya secara efektif. Dalam
mendukung lembaga sipil, badan pertahanan dapat
bekerja sama untuk mendorong perkembangan aturan,
norma, dan prinsip umum di ranah siber, informasi, Al,
dan ranah baru lainnya. Di sektor pertahanan, militer
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diposisikan dengan baik untuk memanfaatkan hubungan
dan jaringan yang sudah ada dengan mitra internasional
untuk mengatasi tantangan keamanan transnasional.
Oleh karena itu, kami mendorong mitra kami di
kawasan ini dan juga kawasan lain agar sepenuhnya
memanfaatkan platform seperti Pertemuan Menteri
Pertahanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
(ASEAN Defense Minister's Meeting - ADMM)-Plus
dan Kelompok Kerja Ahli.

Singapura selalu menjadi pendukung kuat
bagi kerja sama multilateral untuk mendorong
perdamaian dan kemakmuran regional, selaras
dengan kepentingan kami untuk mendukung
tatanan yang terbuka dan berasaskan aturan. Kami
terus membangun jaringan yang sudah ada demi
meningkatkan kerja sama militer praktis dalam
domain utama. Dengan cara ini, dan sebagai
tanggapan tepat waktu terhadap ancaman di ranah
siber dan informasi, kami mengumumkan pada
tahun 2021 bahwa Singapura akan membentuk Pusat
Keunggulan Keamanan Siber dan Informasi ADMM.
Pusat ini akan mendorong berbagi informasi dan
penelitian guna membantu kawasan mengembangkan
pemahaman bersama yang lebih mendalam akan
ancaman malware, misinformasi, dan disinformasi
siber yang berimplikasi pada pertahanan. Ke
depannya, semua badan pertahanan harus membangun
berlandaskan kerja sama praktis yang kuat tersebut
dalam lingkup kawasan ini dan menjelajahi peluang

untuk berkolaborasi dalam
ranah yang baru dan sedang
berkembang.

Prajurit Singapura, Thailand,
dan A.S. meratakan

semen di sekolah Thailand
selama latihan Cobra Gold.
SERSAN SATU JULIO RIVERA/ANGKATAN LAUT A.S.

MEMUPUK PERTEMANAN

Saat ini, semakin banyak alasan bagi negara-negara
untuk bekerja sama demi mengatasi ancaman umum.
Saya juga berharap bahwa angkatan bersenjata akan
mempertimbangkan cara untuk beradaptasi dan
menanggapi jenis tantangan keamanan yang semakin
beragam.

Negara, sama halnya seperti teman, mungkin
memiliki kepentingan dan sudut pandang yang sama.
Pada saat yang sama, mereka tidak selalu setuju dengan
satu sama lain tentang beberapa masalah, terutama
jika kepentingan nasional yang bertentangan tengah
dipertaruhkan. Penyelesaian sengketa secara damai
membutuhkan pemimpin yang terbuka dan bersedia
berbicara melalui perbedaan. Di sinilah hubungan
kuat yang Anda jalin dengan rekan Anda — suara yang
tidak asing di seberang telepon atau, dalam konteks kita
saat ini, wajah yang familier di sisi lain layar — dapat
membuat perbedaan besar.

Inilah nilai jangka panjang APPSMO: memperkuat
arsitektur keamanan regional kita dengan memupuk
pertemanan dan kerja sama di antara perwira militer. O

Menteri Negara Senior Urusan Pertahanan Singapura Heng Chee How menyampaikan
pidatonya pada Oktober 2021 di Program untuk Perwira Militer Senior Asia Pasifik
ke-22, yang diadakan secara virtual oleh S. Rajaratnam School of International Studies
Singapura. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
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TAIWAN MENGGABUNGKAN
PELAJARAN DARI INVASI UKRAINA
DALAM LATIHAN MILITER TAHUN

REUTERS

aiwan memadukan pelajaran
Tyang dipetik dari invasi Rusia ke

Ukraina ke dalam latihan militer
mendatang yang ditujukan untuk berlatih
melawan serangan Tiongkok, demikian
menurut Kementerian Pertahanan
Nasional pulau berpemerintahan
mandiri ini.

Taiwan, yang diklaim oleh Republik
Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai
wilayahnya, meningkatkan tingkat
kewaspadaannya setelah invasi Rusia ke
Ukraina pada Februari 2022, merasa
was-was bahwa Partai Komunis Tiongkok
(PKT) akan melakukan langkah serupa
terhadap pulau itu.

Perdebatan telah muncul di Taiwan
dan diskusi sudah mulai dilakukan dengan
Amerika Serikat mengenai bagaimana
pulau tersebut dapat mempertahankan
diri, demikian menurut Menteri
Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng. "Ini
tidak hanya dibahas dalam pertemuan
pertukaran antara Amerika Serikat dengan
Taiwan, namun juga dibahas dengan
negara lain yang rutin berhubungan
dengan Taiwan," ujar Chiu pada akhir
Maret 2022.

Kementerian Pertahanan mengatakan
bahwa latthan Han Kuang, latihan perang
tahunan terbesar Taiwan, akan diadakan
dalam dua bagian pada Mei dan Juli
2022. Bagian latihan pertama mencakup
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latihan tabletop yang didasarkan pada
“kemungkinan tindakan Partai Komunis
Tiongkok dalam beberapa tahun
terakhir untuk menginvasi Taiwan,
dengan mempertimbangkan pelajaran
yang dipetik dari perang Rusia-
Ukraina,” demikian menurut pernyataan
kementerian. Bagian latihan Juli berfokus
pada latihan selama lima hari, yang
termasuk latihan menembak dengan
amunisi aktif.

Pasukan berfokus untuk menyerang
musuh di laut, mempertahankan
kekuatan tempur dan “menyatukan
segenap kekuatan seluruh rakyat untuk
mendukung operasi militer,” sebuah
referensi ke reformasi pertahanan
sipil dan pasukan cadangan untuk
meningkatkan kemampuan Taiwan dalam
melawan PKT. (Foto: Unit lapis baja
Taiwan melakukan latihan menembak
menggunakan amunisi aktif selama
latihan Han Kuang 2021 di sebuah pulau
di Penghu.)

“Pemerintah dan rakyat Taiwan
juga menghadapi ancaman tinggi dari
rezim otoriter di seberang Selat Taiwan,
sehingga mereka merasa seolah-olah
situasi yang saat ini dihadapi oleh Ukraina
itu menimpa diri kami sendiri,” ucap
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu
kepada Vitali Klitschko, wali kota ibu kota
Ukraina, Kyiv, selama konferensi video

i\ | THE/ASSQCIATED PRESS

pada April 2022. Wu berjanji Taiwan akan
menyumbangkan 119,8 miliar rupiah (8
juta dolar A.S.) kepada Kyiv dan institusi
medis Ukraina.

Taiwan telah mengutuk invasi Rusia,
bergabung dengan sanksi yang dipimpin
negeri Barat, dan menyumbangkan
299,5 miliar rupiah (20 juta dolar
A.S.) untuk pengungsi Ukraina, yang
sebagian besar digalang dari masyarakat.
RRT tidak mengutuk Rusia dan hanya
menyumbangkan bantuan kemanusiaan
senilai 34,4 miliar rupiah (2,3 juta dolar
AS.).

Meskipun pejabat Taiwan melihat
banyak kesamaan dalam perang Ukraina,
termasuk memiliki tetangga raksasa
dengan ambisi teritorial, mereka juga
menunjukkan perbedaan-perbedaan besar
yang ada. Misalnya, Taiwan memiliki
"benteng alam" yakni Selat Taiwan,
yang akan mempersulit PK'T untuk
mendaratkan pasukan. Taiwan juga
memiliki Angkatan Udara besar yang
dibekali dengan baik, serta kini sedang
mengembangkan kemampuan serangan
rudal yang tangguh.

PKT telah meningkatkan tekanan
militernya terhadap Taiwan selama
dua tahun terakhir. Taiwan menolak
klaim kedaulatan RRT dan mengatakan
hanya penduduk pulau itu yang dapat
memutuskan masa depan mereka.



34 ‘b
Tim Roulettes dari Angkatan Udara Australia menggetarkan penonton menjelang pergelaran Grand Prix Formula
1 Australia pada April 2022 di Melbourne. Dibentuk pada tahun 1970, tim aerobatik tersebut terbang hanya

dalam ketinggian 80 meter dan dengan kecepatan hingga 685 kilometer per jam. Para pilot sering melakukan
6G selama manuver yang memamerkan kehebatan perkiraan dan koordinasi mata-tangan mereka.

Foto Dari: Michael Currie/Angkatan Udara Australia
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